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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang
selanjutnya  disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen
Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari:

Renstra Sekretariat Daerah;

a.
b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B

Renstra Inspektorat Daerah;

p

Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
RSJ HB Sa’anin Padang;

b=



14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

RSUD Mohammad Natsir;

RSUD Pariaman;

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Kebudayaan;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dinas Pariwisata;

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Kehutanan,

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :

e A i

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Penelitian dan Pengembangan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi
Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39
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KATA PENGANTAR

ssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kita
panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmad dan hidayah-Nya
sehingga dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021
— 2026 yang merupakan tahapan ke empat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025,
maka setiap Perangkat Darah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima)
tahunan yang menggambarkan keterkaitan visi, misi, analisis lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta
evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 177).

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026 ini berisi pedoman
pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman
pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026 yang akan digunakan

sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman

1
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun

waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2021 — 2026
ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera

Barat dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi
harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan

akan kami terima dengan terbuka.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rencana
Strategis Penyempurnaan kedua ini dapat berguna bagi semua pihak yang
berkepentingan. Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan petunjuk dalam
mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam

Rencana Strategis ini.

Kepala DPM & PTSP

, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19730413 199703 1 001
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Gambar 1.1.

Gambar 1.2.

Gambar 2.1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana [-4
Strategis Perangkat Daerah

Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah I[-6
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi /
kabupaten / kota, dan dengan Rencana Kerja (RENJA)

Perangkat Daerah.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman 1I -26
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat.
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Grafik 2.1.

Grafik 2.2.
Grafik 2.2.

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Perkembangan Realisasi Investasi Selama Tahun  I1-35
2016 - 2020

Perkembangan IKM Selama Tahun 2016 — 2020 I1-36
Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Im-37
Waktu Selama Tahun 2016 — 2020
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DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-28
Tabel 2.2.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin II-28
Tabel 2.3.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan II-29
Tabel 2.4.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan II-29

Penjenjangan
Tabel 2.5.  Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan II - 30

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat
Tabel 2.6.  Daftar Kendaraan Dinas Dinas Penanaman Modal II-31

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat
Tabel 2.7.  Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman II-33
(T.C.23) Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 -~ 2021
Tabel 2.8.  Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas II - 38
(T.C.24) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.1  Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan I - 4
(T.B.35.) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.2.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan -5

(T.B.35.) Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3.3.  Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM  1II - 10
(T.B.34.) & PTSP terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP berdasarkan ~ 1II - 13
Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
Tabel 4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan IV -4
(T.C.25.) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tabel 4.2. Manajemen Resiko (Identifikasi Risiko Sasaran IV -6
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat)
Tabel 5.1.  Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan V-2
(T.C.26.) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tabel 6.1.  Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, VI-9
(T.C.27.) Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif.
Tabel 7.1.  Indikator Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera VII - 3
(T.C.28) Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
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BAB
I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

istem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata

cara pembangunan untuk menghasilkan  rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara baik ditingkat
Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Perencanaan makro yang meliputi semua fungsi pemerintahan secara
terpadu yang merupakan perencanaan yang oleh Kementerian/Lembaga dan
perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah diharuskan
menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu
dan berkelanjutan serta mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah
dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, oleh karenanya sudah
seharusnya perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan
pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun,
rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana

pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

-1
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Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja OPD).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun berbagai dokumen
perencanaan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut salah satu
diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang
memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih
(Gubernur dan Wakil Gubernur) selama masa jabatannya (tahun 2021 —
2026). Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis

OPD untuk periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing — masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan
perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 8
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan sesuai Pasal 2, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal. Sebagai Implikasi dari Peraturan Daerah tersebut
harus dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra OPD) sesuai

dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima)
tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur
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dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman
Modal.

Sedangkan fungsi dari Renstra OPD adalah sebagai acuan perencanaan
bagi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra DPM &
PTSP memiliki kedudukan strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani
antara perencanaan OPD dengan rencana pembangunan jangka menengah
(RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Dalam hal ini penyusunan Renstra OPD, DPM & PTSP Provinsi Sumatera
Barat melaksanakan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dengan
proses tahapan, Persiapan penyusunan rancangan, penyusunan rancangan

akhir dan penetapan Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis
OPD untuk periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing — masing.
Penyusunan Renstra membutuhkan sistem akuntabilitas kinerja yang dapat
digunakan sebagai tolok ukur suatu perencanaan daerah yang memuat

perumusan rancangan Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu :
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan;

3. Review renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan renstra DPM &
PTSP Kabupaten/Kota;

4. Penelahaan RTRW Provinsi Sumatera Barat;

5. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis
(KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi;

6. Perumusan isu-isu strategis;
7. Penelahaan visi dan misi dan Program Kepala Daerah;

8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah;
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9. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat guna mencapai target kinerja program prioritas

RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi;

10. Perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat guna mencapai target kinerja program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi,

11. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selam 5 (lima) tahun, termasuk lokasi

kegiatan;

12. Perumusan indikator kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi;
13. Pelaksanaan forum Organisasi Perangkat Daerah,;

Kualitas dokumen Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kualitas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan
Rencana Strategis OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :
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Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Dacrah

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi
Sumatera Barat merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan
pembangunan daerah. Perangkat dacrah harus memperhatikan RPJMD yang
telah disusun dengan berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang
termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 dan tetapkan melalui Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMD
penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperhatikan dokumen
lainnya seperti Renstra BKPM RI dan Rencana Strategis DPM & PTSP
Kabupaten/Kota, hal ini agar perencanaan yang disusun lebih konfrehensif
dalam rangka efektifitas dan efisiensi program pembangunan pemerintah

yang berkualitas dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif,

[-S
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yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN
-PEDOW'\l - s - — -
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Gambar 1.2. diatas merupakan Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi / kabupaten / kota,
dan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang
penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat. Dinas Penanaman
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama
Dunia Usaha, meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan
pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal dan
pengendalian penanaman modal. Sebagai lembaga pelayanan penanaman
modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat harus merujuk pada Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala
BKPM RI No. 13 Tahun 2017 yang bertujuan: 1). Terwujudnya standarisasi
prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan
fasilitas pada PTSP Pusat di BKPM, DPM & PTSP Provinsi, DPM & PTSP
Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia; 2).
Menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktiu penyelesaian
permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;, 3). Tercapainya

pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini masih
dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai
dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan
dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai
kinerja aparatur. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat dari masih
tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan di bidang pelayanan perizinan

dan pelayanan publik.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan
terpadu di Provinsi Sumatera Barat pada hakekatnya merupakan salah satu
upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan
melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan
terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Berdasarkan desain

kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
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Provinsi Sumatera Barat, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di

Sumatera Barat difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu :
= Kepentingan umum;
= Kepastian hukum;
= Kesamaan hak;
= Keseimbangan hak dan kewajiban;
= Keprofesionalan;
= Partisipatif;
= Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
= Keterbukaan;
= Akuntabilitas;
= Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
= Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Barat
Nomor 6 Tahun 2015, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik

sekurang-kurangnya meliputi :
= Pelaksanaan pelayanan ;
= Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
= Pengelolaan informasi ;
* Pengawasan Internal ;
= Penyuluhan kepada masyarakat dan ;

= Pelayanan konsultasi.
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1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026, didasarkan

kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44 38);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Barat 2021 — 2026;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2012 Nomor 87);

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/619/Bappeda-~2021
Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 — 2026.
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1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 — 2026,
adalah sebagai berikut :

1. Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5
(lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik,
integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja
perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;

2. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas bagi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanaman modal dan

pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2021- 2026;

3. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah
tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun
2021 — 2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik;

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun

2021 — 2026, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat

daerah;

2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat
Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang

menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah,;
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1.4.

Merumuskan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;

Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat

Daerabh;

Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;

Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5

(lima) tahun;

Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021 — 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 -~ 2026 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan,
program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat;

Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat hingga 5 (lima) tahun mendatang.
Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian penulisan: Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026 :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang penyusunan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat beserta Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi,
sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu
strategis dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra
K/L dan renstra DPM & PTSP Kabupaten/Kota, telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan

penentuan isu-isu strategis;
BABIV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan tentang tujuan dan sasaran, jangka
menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat;
BABV  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang;
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan
dilaksanakan pada tahun 2021 — 2026 Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai
komitmen dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang

dalam Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026.
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BAB
II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang berperan dalam membantu Gubernur Sumatera Barat
untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara rinci
struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat

dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1.Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),

Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.
2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di
atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera

Barat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

it-1



RENCANA STRATEGIS

a. Perumusan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia
Usaha.

b. Pelaksanaan kebijakan tekhnis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi

Kerjasama Dunia Usaha.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan tekhnis dibidang
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama

Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi

Kerjasama Dunia Usaha; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.
2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun
2016 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13,
tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177 )
sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 177 ) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan
organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
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3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri

dari :
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
b. Seksi Diregulasi Penanaman Modal;
c. Seksi Pemberdayaan Usaha
1. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal,

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem

Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri

dari:
a. Seksi Pelayanan Perizinan I,
b. Seksi Pelayanan Perizinan II;
c. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan
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fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah :

1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol,
penyusunan program dan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di

lingkungan Dinas;

b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan Dinas; dan

c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan

kepegawaian.
Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian, diantaranya:
1. Sub Bagian Program dan Keuangan, dengan tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

Program dan Keuangan;
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b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang Program dan Keuangan;

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan

program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan,;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;

2.  Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang

keuangan;

h. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di
lingkungan dinas;

i. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang
program;

j. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis,
Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta

pelaksanaan tugas — tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;

k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
I.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapanan, dengan tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata
Usaha dan Perlengkapan;

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan

pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;

c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan

Dinas;
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d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan

Dinas;
e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
2.  Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan
dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, kebersihan
kantor dan lingkungan, usulan penghapusan aset serta
menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang
inventaris, menyiapkan bahan penataan organisasi dan

pelaksanaan ketatalaksanaan;

i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan

Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan
Usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan

Penanaman Modal;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Deregulasi

Penanaman Modal; dan
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c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan
Usaha.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal, dengan tugas :

a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan

penanaman modal di Daerah berdasarkan sektor usaha;

b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan

penanaman modal di Daerah berdasarkan wilayah;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

penanaman modal,;

d. Menyiapkan bahan perumusan pengusulan bidang usaha yang

dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
e. Menyiapkan data publikasi pengembangan potensi Daerah;

f.  Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan

kebijakan perencanaan penanaman modal;

2. Menyiapkan bahan pengusulan kebijakan di bidang

perencanaan penanaman modal;

h. Menyiapkan bahan pembuatan peta potensi penanaman modal
di daerah;

i.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal, dengan tugas :

a. Melakukan penyusunan pedoman dan rencana kerja seksi

Deregulasi Penanaman Modal;
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b. Merumuskan kebijakan teknis seksi Deregulasi Penanaman
Modal;

c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan

sektor usaha dan wilayah,;

d. Melakukan investasi, identifikasi dan evaluasi kebijakan di

bidang penanaman modal;

e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemberian insentif dan

pemberian kemudahan penanaman modal;

f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang usaha yang

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

€. Menelaah serta penyajian data dan informasi kebijakan

penanaman modal daerah provinsi,
h. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Seksi Pemberdayaan Usaha, dengan tugas :

a. Melakukan penyusunan pedoman dan rencana kerja seksi

Pemberdayaan Usaha;
b. Merumuskan kebijakan teknis seksi Pemberdayaan Usaha;

c. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro,

kecil menengah, besar dan koperasi,

d. Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan usaha mikro, menengah

dan koperasi untuk melakukan kemitraan dengan usaha besar;

e. Menyiapkan bahan pembinaan usaha mikro, menengah dan

koperasi untuk melakukan kemitraan dengan usaha besar;

f. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan

pemberdayaan usaha;

2. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
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Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Promosi Penanaman
Modal, Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dan Sarana dan

Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Promosi Penanaman

Modal mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan

Promosi Penanaman Modal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Promosi

Penanaman Modal; dan

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana

Promosi Penanaman Modal.
Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :
1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, dengan tugas :

a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
kebijakan teknis/strategi promosi penanaman modal di Daerah

berdasarkan sektor usaha;

b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
kebijakan teknis /strategi promosi penanaman modal di Daerah

berdasarkan wilayah.

c. Melaksanakan  penyusunan  bahan  kebijakan  teknis

Pengembangan Promosi Penanaman Modal,

d. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan

Pengembangan Promosi;
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e. Melaksanakan pengelolaan data Pengembangan Promosi;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam

Penyelenggaraan Pengembangan Promosi sesuai kewenangan;

2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang

Promosi dan Pengembangan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dengan tugas

a. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan
wilayah;

b. Melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di

seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan
kebijakan teknis di seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman
Modal;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman
dukungan pemerintahan di seksi Pelaksanaan Promosi

Penanaman Modal;

f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan
kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan

Promosi Penanaman Modal daerah;

2. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Promosi Penanaman

Modal di dalam dan luar negeri;

h. Menyiapkan bahan pedoman teknis Pelaksanaan Promosi

Penanaman Modal;
i.  Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. Menyiapkan bahan fasilitasi Promosi Penanaman Modal di

dalam dan di luar negeri;
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k. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di

dalam dan di luar negeri;

l.  Menyiapkan  bahan  fasilitasi  pelayanan  penerimaan
misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal dari

dalam dan/atau luar negerti,

m. Menyiapkan bahan fasilitasi peminatan penanaman modal di

dalam negeri;

n. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Promosi Penanaman
Modal;

0. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama
investasi dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di dalam

maupun luar negerti;

p. Menyiapkan bahan analisis data kerja sama investasi dengan
lembaga dan/atau pemerintahan daerah di dalam dan luar

negerti;

q- Melaksanakan kerja sama investasi dengan lembaga dan/atau

pemerintah daerah di dalam dan luar negeri,

r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama
investasi dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di dalam

dan luar negeri;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, dengan

Tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan sarana dan prasarana promosi

penanaman modal.

b. Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi

penanaman modal.
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c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan
kebijakan teknis di seksi Sarana dan Prasarana Promosi

Penanaman Modal.

d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan
materi promosi penanaman modal daerah baik di dalam

maupun di luar negeri;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengkoordinasian
dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal

daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik;

f.  Menyiapkan bahan promosi dari hasil kajian peta potensi dan
peluang penanaman modal yang siap dipromosikan kepada

penanaman modal;

g. Menyiapkan bahan, sarana dan prasarana promosi di dalam dan

di luar negeri;

h. Menyiapkan bahan koordinasi Sarana dan Prasarana Promosi

Penanaman Modal;

i.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sarana dan

Prasarana Promosi Penanaman Modal; dan
j.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim

Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim
Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
perumusan Kkebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Pengolahan Data dan Sistim Informasi.
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Pembinaan Pelaksanaan

Penanaman Modal; dan

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan Data dan

Sistim Informasi.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim

Informasi Penanaman Modal, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,

dengan tugas :

a. Melakukan pemantaun pelaksanaan penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui
Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha

dan wilayah:

c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan

dan pengawasan penanaman modal;

d. Melaksanakan pemantauan terhadap penanaman modal baik
yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun
penanaman modal yang telah produksi/ operasi komersial
(telah ada izin usaha) dalam rangka peningkatan realisasi

penanaman modal yang berada di daerah,;
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e. Melaksanakan pengelolaan data yang meliputi pengumpulan,
verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang

tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan;

f.  Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan

pengawasan penanaman modal;

g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemantauan dan

pengawasan penanaman modal;

h. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan pengawasan
penanaman modal dengan institusi penanaman modal

Kabupaten/ Kota serta dengan instansi terkait;

I.  Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal

berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;

j.  Melaksanakan pengawasan terhadap penyimpangan dan
ketentuan pelaksanaan penanaman modal, Melaksanakan
pengawasan terhadap pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk mesin dan atau barang dan bahan, dan non fiskal

(ketenagakerjaan);

k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal; dan
. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan tugas :

a. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman

modal lingkup daerah:

c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan

penanaman modal;
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d. Melaksanakan bimbingan sosialisasi atau workshop atau
bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan
pelaksanaan penanaman modal dan atau teknis pengendalian

pelaksanaan penanaman modal;

e. Melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang;

f.  Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang
dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan penanaman

modalnya;

g. Melaksanakan pengelolaan data yang terkait dengan pembinaan

penanaman modal;

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan

penanaman modal;

i.  Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan  seksi

pembinaan;

j.  Melaksanakan koordinasi pembinaan penanaman modal dengan
institusi penanaman modal Kabupaten/ Kota serta dengan

instansi terkait; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pengolahan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal,

dengan tugas :

a. Melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan non perizinan

penanaman modal;

b. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non

perizinan penanaman modal;

c. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistim informasi

penanaman modal,
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Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan

kebijakan teknis di Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di

Seksi Data dan Sistim Informasi;

Melaksanakan penyusunan dan memelihara data statistik

penanaman modal;

Melaksanakan penyusunan laporan hasil analisis dan

pengolahan data penanaman modal,
Mengkoordinasikan kebijakan data dan informasi;

Melaksanakan pengembangan sistem informasi penanaman

modal;
Melaksanakan analisis data dan informasi penanaman modal;

Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemutakhiran data

dan informasi penanaman modal;

Menyiapkan bahan visualisasi data dan informasi penanaman

modal;

. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem
informasi penanaman modal; Melaksanakan penyusunan bahan

pengkajian sosialisasi sistem informasi penanaman modal;

Melaksanakan penyusunan data dan informasi penanaman

modal secara berkala dan insidentil,

Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan data dan informasi, system informasi

penanaman modal;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian data dan informasi

serta sistem informasi penanaman modal;
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r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan

informasi dan sistem informasi penanaman modal; dan
S. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi Pelayanan

Perizinan I, Pelayanan Perizinan II dan pelayanan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan
L

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan
II; dan

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Non

Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,

membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pelayanan Perizinan I, dengan tugas :
a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan I,
b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan I;

d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan
L

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I,
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f.  Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I

2.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan I;
h. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I;

i.  Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan I

j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan

pelayanan perizinan;
k. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan I
l.  Menerbitkan dokumen layanan perizinan I; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Seksi Pelayanan Perizinan II, dengan tugas :
a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan II,
C. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan II;

d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan
IT;

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II;

f.  Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II;

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan II;
h.  Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II;

I.  Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan II;

J- Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan

pelayanan perizinan II;
K. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan II,
l.  Menerbitkan dokumen layanan perizinan II; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
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3. Seksi Pelayanan Non Perizinan, dengan tugas :
a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
C. Mengolah penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan non

perizinan;
e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
h. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
I.  Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

J Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan

pelayanan non perizinan;
K. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
I.  Menerbitkan dokumen layanan non perizinan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai
tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaduan dan Informasi
Layanan, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dan Pelaporan dan

Peningkatan Layanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,

merumuskan,  mengidentifikasi, = memverifikasi, memimpin,
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mengkoordinasi,  mengevaluasi, memonitoring, merancang,
menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan

pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan,
memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang,
mengidentifikasi, —mengkoordinasikan, mengolah, memimpin,
mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring
penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi
layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan

Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah,
memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap
mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP)
mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data,
mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana
dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan
administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola
layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non
perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk

layanan yang efesien dan efektif.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan , membawahi

3 (tiga) seksi, yaitu :

1.

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, dengan tugas :

a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan ;

b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi,
dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan;
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Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

pelayanan;

Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi  layanan  secara  teknis dan  operasional

peyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan
pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan informasi,
dan kosultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan

non perizinan,;

Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan,
informasi, dan konsultai layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan;

Merumuskan permasalahan penanganan pengduan, informasi,
dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan;

Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan,
informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan;

Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan;

Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut
pengaduan, informasi dan Kkonsultasi layanan dalam

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan; dan
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m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, dengan tugas :

a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi
terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta

bahan penyuluhan kepada masyarakat;

b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi

layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-~
undangan)terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-
undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;

e. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-
bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi
pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk
memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa
pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f.  Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah
terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi
dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non
perizinan;

2. Memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif
dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan;
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i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi
daerah terkait pejayanan perizinan dan nonperizinan, serta
advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan
non perizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap

masyarakat;

j. Membuat rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta
advokasi layanan terkait dengan pelaanan perizinan dan non

perizinan;

k. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta
advokasi layanan terkait dengan perizinan dan non perizinan

dalam mengeluarkan peraturan lingkup Daerah; dan

l.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, dengan tugas :

a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi:
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan
(SOP, SP, SPM, dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan

non perizinan,;

b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang
meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan

perizinan dan non perizinan;

C. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan
pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu
layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan inovasi

pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang
meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan

perizinan dan non perizinan;
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Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang
meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan

perizinan dan non perizinan;

Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan
terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta
pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan
inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang
cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya

pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien;

Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang
meliputi : pengembangan, pengendalian, data perizinan dan
non perizinan, inovasi layanan perizinan dan non perizinan,
bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non

perizinan;

Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi :
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan
(SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan

dan non perizinan;

Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan
prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan
dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan

non perizinan,;

Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi :
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan
(SOP, SP, SPM, dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan

dan non perizinan;

Menyusun laporan yang meliputi : pengembangan,

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM,
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dan MP), dan dan inovasi pelayanan perizinan dan non

perizinan; dan
I.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat struktur organisasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada

Gambar 2.1. berikut ini :
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2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Daerah merupakan implementator kebijakan publik yang
mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan
pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut harus disikapi dengan
perbaikan dari segala lini yang menyakut proses penyelenggaraan
pemerintahan dituntut dapat mengwujudkan clean governace dan good
governace. Salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang
bersih dan baik adalah dengan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas
dan moral sumber daya manusia aparatur yang mampu menerjemahkan
kebijakan publik ke dalam langkah - langkah operasional yang kreatif dan

inovatif dengan orientasi pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diarahkan yang memiliki
kompetensi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non

perizinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber

daya manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, terdiri dari :
1. Pejabat Struktural berjumlah : 24 (dua puluh empat ) orang
2. Staf / ASN : 27 (dua puluh tujuh ) orang
Dengan komposisi tergambar sebagai berikut :

1. Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1

di bawah ini :
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Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE

1 2 3 4
1. | S3 0 0
2. |S2 23 45,10 %
3. | sl 21 41,18 %
4. | Diploma 1 1,96 %
5. | SLTA 6 11,76 %
6. | SLTP 0 0
7. | SD 0 0

JUMLAH 51 100,00 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DFM & PTSP Provinsi Sumbar

2. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 di

bawah ini :
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE

1 2 3 4
1. LAKI - LAKI 30 58,82 %
2. PEREMPUAN 21 41,18 %

JUMLAH 51 100,00 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DFM & PTSP Provinsi Sumbar

3. Jumlah ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah

mi:
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Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH PERSENTASE

1 2 3 4
1. | Golongan IV/d 1 1,96 %
2. | Golongan IV/c ~ 0,00 %
3. | Golongan IV/b 4 7,84 %
4. | Golongan IV/a 10 19,61 %
5. | Golongan IlI/d 13 25,49 %
6. | Golongan III/c 6 11,76 %
7. | Golongan III/b 7 13,73 %
8. | Golongan IlI/a 4 7,85 %
9. | Golongan I1/d 2 3,92 %
10. | Golongan II/c 2 3,92 %
11. | Golongan II/b 2 3,92 %

JUMLAH 51 100,00 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DFM & PTSP Provinsi Sumbar

4. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Penjenjangan dapat dilihat pada
tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
NO JENIS KELAMIN JUMLAH SUDAH PERSENTASE
PENJENJANGAN

1 2 3 4
1. | Diklatpim Tk. I 0 0 0
2. Diklatpim Tk. II 1 1 100 %
3. | Diklatpim Tk. III 6 3 50,00 %
4. | Diklatpim Tk. IV 17 9 52,94 %

JUMLAH 24 13 54,17 %

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumbar

2.2.2. Asset/Modal

Untuk Asset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat saat ini merupakan asset

untuk

menjalankan operasionalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya sebagai gambaran

dapat dilihat pada Tabel 2.5:
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Tabel 2.5

Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

NO JENIS BARANG JUMLAH

1 2 3

I. |ASET TETAP

1 |Golongan Tanah Tanah ~

2 |- Golongan Peralatan dan Mesin
~ Alat-alat besar 2 unit
~ Alat-alat angkutan 11 unit
~ Alat Bengkel dan Alat Ukur 7 unit
~ Alat Pertanian 1 unit
~ Alat kantor dan rumah tangga 496 unit
~ Alat studio dan alat komunikasi 10 unit

3 |Golongan Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung ~

4 |Golongan Aset Tetap lainnya
Buku Perpustakaan 15 Buah
Barang Bercorak Kebudayaan 3 Unif]

II. |ASET LAINNYA

1 |Aset tidak berwujud 5 unif]

2 |Aset tidak bermanfaat ~

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DFM & PTSP Provinsi Sumbar

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8

(delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit

kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.6
dibawah:
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Tabel 2.6
Daftar Kendaraan Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

NO JENIS MERK DIPERGUNAKAN TAHUN
KENDARAAN UNTUK PEMBUATAN

1 2 3 4 5
1. |Mobil Honda Accord Operasional 2007
2. |Mobil Mitsubishi Kuda  |[Operasional 2002
3. |Mobil Kijang Innova Operasional 2006
4. |Mobil Kijang Innova Operasional 2012
5. [Mobil Kijang Innova Operasional 2018
6. |Mobil Mitsubishi Triton |[Operasional 2016
7. |Mobil Mitsubishi Pajero |Operasional 2017
8. |Mobil Kijang Innova Operasional 2006
9. |Sepeda Motor |Honda Vario Operasional 2018

10. [Sepeda Motor |Honda Blade Operasional 2012

11. |Sepeda Motor [Honda Operasional 2011

Sumber : Subag TU dan Perlengkapan DFM & PTSP Provinsi Sumbar

2.2.3. Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan tidak terlepas dari tugas dan

fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan realisasi investasi

dan

memberikan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman perilaku

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat, yaitu :

Profesional dan disiplin;

Ramah dan sopan;

Teliti dan cermat;

Jujur dan bertanggungjawab;

Adil dan tidak diskrimintaif;

Tegas dan independen;
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=  Patuh dan taat pada aturan.

2.3.Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat mencakup target yang tertuang dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan
Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilihat melalui tingkat capaian
kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 — 2020 yang diukur melalui hasil
evaluasi terhadap pencapaian target kinerja oufpuf sesuai tugas dan fungsi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.7 ('T.C.23 ) dengan anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan yang dapat ditinjau melalui anggaran dan
realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tabel 2.8. (T.C.24).
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Tabel 2.

7 (T.C.23)

Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 ~ 2020

TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Jumlah / Rekapitulasi Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA )
- PMDN Rp. Juta 18.209.696,29 19.976.610,30 22.286.059,90 25.312.705,70 28.418.884,40
- PMA US § Ribu 1.312.538,00 1.485.457,73 1.666.257,43 1.823.371,33 1.948.960,73
2. | Nilai Realisasi Investasi Tahunan
~ PMDN Rp. Juta 3.795.575,50 1.516.964,30 2.309.449,60 3.026.645,80 3.106.178,70
- PMA US $ Ribu 79.268,10 194.425,20 180.799,70 157.113,90 125.589,40
3. | Jumlah Perusahaan Yang Merealisasikan Investasinya
- PMDN Perusahaan 74 113 132 161 183
- PMA Perusahaan 51 52 74 63 55
4. | Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi
- PMDN
~ Nilai Rp. Juta 610.499,68 ~2.278.611,20 792.485,30 717.196,20 79.532,90
- % % 19,17 -60,03 52,24 31,05 2,63
- PMA
~ Nilai US $ Ribu 39.513,78 115.157,10 ~-13.625,50 ~23.685,80 ~-31.524,50
- % % 99,39 145,28 ~7,01 -13,10 ~20,06
5. | Rasio Penyerapan Tenaga Kerja
-  PMDN Proyek :Orang 1:25 1:23 1:15 1:45 1:19
- PMA Proyek :Orang 1:23 1:8 1:39 1:93 1:13
6. | Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Proyek PMDN Yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat
~  Jumlah Proyek Proyek 81 122 142 175 237
~ Investasi Rp. Juta 3.795.575,50 1.516.964,30 2.309.449,60 3.026.645,80 3.106.178,70
~ Tenaga Kerja Orang 2.034 2.782 2.080 7.828 4.604
7. | Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA Yang Telah Mendapat Persetujuan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat
~  Jumlah Proyek Proyek 57 53 81 77 69
~ Investasi Rp. Juta 79.268,10 194.425,20 180.799,70 157.113,90 125.589,40
~ Tenaga Kerja Orang 1.303 404 3.198 7.140 873

Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan SIPM DFM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
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Tabel 2.7. ( T.C. 23 ), perkembangan jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) yang melaksanakan kegiatan penanaman modal dari tahun
2016-2020, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perusahaan PMDN
yang melakukan realisasi penanaman modal meningkat dari 74 perusahaan di
tahun 2016 menjadi 237 perusahaan pada tahun 2020. Sedangkan perusahaan
PMA yang melakukan realisasi investasi menurun dari 63 perusahaan di tahun
2019 menjadi 55 perusahaan di tahun 2020. Perkembangan realisasi investasi
PMDN cukup berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan
tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun kondisi
tersebut mengalami perbaikan/peningkatan kembali mulai tahun 2018, 2019,
dan 2020.

Begitu juga dengan perkembangan realisasi investasi PMA yang
berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017
mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun kondisi tersebut mengalami
kemunduran/penurunan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Perkembangan
realisasi investasi PMDN dan PMA yang cukup fluktuatif, dapat dilihat juga
pada persentase kenaikan/penurunan nilai investasi. Pada realisasi investasi
PMDN bahkan sempat turun 11.88 sebesar -60,03% pada tahun 2017 dan
meningkat hingga mencapai 52,24% pada tahun 2018. Sedangkan pada
realisasi investasi PMA tahun 2016 dan 2017, kenaikannya mencapai 99,39%
dan 145,28%, namun penurunannya juga cukup signfikan pada tahun 2020
sebesar -20,06%.

Untuk jumlah perusahaan PMDN yang merealisasikan investasi, terjadi
peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah perusahaan PMDN yang
merealisasikan investasi, perkembangannya cukup berfluktuatif, dimana terjadi
peningkatan dari mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kemudian turun
kembali pada tahun 2019 dan 2020. Untuk rasio penyerapan tenaga kerja juga
cukup berfluktuatif, yang paling signifikan adalah capaian pada tahun 2019

masing-masing PMDN dan PMA adalah 1 : 45 dan 1 : 93. Namun terjadi
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penurunan yang juga cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 1 : 19 dan 1 :
13.

Target Realisasi Investasi yang telah di tetapkan pada Renstra secara
total melampaui target sebesar 114,54% dari target sebesar Rp.
20.962.682.812.000,~ selama periode RPJMD 2016-2020. Untuk tahun
2016 dengan realisasi Rp. 4.857.768.040.000,- dari target Rp.
3.866.606.740.000 atau sebesar 125,63%, Tahun 2017 dengan realisasi Rp.
4.122.261.980.000,~ dari target Rp. 4.023.623.522.000 atau sebesar
102,45%, Tahun 2018 dengan realisasi Rp. 4.732.165.580.000,~ dari target
Rp. 4.189.452.550.000,- atau sebesar 112,95%, untuk Tahun 2019
mengalami  kenaikan yang cukup drastis dengan realisasi Rp.
5.383.354.300.000,~ dari target Rp. 4.358.000.000.000,- atau sebesar
123,53% dan pada 2020 terealisir sebesar 4.914.666.060.000,~ dari target
sebesar Rp. 4.525.000.000.000,~ atau sebesar 108,61%, seperti tergambar
dalam grafik 2.1 berikut ini:

Grafik 2.1
Perkembangan Realisasi Investasi
Selama Tahun 2016 — 2020
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Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu
walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2016, tetapi dibandingkan target

masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 tahun
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pertama RPJMD tahun 2016 — 2021 dengan realisasi sebesar 3,18 dari target
3,20 dengan capaian kinerja sebesar 99,38% dan pada tahun 2020 terealisir
sebesar 3,31 dari target sebesar 3,37 dengan capaian sebesar 98,22%.
Tingkat kepuasan ini masih banyak dipengaruhi ketersediaan sarana
dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
serta keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan

pelayanan perizinan, seperti tergambar dalam grafik 2.2 berikut ini

Grafik 2.2
Perkembangan IKM
Selama Tahun 2016 — 2020

3,35 /

3,30 > o /1-
/ /- - —e—TARGET
3,25 v —m—REALISASI

Va

3,20 V/

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Terkait dengan indikator kinerja persentase perizinan yang diterbitkan
tepat waktu capaian kinerjanya juga mengalami fluktuai dengan hasil
tertingi pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 84,10% dari target sebesar

80%, dimana dapat tergambar dalam grafik 2.3, sebagai berikut:
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Grafik 2.3
Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu
Selama Tahun 2016 — 2020
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TABEL 2.8. (T.C.24)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 ~ 2021

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -~ REALISASI CAPAIAN TAHUN KE ~ RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE PE%?E’?V;I;RS}:Q\N
URAIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARA REALISAST
(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Retribusi Daerah | 17000000 | 746 570,000 | 984.855.100 | 1.174.441.114 | 1.145.000.000 | 733.605.720 | 775.471.800 | 881.059.600 | 875.246.400 | 1.849.429000| 118,90 103,87 89,46 74,52 161,52 163,07 115,16
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai 4.308.747.705 | 5.438.275.637 | 5.624.333.236 | 6.654.869.912 | 5.785.510.048 | 4.197.541.104 | 5.050.177.205 | 5.379.201.163 | 6.345.836.501 | 5.568.503.021 97,42 92,36 95,64 95,36 9625 | o 652
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai . . . 687.300.000 | 248.960.000 : : : 680.025.000 | 248.085.000 - - - 98,94 99,65 1811 1824
Belanja Barang Dan Jasa 3.845.714.500 | 9.224.629.900 [10.261.612.454|11.148.686.045 4.246.361.483 | 3.522.765.940 | 8.832.483.684 |10.144.673.970[10.918.298.599] 4.190.677.068 91,60 95,75 98,36 97,93 0869 | 1o 209
Belanja Modal 684.026.500 | 719.175.000 | 1.328.971.400| 353.700.000 | 628.500.000 | 564.316.500 | 715.693.240 |1.293.535.400 | 343.400.140 | 470.571.980 82,50 99,52 97,33 98,50 7487 | 3108 36

Sumber : Laporan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
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Tabel 2.8. ( T.C.24 ) di atas, menggambarkan anggaran dan realisasi
pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 — 2020 berfluktuasi dimana
penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 96,65% atau
sebesar Rp. 41.924.526.521,- dari anggaran sebesar Rp. 43.377.637.282,-.
Penyerapan anggaran tahun 2016 dengan realisasi Rp. 4.087.082.440,~ dari
target Rp. 4.529.741.000,~ atau sebesar dan 90,23%, tahun 2017 dengan
realisasi Rp. 9.548.176.924,~- dari target Rp. 9.943.804.900,- atau sebesar
96,02%, tahun 2018 dengan realisasi Rp. 11.438.209.370,~ dari target Rp.
11.590.583.854,~ atau sebesar 98,69%, tahun 2019 dengan realisasi Rp.
11.941.723.739,~ dari target Rp. 12.189.686.045,~ atau sebesar 97,97%,
tahun 2020 dengan realisasi Rp. 4.909.334.048,- dari target Rp.
5.123.821.483,- atau sebesar 95,81%

Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,43%
dari tahun 2016-2020 atau sebesar Rp. 26.541.258.994,- dari target sebesar
Rp. 27.811.736.538,-. Penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk
Tahun 2016 Rp. 4.197.541.104,-~ atau sebesar 97,42% dari target sebesar Rp.
4.308.747.705,~ tahun 2017 dengan realisasi Rp. 5.050.177.205,- dari
target Rp. 5.438.275.637,~ atau sebesar 92,86%, tahun 2018 dengan
realisasi Rp. 5.379.201.163,- dari target Rp. 5.624.333.236,~ atau sebesar
95,64%, tahun 2019 dengan realisasi Rp. 6.345.836.501,~ dari target Rp.
6.654.869.912,- atau sebesar 95,36%, dan tahun 2020 dengan realisasi Rp.
5.568.503.021,-~ dari target Rp. 5.785.510.048,~ atau sebesar 96,25%.

Disamping penyerapan belanja langsung dan tidak langsung, realisasi
pendapatan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 —
2021 dengan realisasi Rp. 26.541.258.994,- dari target sebesar Rp.
27.811.736.538,-~ atau sebesar 95,43%. Kalau dilihat pertahun, untuk tahun
2016 dengan realisasi Rp. 733.605.720,~ dari target Rp. 617.000.000,~ atau
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sebesar 118,90%, untuk Tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp.
775.471.800,~ dari target Rp. 746.570.000,- atau sebesar 103,87%, untuk
Tahun 2018 terealisir sebesar 89,46% atau sebesar Rp. 881.059.600,~ dari
target sebesar Rp. 984.855.100,~, untuk Tahun 2019 terealisir sebesar
74,52% atau sebesar Rp. 875.246.400,- dari target sebesar Rp.
1.174.441.114,- dan untuk Tahun 2020 terealisir sebesar 161,52% atau
sebesar Rp. 1.849.429.000,- dari target sebesar Rp. 1.145.000.000. Kenaikan
cukup besar realisasi pendapatan retribusi di tahun 2020 dikarenakan
banyaknya perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing yang dilakukan
oleh perusahaan PLTMH PT. DEMPO yang mempekerjakan TKA serta
kenaikan retribusi izin perikanan dikarenakan adanya perubahan tarif izin
kapal dan SIUP terkait perubahan regulasi dalam Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.4. Tantangan dan Peluang

Secara operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat dimulai pada akhir tahun 2016 melalui
Peraturan Daerah Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016. Sebagai
salah satu Provinsi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,
Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh memberikan pelayanan publik
yang berkualitas dan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdapat tantangan

dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih
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baik. Sejalan dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai
tindak lanjut dari RENSTRA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021 - 2026 Road Map Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang membutuhkan pembentukan Pelayanan
Terpadu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,
mudah, murah, manusiawi, transparan dan tidak diskriminatif, yang
disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK); pada beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki
SPM dan belum mengimplementasikan secara konsisten, masih belum
efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat dan belum
diterapkanya manajemen mutu pada sebahagian besar unit pelayanan

termasuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemberian pelayanan Perizinan telah mengalami perubahan paradigma
yang mengedepankan pemberian izin secara cepat dengan sistem IT yakni
perizinan Penamanan Modal yang berdasarkan penguatan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal tersebut telah diterbitkan
Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, Menteri PAN RB dan BKPM Nomor
570/3727A/S] Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 perihal Sinkronisasi

Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2.4.1. Tantangan

1. Provinsi Sumatera Barat belum menjadi daerah tujuan investasi di

Indonesia;

2. Potensi Investasi banyak berada pada kawasan hutan;
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3. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/
Kabupaten/Kota belum sepenuhnya mengakomodir rencana investasi di

Sumatera Barat;

4. Masih rendahnya Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Barat dari

Provinsi Lain;

5. Perubahan regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan
perizinan berusaha di tingkat pusat yang harus dilakukan penyesuaian
di daerah;

6. Permasalahan lahan (tanah ulayat) yang masih menjadi kendala dalam

berinvestasi di Sumatera Barat;

7. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Melaporkan Kegiatan

Penanaman Modal;

8. Kemajuan Teknologi Informasi yang mempengaruhi perilaku masyarakat
sehingga membutuhkan pelayanan yang cepat, transparan, responsif dan

inovatif; dan

9. Infrastruktur yang belum menunjang rencana pengembangan potensi

dan peluang investasi;

10. Masih merebaknya pandemi covid 19 yang berdampak buruk terhadap
pertumbuhan ekonomi sampai saat ini sehingga banyak investor yang

menunda untuk berinvestasi di Sumatera Barat.
2.4.2.Peluang

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan
pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non
perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya daerah terutama sektor
pariwisata, perkebunan, energy dan sumberdaya mineral, perikanan dan
kelautan, pertanian, industri, kehutanan yang belum dimanfaatkan

secara optimal;
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Berkembangnya ekonomi digital yang dapat meningkatkan daya saing

daerah;
Besarnya potensi UMKM dalam menggerakkan ekonomi Sumatera Barat;

Pemanfaatan dan penerapan sistem Online Single Submission (OSS)
diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengurus

perizinan berusaha; dan

Ketersediaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga

kerja di berbagai sektor usaha.
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BAB
I1I

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat merupakan unsur penunjang tugas tertentu
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan

di bidang Urusan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas pokok
menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi
penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta
memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima yang
bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Sumatera

Barat.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian
pelayanan yang prima di Provinsi Sumatera Barat akan sangat dipengaruhi
oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan

Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian
pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak
yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah  daerah  yang
diidentifikasikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik),

serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu
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strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai

dengan kewenangan pemerintah daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang
berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat
diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan,

pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

1. Banyaknya lokasi investasi yg belum diakomodir/tidak sesuai
peruntukan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi/kabupaten/kota;

2. Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi
disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah
ulayat;

3. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi
schingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal,

4. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah
SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah;

5. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap
untuk ditawarkan kepada calon investor;

6. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung
kemudahan perizinan berusaha di daerah,;

7. Belum optimalnya promosi potensi daerah dan peluang investasi serta
proses dan mekanisme perizinannya secara digital.

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal
daninternal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun
2021-2026, maka dari itu perlu dilakukan Analisa SWOT untuk dapat
mengidentifikasi permasalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
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Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi
yang akan digunakan. Analisis SWOT (Strengthts, Weaknesses, Opportunity,
Threats) adalah analisis proses assesment yang subyektif pada suatu
organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor
strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor
eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan
pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistik serta
relevan dengan visi dan misi.Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat
aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih
besar.Analisis SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir lebih proaktif
dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam

melaksanakan program maupun kegiatan.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya
kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan
konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan memiliki nilai prioritas
jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya
dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas
lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang ada berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, seperti tampak
dalam tabel 3.1 (T.B.35) berikut:
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Tabel 3.1 (T~B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Realisasi Investasi
dengan Rencana
Investasi

investasi yg belum
diakomodir/tidak
sesuai peruntukan
ruangnya dalam
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
Provinsi/kabupaten/
kota;

. Sulitnya mengurus

kerjasama atau
pembebasan lahan
untuk investasi
disebabkan lahan
berpotensi investasi
pada umumnya adalah
tanah ulayat;

. Masih terdapatnya izin

prinsip yang telah
dikeluarkan tidak
terealisasi sehingga
untuk mencapai
realisasi investasi belum

peluang investasi yang
siap untuk untuk
ditawarkan kepada
calon investor;

. Belum optimalnya

penataan regulasi
daerah untuk
mendukung
kemudahan perizinan
berusaha di daerah;

. Belum optimalnya

promosi potensi daerah
dan peluang investasi
serta proses dan
mekanisme
perizinannya secara
digital.

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1. Belum sesuainya . Banyaknya lokasi . Belum adanya

Kemudahan dan
Fasilitas serta
Pengembangan
Layanan Investasi
Berbasis Teknologi
Informasi.

. Belum Efektifnya

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

. Belum Efektifnya

Pelaksanaan
Promosi Investasi

. Kurangnya Akses

dan Kemudahan
Pembiayaan Usaha

. Kurangnya

Kemitraan antara
Pengusaha Besar

maksimal; dengan UMKM

. Belum optimalnya . Masih belum
promosi investasi Berkualitasnya
daerah karena Pelayanan
kurangnya jumlah SDM .
yg berkompeten terkait Perlzlr.lan Terpadu
promosi investasi Satu Pintu (PTSP)
daerah; . Masih belum

. Belum lengkapnya data adanya
kajian potensi dan kemudahan,

kepastian dan
transparansi proses
perizinan bagi
investor dan
pengusaha

. Belum tersusunnya

regulasi terkait
peningkatan
layanan yang
efektif, transparan
dan akuntabel
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Dengan mempedomani tabel T.B.35, indentifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Tabel 3.2
Tabel 3.2. (T.B.35)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Faktor yang Mempengaruhi
Cl?pala:q/ Internal Ekst_emal Permasalahan
Aspek Kaiian ondm} Stagldar yang K (Diluar Pelavanan
P J Saat Ini Digunakan cwenangan Kewenangan Y
gu SKPD) sl SKPD
SKPD)

(D 2 3 4) (5 ®
Tingkat - Rapor Hijau | Tingkat - Sarana dan - Dukungan Proses
kepatuhan - Masih kepatuhan prasarana dana dari pelaksanaan
dalam terdapat berdasarkan pendukung TAPD dan dalam
penerapan UU perizinan hasil survey pelayanan yang penempatan mekanisme
25 Tahun yang ombudsman masih kurang pegawai oleh pelayanan
2009 tentang diterbitkan - Jumlah SDM BKD perizinan satu
pela)_fanan melebihi penyelenggara - Belum pintu yang
publik standar DPMPTSP masih terwujudnya | belum optimal

waktu yang belum memadai aplikasi ditandai
ditetapkan - Kemampuan perizinan dengan W?-ktu
teknis aparatur yang penyelesaian
dalam terintegrasi urusan )
penye]esaian dengan SKPD adnumstrgm
pekerjaan masih sektor terkait | yang masih
rendah belum
sepenuhnya
sesuai dengan
SOP dan SP
Pengelolaan Belum SPM bidang kemampuan teknis | ~ Dukungan Dokumen
data dan tersedia Penanaman aparatur dalam dana dari Informasi yang
informasi secara Modal penyusunan TAPD akurat dan
memadai dokumen ~ Keterlibatan | dokumen
perencanaan tenaga ahli perencanaan
pendukung pendukung
investasi investasi
(tnaster plan,
feasipility study,
DED, business
plan) yang
dibutuhkan
oleh calon

investor masih
belum tersedia
secara memadai
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Strategi Strategi dan SPM Bidang - Kemampuan - Dukungan Desain promosi
Promosi teknik Penanaman teknis aparatur dana dari strategis
promosi Modal dalam TAPD berkaitan
kurang penyusunan - Keterlibatan dengan potensi
optimal strategi promosi tenaga ahli dan peluang
Bahan/materi investasi daerah
promosi yang belum
dirumuskan
secara optimal.
Promosi yang
dilakukan
sampai
sekarang masih
berbentuk
insidentil
dengan
perspektif
jangka
pendek dan
taktikal.
Pengendalian | Rendahnya Perka BKPM no Kualitas dan - Pemanfaatan | Sistem sanksi
Penanaman jumlah LKPM | 7 tahun 2018 kuantitas SDM jaringan yang masih
Modal yang diterima | tentang belum memadai SPIPISE LKPM | belum tegas
Pedoman dan Bimbingan dan oleh investor | dan lemah
Tatacara penyuluhan belum optimal | dalam
Pengendalian pengisian LKPM implementasi
Pelaksanaan belum optimal sehingga
Penanaman memperlemah
Modal kesadaran
PMA/PMDN
dalam
menyampaikan
LKPM.
Kenyamanan Masih adanya | Perka BKPM no Komitmen Tim - Komitmen Jaminan
berusaha permasalahan | 7 tahun 2018 Task Force untuk Dinas teknis stabilitas
perusahaan tentang menyelesaikan terkait politik,
dan pengaduan| Pedoman dan permasalahan kab/kota keamanan dan
masyarakat Tatacara didalam penegakan
terhadap Pengendalian penyelsaian hukum yang
prusahaan dan | Pelaksanaan permasalahan | konsisten
Pelayanan Penanaman - Tim belum terwujud
Perizinan Modal peyelesaian secara pasti
permasalahan
kab/kota
belum
terbentuk
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3.2. Isu—Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka
panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu
diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok
untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang
ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas
tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan
kebijakan program dan teknis lembaga.Isu strategis bersifat mendasar, jangka

panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi
yang akan digunakan. Analisis SWOT (Sfrengthts, Weaknesses, Opportunity,
Threats) adalah analisis proses assesment yang subyektif pada suatu
organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor
strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor
eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan
pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistik serta
relevan dengan visi dan misi.Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat
aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih
besar.Analisis SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir lebih proaktif
dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam

melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis
yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu
strategis Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

Peningkatan iklim dan minat investasi,
Peningkatan Realisasi Investasi dengan Mempedomani Rencana Investasi;
Mengoptimalkan  Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendukung

Investasi;
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4. Meminimalisir Konflik Sosial antara Masyarakat dengan Calon Investor;
Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan ( Tanah Ulayat ) antara
Masyarakat dengan Calon Investor;

6. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terkait dengan Perubahan
Regulasi Perizinan;

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung dan Ruang Pelayanan
Perizinan DPMP & PTSP; dan

8. Mengoptimalkan Proses Penerbitan Izin sesuai dengan SOP dan Standar

Pelayanan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong
dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan.
Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu
dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat generic
seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan
bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi
yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para
calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius
dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah
juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong

pertumbuhan investasi daerah.

3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan visi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2025 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat
adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan
Berkelanjutan”. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu
secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi

tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia,
sechat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan
falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi
berbasis digital;

Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;

6. Meningkatkan = Pembangunan Infrastruktur yang  berkeadilan dan
berkelanjutan;

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,
akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat satu misi penting yang
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu misi keempat. Misi
keempat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyatakan Meningkatkan
usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis
digital, merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses
pembangunan daerah secara cepat dan merata lewat usaha perdagangan dan
industri kecil dan menegah serta ekonomi berbasis digital. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam
konteks peningkatan pertumbuhan investasi lewat peningkatan kualitas
UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar serta perumuskan kebijakan
dalam penanaman modal yang memberikan kenyamanan berusaha dan
memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan
pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan
maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur,
transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas
pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan

reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung
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agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah
dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan
masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung
dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas,
memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis
teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang
mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi
pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian.
Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan
memanfaatkan e-Government, namun hanya baru sekedar menyediakan
informasi tentang pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat yang merupakan salah satu OPD yang memberikan
Pelayanan Publik kepada masyarakat terutama kepada pengusaha mulai dari
Usaha Mikro sampai kepada pengusaha besar berkomitmen untuk terus
meningkatkan pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-
Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan
masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya melalui

sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tabel 3.3 ( T.B.34 ) berikut dapat dilihat faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian visi, misi, dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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Tabel 3.3 (T.B.34 )

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah
Visi: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.
Sasaran Permasalahan
No Strategis Pelayanan Faktor Penghambat Faktor Pendorong
C DPM & PTSP
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis
Digital
1 2 3 4 5
1. | Meningkatnya Masih Rendahnya Jaminan stabilitas Kebijakan
Realisasi Investasi Realisasi Investasi politik, keamanan nasional dan
di Sumatera Barat Dibandingkan dan penegakan daerah yang
dengan Rencana hukum yang mendukung
investasi konsisten belum penyelenggaraan
terwujud secara pasti | penanaman

Kondisi alam
Sumatera Barat yang
cenderung
diidentikan dengan
daerah rawan
bencana gempa dan
potensi tsunami
Penerimaan
masyarakat terhadap
investor yang masih
rendah

Kualitas dan
kuantitas SDM modal
yang masih sangat
terbatas didalam
melakukan
pengendalian
Sistem sanksi yang
masih belum tegas
dan lemah dalam
implementasi
schingga
memperlemah
kesadaran
PMA/PMDN dalam
menyampaikan
LKPM

Kemampuan teknis
aparatur dalam
penyusunan
dokumen
perencanaan dan
strategi promosi
Dukungan dana
anggaran yang
masih minim

modal
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Keterlibatan tenaga
ahli masih kurang
Meningkatnya - Belum semua Beberapa instansi - Surat
Kualitas Pelayanan penerbitan izin teknis masih keputusan
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan SOP cenderung Gubernur
dan Standar mempertahankan mengenai
pelayanan kewenangan pendelegasian
schingga wewenang
pelaksanaan perizinan
perizinan terpadu kepada kepala
masih terhambat DPM & PTSP
secara adminstratif Sumatera Barat
Proses pelaksanaan memungkinkan
dalam mekanisme organisasi lebih
pelayanan perizinan fleksibel dalam
satu pintu belum proses
optimal perizinan
Sarana dan prasarana | - Komitmen
yang masih belum pimpinan
tersedia secara dalam
memadai mendukung
Kualitas dan percepatan
kuantitas SDM yang pelgy;man
masih belum perizinan
memadai - Sudah adanya
Standar
Pelayanan dan
SOP terkait
perizinan dan
nonperizinan
3.4.Telaahan Renstra BKPM RI

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan
arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar
lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor
penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu,
penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih

dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Republik Indonesia 2020-2024, maka Visi BKPM RI adalah Visi
Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2019-2024 yaitu: “BKPM yang Andal,

Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan
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Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 2(dua)
dan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya
dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan
sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024

sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk
menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung

pelayanan publik yang prima.

BKPM RI diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,
investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum
dalam RPJMN tahun 2020~ 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran
pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta
Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai
oleh BKPM pada periode 2020-~2024 yaitu:

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal,
Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal; dan

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam
penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu,
tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPM
& PTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar

sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
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Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan
pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP berdasarkan Sasaran
Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

dan penegakan
hukum yang
konsisten belum
terwujud secara pasti

N Sasaran Jangka Permasalahan Fakfor
o Menengah Pelayanan DPM & Penghambat Faktor Pendorong
Renstra BKPM PTSP 2
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya Sistem sanksi yang Anggaran Pemanfaatan
realisasi masih belum tegas dan | terbatas dalam Teknologi
penanaman lemah dalam melakukan informasi dalam
modal implementasi sehingga | pengendalian dan | melakukan
memperlemah pengawasan pengendalian dan
kesadaran pengawasan
PMA/PMDN dalam
menyampaikan LKPM
2 | Meningkatnya - Imbas dari - Kesulitan - Meningkatnya
kepercayaan ketidakpastian perusahaan pertumbuhan
pelaku usaha / ekonomi global yang mendapatkan ekonomi negara
penanam modal ada secara langsung lahan atau setiap tahun
maupun tidak lokasi proyek - Tersedianya
langsung yang sesuai sarana dan
akanmempengaruhi | - Kesulitan dalam | prasarana yang
kondisi penanaman memperoleh diperlukan
modal di Provinsi bahan baku investor
Sumatera Barat atau mentah
- Jaminan stabilitas yang harus
politik, keamanan diproduksi.

3 | Terwujudnya

birokrasi yang
bersih, efektif,
dan melayani.

Belum semua
penerbitan izin
sesuai dengan
standar pelayanan
dan SOP

Tidak semua
SKPD
mendukung
penuh terkait
PTSP

Proses
pelaksanaan
dalam
mekanisme
pelayanan
perizinan satu
pintu belum
optimal

Surat keputusan
Gubernur
mengenai
pendelegasian
wewenang
perizinan
kepada kepala
DPM & PTSP
Sumatera Barat
memungkinkan
organisasi lebih
fleksibel dalam
proses
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perizinan
- Sarana dan - Komitmen
prasarana yang pimpinan
masih belum dalam
tersedia secara mendukung
memadai percepatan
pelayanan

perizinan Sudah
adanya Standar
Pelayanan
Publik dan SOP
terkait
perizinan dan
nonperizinan

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu PintuProvinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan
arah dan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota yang berada di

wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)

Dalam penyusunan Rencana Strategis telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis diperlukan untuk melihat isu — isu

strategisnya.

3.5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera
Barat pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi
dan permasalahan yang ada di Sumatera Barat. Sehingga tujuan penataan
ruang Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada ”Terwujudnya Keterpaduan
Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan

Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, RTRW terdiri atas:
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1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat
Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana;
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung

dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola
Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan
Program Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa
keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola
Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat dapat disampaikan sebagai berikut:

e Scbagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan

pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;

e Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan
SKPD terkait.

Kegiatan pemanfaatan ruang meliputi penyusunan program, kegiatan
dan tahapan pemanfaatan ruang. Berikut dapat dilihat beberapa program
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat yang dapat dikaitkan dengan Perwujudan Rencana

Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Provinsi Sumatera Barat:

A. Program Perwujudan Kawasan Lindung
1. Program Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
B. Program Perwujudan Kawasan Budidaya
1. Program Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat
Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas,
pengembangannya diarahkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Tanah
Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima
Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok

Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto.
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Program Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian untuk kawasan pertanian lahan
basah maupun lahan kering tersebar di seluruh kabupaten/kota

dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Program Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat
tersebar di semua 12 (dua belas) kabupaten dan 5 (lima) kota, yaitu
Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang, dan

Kota Sawahlunto.

Program Pengembangan Kawasan Perternakan
a. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan
b. Pengembangan kawasan integrasi di Provinsi Sumatera Barat

Program Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan

Pengembangan kawasan perikanan air tawar di Sumatera Barat
tersebar diseluruh kabupaten/kota, sedangkan perikanan laut
(kelautan) berlokasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten
Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat,

Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Program Pengembangan Kawasan Pertambangan

a. Inventarisasi daerah  yang berpotensi untuk usaha
pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung.

Program Pengembangan Kawasan Industri

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera

Barat diprioritaskan di Kawasan Industri Kota Padang dan

Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman

dan Kota Payakumbuh. Program pengembangan industri unggulan

Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

*  Pengembangan industri pengolahan hasil laut

*  Pengembangan industri pengolahan kakao

* Pengembangan industri Pangan
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Pengembangan industri kulit

Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
Pengembangan industri alsintan dan suku cadang
Pengembangan industri gambir

Pengembangan industri minyak atsiri
Pengembangan industri minyak jarak (bio diesel)

Pengembangan industri semen

Program Pengembangan Kawasan Pariwisata

Program pengembangan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat

ditujukan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan

potensial wisata, yaitu :

Kawasan Wisata Pesisir Kota Padang

Kawasan Mandeh Pesisir Selatan

Kawasan Koridor Anai Resort - Minangkabau Village - Amur
Sekitarnya.

Kawasan Teluk Katurai Siberut

Kawasan Taman Nasional Siberut

Kawasan Kota Tambang Sawahlunto

Kawasan Danau Kembar Sekitarnya

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

Kawasan Bukittinggi sekitarnya

Kawasan Lembah Harau

Kawasan Maninjau Sekitarnya

Kawasan Danau Singkarak

Kawasan Istana Pagaruyung Sekitarnya

Kawasan Perkampungan Lama di Kabupaten Tanah Datar
(Balimbingdan Pariangan)

Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti

Pengembangan paket kereta api wisata Padang ~ Sawahlunto

Program Pengembangan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai

strategis,meliputi :
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Kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), yaitu:

= Kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya.

» Kawasan Agam - Bukittinggi (PLTA Koto Panjang).

= Kawasan Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.

* Kawasan Solok dan sekitarnya (Danau Kembar Diatas
/Dibawah-~PIP Danau Singkarak -~ Lubuk Alung -~Ketaping).

* Kawasan Laut Kepulauan Mentawai (Siberut dan sekitarnya).

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai indikasi pemanfaatan ruang dalam
perencanaan jangka menengah 2021-2026 adalah Program Pengembangan
Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi

Sumatera Barat.

Isu-Isu Strategis Fungsi Ruang di Provinsi Sumatera Barat yang

berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :

1. Tumpang Tindih Ruang dan Lahan, hal ini berkaitan dengan tumpang tindih
fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan
lahan secara liar.

2. Alih fungsi Ruang dan Lahan, perubahan fungsi lahan menyebabkan terjadinya
kerusakan lingkungan

3. Pembukaan kawasan hutan, dilakukan untuk fungsi lainnya seperti membuka
lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya lahan-
lahan kritis di daaerah.

4. Penguasaan dan Status Lahan, hal ini menimbulkan konflik social, biasanya

terjadi antara pihak perusahaan swasta dan masyarakat tempatan.

3.5.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
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suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan
mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil
KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026 yang berimplikasi negatif terhadap
lingkungan hidup.

Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strafegic Fnvironment Assessment
(SEA). KLHS merupakan penyempurnaan dariAMDAL sebagai instrumen
lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika Amdal hanya ada pada
tingkat proyek maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)

Pembangunan.

Telaah KLHS sangat dibutuhkan dalam penerbitan perizinan dan non
perizinan KLHS yang berkualifikasi tinggi mampu menginformasikan
keputusan strategik yang sedang diformulasikan dimana keputusan tersebut
memiliki prinsip yang berkelanjutan, memiliki kemampuan mendorongnya
alternatif penghidupan yang lebih baikdan jaminan KLHS berlangsung
demokratis. Artinya bahwa KLHS harus dilakukan dengan hakikat kebijakan,
rencana program dan melalui proses yang partispatif, transparan dan

akuntabel dengan memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih
mengarah pada Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan, dimana harus
diformulasikan dalam Kajian Lingkungan Hidup strategis dengan

memformulasikan nilai-~nilai yakni :
a. Keterkaitan (inferdependency)

Penyelenggara pelayanan perizinan dalam menerbitan  dokumen
perizinan dan nonperizinan harus memperhatikan KLHSyang
mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan
komponen lainnya, antara satu unsur dengan unsur lain, antara lokasi
global, antar sektor, antar daerah dan sebagainya dan harus dilakukan

secara komprehensif dan holistik.
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b.

Keseimbangan (equilibrium)

KLHS meliputi nilai-nilai keseimbangan, seperti keseimbangan
kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan jangka pendek /

jangka panjang maupun keseimbangan antara pusat dengan daerah.

c. Keadilan (justice)

Nilai keadilan akan membatasi akses dan kontrol terhadap sumberdaya
alam atau modal maupun pengetahuan sehinga adapat menghasilkan
rencana dan program yang tidak memarjinalkan kelompok masayakat

tertentu.

Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat yang

berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :

1.

Alih fungsi lahan, terjadi perubahan fungsi lahan yang merupakan salah
satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungandi wilayah Provinsi
Sumatera Barat.

Kebakaran hutan dan lahan, terjadi akibat pembukaan kawasan hutan
yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pendidikan, ekonomi,
penerbangan, pelayaran, kesechatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya,
keanekaragaman hayati, dan bahkan telah mengganggu hubungan
antar Negara.

Pencemaran badan sungai dan pesisir, terjadi akibat pembukaan
kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan
sungai.

Bencana alam, terjadi akibat banjir, genangan, longsor dan erosi
disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu, dan di
sepanjang DAS.

Lahan kritis, terjadi akibat pembukaan hutan sekunder untuk keperluan
lahan pertanian dan perkebunan penduduk. Namun lahan menjadi
terlantar dan berubah fungsi menjadi semak belukar dan alang-alang,
sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke

dalam tanah.
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3.6.Telaahan Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota

Berikut ini digambarkan visi dan misi beberapa kabupaten/kota yang

ada di Sumatera Barat:

1.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kota Padang Tahun 2019-2024.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Padang Tahun 2019 — 2024
adalah :“ Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis

Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”.
Dengan Misi Kota Padang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing;

2.  Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan lokal,

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif;,

Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif;,

Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan;

Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana; dan

NS gk ®w

Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan
pelayanan publik yang prima.

Keterkaitan Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintukota Padang dengan Misi Pemerintah kota Padang
secara tidak langsung adalah untuk mendukung misi kota Padang no. 3
dan no. 7, artinya secara tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang memfasilitasi pengurusan
aktivitas kegiatan penanaman modal dan pengurusan perizinan sehingga
diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha pelaku usaha baik
barang maupun jasa, lambat laun hal ini dapat memberikan sumbangsih
pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan warga Kota Padang. selain itu sesuai dengan misi ketujuh,
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bahwa pelayanan publik menjadi poin penting dalam misi Walikota

terpilih.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kota Padang Tahun 2021 — 2026
adalah :“ Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan
Berbudaya”

Dengan MisiKab. Dharmasrayadijabarkan sebagai berikut:

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur;
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing;

L A

Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan
efisien;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan
berkelanjutan;
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan
kepribadian daerah.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan
pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) maka fungsi dan tugas Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) terkait erat dengan
pencapaian misi ke 3 yaitu “Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang
berdaya saing. Dan tujuan dari RPJMD 2021-2026 pada misi ke 3 adalah
Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing
dengan sasaran meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan prioritas

Pembangunan
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.
2. Membangun berbasis nagari.
3. Membangkitkan identitas daerah.

4. Memeratakan infrastruktur.
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5. Mewujudkan pendidikan berkarakter.
6. Meningkatkan derajat kesehatan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan

memanfaatkan teknologi informasi.
8. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dari misi bupati terpilih, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:

1.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar
daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.

Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan,
peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah
besar mensejahterakan masyarakat.

Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang handal dan maju sehingga
mampu membangun berbagai potensi daerah.

Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku

pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
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TUJUAN DAN SASARAN

4.1.TUJUAN DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

esuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025,
RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan tahap keempat pembangunan
jangka panjang daerah yang bertujuan memantapkan pembangunan secara
meyeluruh untuk “ Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul
dan Berkelanjutan

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat
dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera
Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera
Barat tahun 2005-2025.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Sasaran yang akan
dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya
Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat yang akan mendukung program
strategis dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Setelah melakukan
beberapa kegiatan terutama melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan
tim perumus sejalan dengan sasaran dari gubernur dan wakil gubernur
maka disepakati dan ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”.
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Tujuan pertama “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” diukur dengan
menggunakan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi
”. Penetapan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi diukur
berdasarkan data realisasi investasi yang diperoleh dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia ( BKPM RI).

Tujuan kedua ‘Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani”
diukur dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”.

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah
investasi. Investasi merupakan faktor utama pendorong tumbuh dan
berkembangnya sektor — sektor lainnya seperti perdagangan, ekspor,
perbankan, transportasi dan asuransi. Ditengah permasalahan tanah ulayat
yang selalu menjadi faktor penghambat investasi di Sumatera Barat.

Investasi merupakan salah satu upaya daerah dalam melakukan
percepatan pembangunan. Oleh karena itu, terjadi persaingan antar provinsi
dan bahkan antar daerah kabupaten kota untuk meningkatkan daya tarik
investasi daerahnya. Akan tetapi, pembentukan daya tarik investasi suatu
daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak
aspek. Daerah dituntut kemampuannya agar dapat menciptakan iklim dan
kondisi kondusif bagi investor dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta
aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan
mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah
satu esensi dari kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk
pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah kepada
masyarakat. Namun dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas
yang melahirkan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya, tidaklah
mudah. Masih banyak hal yang menjadi kendala dan faktor lain yang
mengkibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan
masih kurang dan cenderung tidak melaksanakan dengan sepenuh hati.
Masih banyak ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat dan media massa
yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan

pemerintah belumlah maskimal. Tentunya keadaan tersebut haruslah
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dibenahi dan diperbaiki untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi dacrah
yang semakin baik, dengan bergulirnya era otonomi daerah seharusnya
dengan terciptanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan publik kepada
masyarakat.

Faktor penting lainnya adalah optimalisasi tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat serta penguatan kelembagaan. Pada konteks ini Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perlu
memperlihatkan peran yang jelas dan tegas sebagai badan koordinasi yang
berfungsi dalam mengakomodasi, menyelaraskan, dan menciptakan regulasi.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan
konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan
misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam
merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan
jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam
mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
4.2.SASARAN DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun
waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada
tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa
indikator yang bersifat observe yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-
menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021~
2026 adalah:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
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Sasaran Strategis pertama adalah “Meningkatnya Realisasi Investasi di
Sumatera Barat” yang diukur dengan Indikator Kinerja “Nilai Realisasi
Investasi PMA dan PMDN”, Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu” diukur dengan Indikator Kinerja “ Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” terkait Pelayanan Perizinan yang
diberikan dan Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu, Sasaran
Strategis Ketiga “Meningkat Akuntabilitas Kinerja Organisasi” diukur dengan
lindikator Kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” .

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja
serta target kinerja tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 — 2026, dapat
dilihat pada tabel 4.1 (' T.C.25 ), berikut:
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SUMATERA BARAT

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SUMATERA BARAT
N INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
TUJUAN SASARAN JA | SATUAN J
o TUJUAN / SASARAN 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1. | Meningkatnya ~ Persentase Peningkatan Investasi % 6% 8% 9,50% 10,50% 11,50%
Pertumbuhan Investasi di Provinsi
Meningkatnya Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan
investasi di Sumatera Barat PMDN Rp.
Total juta 5.187.640 5.602.670 6.134.882 6.779.050 7.558.550
PMA (ribu US $) ribu US § 143.100 154.550 169.230 187.000 208.500
PMDN (juta Rp.) juta Rp. 3.127.000 3.377.150 3.697.970 4.086.250 4.556.150
Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai / 82,60 / 82,75/ 82,90/ 83,05/ 83,20 /
pelayanan Terpadu Satu (IKM) Rasio 3,40 341 3,43 3,45 3,47
Pintu
2. | Meningkatnya Organisasi 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai / 79,39 /B 80,25/ A 80,50/ A 80,69/ A 80,82/ A
Yang Akuntabel dan . OPD Kategori
Melayani
Meningkatnya Akuntabilitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Nilai / 79,39 / B 80,25/ A 80,50/ A 80,69/ A 80,82/ A
Kinerja Organisasi Kategori
1US $=Rp. 14.400,~
Kepala DPMPTSP

Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730413 199703 1 001
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4.3. MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi
dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu
rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan
strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan
pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara
lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko,
mengurangi efek negative risiko, dan menampung sebagian atau semua
konsekuensi risiko tertentu.

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
Penilaian risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, Tujuan
Strategis (entitas) OPD dan Tujuan Operasional (kegiatan) OPD.

Penilaian risiko atas tujuan sasaran strategis (entitas) Organisasi
Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau segera setelah
diselesaikannya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.
Sesuai dengan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam
Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 ada 3 (tiga), yakni
“Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat”,
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pinftu”, dan “
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”. secara garis
besar resiko yang mungkin akan menghambat terealisirnya atas
kedua tujuan sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam

lampiran tabel 4.2.
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUMATERA BARAT

Tabel 4.2

MANAJEMEN RISIKO

Program/Kegiatan/

Sebelum Evaluasi

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis 5 Tujuan
Sub Kegiat;
LbRegiaan Nama Risiko D R Penyebab RTP
1 2 3 4 5 6 10 12
1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI
Meningkatnya Reali Nilai Realisasi Investasi PMA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Investasi di Sumatera dan PMDN Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Barat
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Menyediakan data dan informasi peluang | Penyediaan data dan 4 4 Ketersediaan data Meningkatkan
Provinsi investasi dalam bentuk peta yang informasi potensi dan potensi dan koordinasi,

dilengkapi dengan kajian terpadu,
lengkap dan akurat serta meningkatkan
kemampuan berusaha pelaku usaha kecil
melalui fasilitasi kemitraan usaha

peluang Investasi
belum memenuhi
kebutuhan Investor

peluang investasi
dari Kab/Kota
belum lengkap
dan akurat

melakukan kajian
terhadap potensi
unggulan dan
survey ke lokasi
potensi dan
peluang investasi
untuk melihat
gambaran secara
langsung kondisi
riil di lapangan,
pengambilan
dokumentasi, serta
penetuan posisi
dan letak lokasi
melalui
pengambilan titik
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Lokasi potensi
yang sulit
terjangkau

Mengoptimalkan
penggunaan
peralatan yang
dimanfaatkan
untuk pemetaan

Tidak terjadi kemitraan
usaha antara usaha
besar dan UMKM

Peserta yang hadir
tidak memenuhi
kriteria yang
dibutuhkan oleh

Meningkatkan
koordinasi dengan
DPMPTSP Kab.
Padang pariaman

usaha besar dan Usaha Besar
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Terlaksananya kegiatan Strategi Promosi Bahan materi promosi DPMPTSP Melibatkan tenaga
Kewenangan Provinsi Peluang Investasi Sumatera Barat peluang investasi dari Kab/Kota belum ahli dan perangkat
Kab/Kota belum optimal dalam teknologi
update, belum valid menyusun materi informasi

dan belum lengkap

promosi peluang
investasi karena
permasalahan data
dilapangan

komunikasi dalam
menyusun materi
promosi peluang
investasi

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Provinsi

Terlaksananya keikutsertaan DPMPTSP
pada kegiatan promosi investasi

Peluang investasi
sektor unggulan
Sumatera Barat yang
ditawarkan belum
diminati calon investor

Peluang investasi
yang ditawarkan
masih terdapat
permasalahan dan
belum sesuai
dengan kriteria
yang diinginkan
calon investor

Melaksanakan
kegiatan promosi
secara selektif dan
inovatif dan
mempersiapkan
berbagai data
pendukung yang
sesuai dengan
kebutuhan calon
investor

Terfasilitrasinya pemerintah Kab/Kota di
Sumatera barat dalam upaya
pengembangan ekonomi daerah dan
investasi

Belum siapnya
Kab/Kota dengan data
peluang investasi
sektor unggulan
daerahnya untuk
dipresentasikan

Kab/Kota belum
optimal dalam
menyampaikan
informasi peluang
investasi sesuai
kebutuhan calon
investor

Menyiapkan data
peluang investasi
yang valid sesuai
kebutuhan calon
investor dan
melakukan
koordinasi dengan
Kab/Kota

Terlaksananya koordinasi promosi
investasi dengan Kab/Kota dan calon
investor ke lokasi rencana proyek
investasi

Tidak terlaksananya
koordinasi yang baik
dengan Kab/Kota
terkait rencana dan
kerjasama promosi
investasi Sumatera
barat

Kab/Kota yang
tidak siap dalam
memfasilitasi
calon investor ke
lokasi proyek
investasi di
daerahnya

Koordinasi yang
baik dan intens
dengan Kab/Kota
dan SKPD terkait
pelaksanaan
kegiatan promosi
investasi
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Penyebarluasan informasi terkait Tidak tersampaikannya 9 Belum optimalnya | Mengoptimalkan
Penanaman Modal melalui Media Masa informasi terkait penggunaan penggunaan
cetak dan elektronik penanaman modal perangkat perangkat
melalui media massa teknologi teknologi
cetak dan elektronik informasi dan informasi dan
komunikasi serta komunikasi untuk
minimnya publikasi melalui
anggaran untuk media sosial dan
publikasi media online
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Terlaksananya pemantuan pelaksanaan Kurangnya kedisiplinan 8 Kurangnya Perlu kunjungan
Pelaksanaan Penanaman Modal penanaman modal terhadap sejumlah dan kurangnya pemahaman lapangan terhadap
perusahaan di Propinsi Sumatera Barat perusahaan pelaku usaha kepatuhan
PMA/PMDN terhadap terhadap PMDN/PMA
aturan dan regulasi aturan/regulasi terhadap aturan
penanaman modal penanaman modal dan regulasi
penanaman modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Memfasilitasi penyelesaian permasalahan | Tidak selesainya 12 Tidak adanya Perlunya
Pelaksanaan Penanaman Modal investasi yang dihadapi oleh perusahaan permasalahan yang itikad baik dari koordinasi dengan

PMA/PMDN yang berinvestasi di
Sumatera Barat

difasilitasi oelh
DPMPTSP
Prov.Sumbar

salah satu pihak
yang bermasalah
untuk
menyelesaikan
permasalahannya
(tidak ada yang
mau mengalah)

instansi teknis
terkait di
Kab./Kota dan
perangkat Nagari
dalam
pemyelesaian
permasalahan

Kedua belah pihak
merasa pihaknya
yang paling benar

Perlunya evaluasi
atas penyelesaian
permasalahan dan
berkoordinasi

dengan
DPM&PTSP
Kab./Kota
Data dan Perlunya
informasi yang dukungan data dan
kurang jelas informasi dari

sehingga tidak
dapat diselesaikan

perusahaan dan
masyarakat
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Melaksanakan Forum Investasi guna
menampung seluruh permasalahan
PMA/PMDN yang ada di Sumatera Barat

Tidak tercapainya
sasaran dan tujuan
Forum Investasi
Sumatera Barat

Peserta yang
dikirim untuk
mengikuti Forum
Investasi
Sumatera Barat

Perlunya
koordinasi dengan
instansi teknis
terkait yang
diundang agar

bukan yang tidak salah dalam
mengetahui pegiriman peserta
permasalahan pertemuan
investasi di

Sumatera Barat

Tidak bisa Adanya

hadirnya koordinasi dengan
Narasumber Kementrian terkait

sebagai pencerah
atau memberikan
informasi terbaru
tentang aturan

yang diundang
sebagai
narasumber di
kegiatan Forum

yang baru Investasi
tergantung sektor Sumatera Barat
yang sedang
dibahas

Melaksanakan Bimtek Pengendalian Tidak tercapainya Aparatur/perwakil Penegasan dalam

Pelaksanaan Penanaman Modal

sasaran dan tujuan
Bimtek Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

an perusahaan
yang ditugaskan
mengikuti Bimtek
bukan yang
menangani bidang
sesuai Bimtek
yang dilaksanakan

surat undangan
pelaksanaan
Bimtek agar
menugaskan
aparatur/perwakila
n perusahaan yang
menangani bidang
sesuai Bimtek
yang dilaksanakan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan
penanaman modal terhadap sejumlah
perusahaan di Propinsi Sumatera Barat

Kurangnya kepatuhan
perusahaan
PMA/PMDN terhadap
aturan dan regulasi
penanaman modal

Kurangnya
informasi yang
diberikan kepada
PMA/
PMDNtentang
pengendalian
pelaksanaan
Penanaman Modal

Perlu koordinasi
antar DPMPTSP
kab/ kota terhadap
kepatuhan
PMDN/PMA
terhadap aturan
dan regulasi
penanaman modal

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
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Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Tersedianya Data Perkembangan Sulitnya memperoleh 8 Manajemen data Rapat koordinasi
dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera data penanaman modal pada beberapa untuk
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Barat (Menyusun Buku Data yang bersumber dari DPM&PTSP pengumpulan,
Terintegrasi secara Elektronik Perkembangan Penanaman Modal DPM&PTSP Kabupaten/Kota verifikasi, dan
Provinsi Sumatera Barat) Kabupaten/Kota kurang baik validasi data, yang
melibatkan
langsung bagian
yang mengelola
data penanaman
modal di
DPM&PTSP
Kabupaten/Kota
12 Pengelola data di Koordinasi
DPM&PTSP dengan bagian
Kab./Kota sering yang mengelola
berganti karena data penanaman
mutasi sehingga modal di
perlu penjelasan DPM&PTSP
kembali tentang Kabupaten/Kota
data penanaman untuk
modal pengumpulan,
verifikasi, dan
validasi data
Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pelayanan Terpadu (IKM) Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi
Satu Pintu Kewenangan Daerah Provinsi
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Teridentifikasinya IKM Penyelenggaraan | Adanya responden 4 Responden yang Pemberian
dan Non Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan yang memberikan menganggap Penjelasan dan
jawaban tidak objektif kuisoner tidak pemahaman arti
dalam mengisi penting/menjawab pentingnya IKM
kuisioner IKM asal-asalan kepada responden
Teridentifikasinya mutu layanan Adanya responden 4 Responden yang Pemberian
Pelenggaranya Perizinan yang memberikan menganggap Penjelasan dan
jawaban tidak objektif kuisoner tidak pemahaman arti
dalam mengisi penting/menjawab pentingnya
kuisioner Surveylan asal-asalan Surveylan ISO
1SO kepada responden
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan | Terfasilitasi/termediasinya pengaduan Adanya sebagian 4 jumlah pengaduan pengklasifikasian

Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

masyarakat

pengaduan masyarakat
yang tidak terfasilitasi
dg stakeholder

yang cukup
banyak

pengaduan masy
per sektor utk
memudahkan
fasilitasi dg
stakeholder
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Terselenggaranya Monev SOP dan
Pemenuhan Komitmen NIB

Adanya respon OPD
maupun
stakeholderyang kurang
terhadap monev
penyelenggaraan
pelayanan perizinan

Stakeholder yang
belum paham
tentang maksud
dan tujuan monev

menjalin
koordinasi dan
komunikasi yang
baik dg OPD dan
stakeholder

Meningkatkannya pemahaman Adanya narasumber jadwal koordinasi dan
stakeholder terkait regulasi perizinan dan peserta sosialisasi narasumber komunikasi yang
yang tidak menghadiri maupun peserta baik dg
undangan kegiatan yang tidak bisa narasumber dan
mengikuti DPMPTSP
kegiatan dimaksud | Kab/Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Integrasi Sistem Penyelenggaraan Integrasi sistem daerah Kesiapan Melaksanakan

Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

melalui Online Single Submission (OSS)
dengan aplikasi perizinan SIP Sakato

dan pusat

pemerintah pusat
dalam
memfasilitasi
aplikasi perizinan
daerah

koordinasi dengan
BKPM RI,
Kementrian
Kominfo RI,
Kementrian
Dalam negeri dan
Dinas Kominfo
Provinsi Sumatera
Barat

Pola Kemampuan Melaksanakan
perilaku/kemampuan teknologi pendampingan
masyarakat dalam informasi bagi pelaku
penyelenggaraan usaha/masyarakat
perizinan berbasis web dalam pengajuan
perizinan

Keahlian Tim Teknis

Penunjukkan tim
teknis tidak tepat

Meminta Surat
Pertimbangan
teknis yang
ditandatangani
oleh Kepala Dinas

Menyelenggarakan koordinasi,
penyelesaian hambatan dan peningkatan
kualitas layanan perizinan

Lambatnya perubahan
atas penetapan Standar
Pelayanan

Pembahasan yang
dilaksanakansecar
a komprehensif
dengan
melibatkan Biro
Hukum,
Inspektorat

Meminta
pendampingan
oleh Asisten 11
Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
pelaksanaan
pembahasan
Standar Pelayanan

Masih terdapat
NSPK K/L yang
belum terbit
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Menyelenggarakan penerbitan perizinan
dan nonperizinan yang tepat waktu

Ketepatan waktu
penerbitan perizinan

Masih terdapat
keterlambatan
pertimbangan
teknis/rekomendas
i teknis dinas
terkait, sehingga
mempengaruhi
ketepatan

Membuat SK Tim
Pengawas/Monitor
ing Perizinan
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Manajemen resiko dalam Rencana Strategis ini tidak terlepas dari SPIP
dan Rencana Tindak Pengendalian yang disusun setiap tahunnya untuk
kegiatan dalam Rencana Kerja OPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat
dalam SPIP dan Rencana Tindak Pengendalian yang sudah menjadi satu
kesatuan dengan Rencana Strategis Tahun 2021 — 2026 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini.
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

erdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi merupakan
rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand
design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan
tujuan dansasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai
salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah,
rumusan  strategi akan mengimplementasikan bagaimana  sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah
arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya
nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi
berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari
usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikanarahan dan
panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan
dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga
merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima
tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus
didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu
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“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” dengan menetapkan dua sasaran
strategis yakni “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat” dan
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan strategi dan arah
kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel 5.1
(T.C.26), berikut :

Tabel 5.1 (T.C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan
Berkelanjutan.

Misi4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil / Menengah serta
Ekonomi Digital

Tujun Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan Data

Mewujudkan Pertumbuhan Realisasi Investasi Potensi dan Peluang

perdagangan dan | ppyegtasi di Sumatera Barat Investasi

industri 2. Peningkatan

kecil/Menengah Pengendalian

serta Pelaksanaan

ekonomi digital Penanaman Modal

yang 3. Peningkatan Upaya

tangguh dan Promosi Investasi

berdaya saing

2. Peningkatan 1. Pemberian
Layanan Investasi Kemudahan dan
dan Penanaman Fasilitas Investasi
Modal serta Pengembangan

Layanan Investasi
Berbasis Teknologi
Informasi

2. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
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3. Pengembangan
Layanan Investasi
Yang memberikan
Kemudahan,
Kepastian, dan
Trasnparansi Proses
Perizinan bagi
Investor dan
Pengusaha

4. Pembentukan Produk
Hukum Daerah /
Regulasi Daerah
untuk
Kemudahan
Perizinan dan
Kemudahan
Berinvestasi
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

enyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator

kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun

disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan.
Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja
masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun disusun sejalan
dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program dan
Kegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk mencapai tujuan dan
sasaran organisasi.
6.1.Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera

Barat

Penetapan program merupakan pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai
berikut :
Program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah/OPD
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan
administrasi perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
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Program Urusan Wajib

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2) Program Promosi Penanaman Modal

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5) Program Pelayanan Penanaman Modal

6.2. Kegiatan Dan Indikator Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Penetapan kegiatan merupakan pelaksanaan kebijakan dan program
organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat. Penjabaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan

indikator kinerja Persentase Persentase ketercapaian Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

L Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase
Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja
Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah;

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;

3. Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
SKPD;

4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD;

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA
SKPD;

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
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IL.

I

Iv.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan

indikator kinerja Persentase Tertib Administrasi Keuangan.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD;

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AKhir
Tahun SKPD;

5. Pengelolaan dan  Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan;

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semester SKPD.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

dengan indikator kinerja Persentase Tertib Administrasi

Barang Milik Daerah.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD;

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD;

4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD;

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat

Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Tertib

Administrasi Pendapatan Daerah.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;

2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta

Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah,;
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3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi
Daerabh;

4. Pengolahan Data Retribusi Daerah,;

5. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan

indikator  kinerja  Persentase Tertib  Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas  beserta  Atribut
Kelengkapannya;

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi;

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang
Undangan.

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator

kinerja Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat

Daerah.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

S @ s »® DN

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

Undangan;

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD;

8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD.
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VII. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase
Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan
Perencanaan.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Pengadaan  Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan;

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan;

Pengadaan Mebel;

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Pengadaan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya;

R

Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya;

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya.

VIII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

IX. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase
Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan;
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2. Pemeliharaan Mebel;

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi ~ Gedung  Kantor dan
Bangunan Lainnya;

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Pengembangan Iklim Investasi Provinsi dengan indikator
kinerja Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi
Penanaman Modal.

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

L Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Regulasi
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal yang Ditetapkan.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang
Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi;

2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal,

II. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan
indikator kinerja Jumlah Peta Potensi dan Peluang
Investasi Provinsi yang Dibuat.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Provinsi;

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

3) Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Jumlah
Pernyataan Minat..

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :
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Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan indikator

kinerja Jumlah Pernyataan Minat.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi;

2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Kewenangan Provinsi.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan

indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi.

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

L

Pengendalian Pembinaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja

Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMA Dan PMDN.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal;

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal;

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal.

6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data berbasis

Teknologi Informasi.

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

L

Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja
Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis
Teknologi Informasi.

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:
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1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik.

6) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan Persentase Perizinan yang
Diterbitkan Tepat Waktu .

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, adalah :

I.  Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan
Perundang Undangan menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi dengan indikator kiner.ja Persentase Izin Yang
Diterbitkan Sesuai SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM).

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik;

2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal;

3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan;

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif Daerah.

9.3.Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan guna
mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi, maka diperlukan
ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran berupa pendanaan indikatif.
Kerangka pendanaan indikatif dirumuskan dengan asumsi untuk mendanai

kegiatan-kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun kedepan.

Secara indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2021-
2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat membutuhkan dana selama 5 (lima) tahun kedepan dengan
total sebesar Rp. 70.202.211.000.,~- dengan rincian pertahunnya sebagai
berikut :

1) Tahun 2022 : Rp. 13.370.464.000,-

2) Tahun 2023 : Rp. 13.540.942.000,-

3) Tahun 2024 : Rp. 13.873.745.000,-

4) Tahun 2025 : Rp. 14.364.492.000.,-

5) Tahun 2026 : Rp. 15.052.568.000,-

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1. ( T.C.27 ) berikut.
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TAMPIRAN 6.1 (T.C.27)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA PROGRAM, INDIRATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2021 - 2026

e D:;rs AC:I;;:N IQIILD%NDBBH&::%: TARGET KINERJA PROGRAM. KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN | KONDISI KINERJA PADA AKHIR "UNIT KERA
RAM/ TND] INER], 3 PERIODE RENSTRA SKPD (2026) KFD
| TUJUAN' SASARAN = ng:ﬂ.‘:;““’ SUB | §ASARAN, PROGRAM (OUTCOME SATUAN EY SKPD (2021) 2022 2028 2024 2025 2028 @0z6) & TORAST
DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAA!
AN T ) EY AHUNI;O Zg TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp JAWAB
2 s 4 5 [ [2 s 9 10 1 1z 15 u 15 16 17 18 19 20 21 22 28
N MODAL 18,870,464,000 18,640,942,000 18,878,748,000 14,864,492,000 15,052,568,000 15,052,568,000
Moningkat - - [Porsentase Peningkatan Invostasi di 5.17 6.00 8.00 .50 10.50 11,50 11,50 DPM & PTSP | PADANG
Portumbuhan Investasi [Provinsi
Moningkafnya Realisasi B Nilai Reaisasi Tvostasi ( PMA dan
Investasi di Sumatera [PMDN )
Barat
Total (Rp. Trilinn ) (juta Rp. ) 4,525,000 4,894,000| - 5.1 - 5.6 |- 6.1 - 6.7 |- 75| - 75| - DPM & PTSP | PADANG
PROGRAM PENGENDALIAN Nilai Realisasi Inve: (PMA dan PMDN ) 821,100,375 774,826,000 784,705,000 803,992,000 832,431,000 872,305,000 872,305,000 DPM & PT PADANG
LAKSANAAN PENANAMAN
[MODAL
Total (Rp. Triliun') (juta Rp. ) ,000 4,894,000| 5.1 56 6.1 6.7 75 75 DPM&FISP | PADANG
PROGRAM PENGELOLAAN n Data Berbasis % 20%]| -| 68,766,000 40%| 69,643,000 60%| 71,354,000 80%| 73,878,000 100%| 77,417,000 100%| 77,417,000 DPM & PTSP PADANG
DATA DAN SISTEM INFORMAS!  [Teknologi Informa
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PROMOSI aan Minat 4 - 4 793,454,000 E 803,571,000 E 823,321,000 E 852,444,000 E 893,277,000 E 893,277,000 DPM & PTSP PADANG
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN n Dokumen % 100%| | 1,005,042,000 100% 100%| 1,042,873,000 100% 100%| 1,131,484,000 100%| 1,131,484,000 DPM & PT PADANG
IKLIM PENANAMAN MODAL 3
Meningkatnys Kualitas [Tndcks Kepuasan Masyarakat | Nilai 7 82,60/ 82,60/ 82,60 / 82,00/ 83,08/ 83,20/ 83,20/ DPM & PTSP | PADANG
[Pelayanan Terpadu Satn N =M Rasio .81 8.40 8.40 8.43 3.48
Pintu . 8.47 8.47
PROGRAM PELAYANAN indeks Kepuasan Masy: [ ilai 7 82,60 82,60 82,60 1,476,581,000 1,495,408,000 |82,90/ 2,162,000 [83,05/ 8,000 [83,20 62,346,000 83,20 1,662,346,000 DPM & PISP PADANG
PENANAMAN MODAL kM) Rasio 3.3 3.40) . 3.40) 3.49 3.47]
% - 86.38¢ 88.13%]| DPM & PTSP PADANG
Tepal Wakiu
Meningkatnya B B Nilai Akuntabilitas Kinorja OFD Nilai/ 807 80,57 817 81,5/ 827 82,57 8257 DPM & PSP | PADANG
Organisasi Yan; Kategori BB A A A A A A
Akuntabel dan Melayani
Moningkaf . Nilai Akuntabilitas Kinorja OFD Nilai/ 807 80,57 1755,000(817 §,360,758,000| 81,6/ §,600,04,000(82 7 3,615,000\ 82,5 / 10,415,739,000(82,5 / 10,415,735,000 | DM & PSP | PADANG
| Akuntabilitas Kinerja Kategori BB A A A A A
Organisasi
n Penunjang Urusan % 100%| T00%| 100%| T00%| 100%| T00%| 100%| DPM & PISP PADANG
h Provinsi
- 18,870,464,000 18,640,942,000 18,878,746,000 14,864,492,000 15,052,568,000 15,052,568,000

Kepala DM & PISP

ADIB ALFIKRI, SE, M.§i
Pembina Utama Madya
NIP. 1973041319703 001
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LAMPIRAN 6.1 (1.0.27)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOR SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2021 - 2026

erfumbuban i Provinsi
nvestasi
Moningkainy: E |Nilai Roatisnsi Investasi ( PMA
Realisasi Investasi di N)
Sumafera Baraf
Total (Rp. Triliun ) (uis Rp. ) 4,625,000 4,894,000 - 5.1 - 5.6 - 6.1 - 6.7 - 75 - 75 -| pPmMaPrsP |PADANG
[PROGRAM PENGENDALIAN |Niiai Reniisnsi investusi ( PMA 821,100,378 774,826,000 784,708,000 803,992,000 832,451,000 872,305,000 872,305,000 | DFM & PISF | PADANG
PELAKSANAAN PENANAMAN dan PMDN )
MODAL
Total (Rp. Triliun ) (uia Rp. ) 4,625,000 4,894,000 5.1 5.6 6.1 6.7 75 75 DPM & PSP | PADANG
Kogiafan Pengendalian Pelaksanaan  Nilai Renlisnsi investasi ( PMA 821,100375 774,826,000 784,705,000 803,992,000 832,431,000 872,305,000 872,305,000
Penanaman Modal Yang Menjadi n PMDN )
Dacrah Provinsi
Total (Rp. Triliun ) (uta Rp.) 4,820,000 | 4,894,000 - 5.1 5.6 - 6.1 - 6.7 75 - 75 -| pPM&PrSP [ PADANG
sub lgglllm Koordinasi dan [itimiah PMDN dan UMKM yang. PMDN / TMKM 7] 507,467,000 7] 108,475,000 7] 109,858,700 g 112558880 5| 116,540,340 10 123,122,760 10 122,122,700 | "DPM & PISP | PADANG
inkror intauan Pelaksanaan  [Dilakukan Pemantauan Pelaksanaan
ch\m\m»m ML)d)A] Penanaman Modal
Sub Kegiafan Koordinasi dan Perisahaan PMA/PMDN yang. [erusafiaan B 5] Z40,159875 5] 102,527000 § 108,046,600 7 18075810 g 132.864,120 153598600 153598600 | DPM & PTSP | PADANG
embinaan Pelaksanaan  |difasilitasi permasalahannya PMA/PMDN
Penanaman Modal
[Teriaksananya Bimick Pengendalian  [orang B 80) 160 60| B 160 B 160 B 60| B 60| T1TDPM & TSP | PADANG.
Pelaksanaan Penanaman Modal .
Terlaksananya Forum Investast [orang B 80) 80) 80) B 80) B 80) B 80) B 80) T1TDPM & PTSE | PADANG.
Sumatera Barat .
sub lgglllm Koordinasi dan [itimiah pertisaaan yang dilakikan VDN / TMKM B g 73478500 g 263,424,000 g 266,799,700 5| 373,357280 5| 383,026 540 10 396,583,700 10 396,583,700 | DPM & PISP | PADANG
Pengawasan Penanaman | pengawasan
Mudxl
PROGRAM PENGELOLAAN DATA  [Porsontnse Ksiersodisan dat (3 20%) 79,485,760 20%) 68,766,000 4o%| 69,643,000 60%| 71,364,000 80%| 78,878,000 100% 77,417,000 100%) 77,417,000 | DPM & TSP | PADANG
DAN SISTEM INFORMASI ‘modal berbasis
MODAL foknologi informasi
Kegiafan Urusin Pengelolaan Data | Persentase ketersediaan data & 20%| 79,485,750 20%| 68,766,000 10%| 69,643,000 Go%| 71,354,000 80%| 73,878,000 T00%] 77417,000 T00%] 77417.000 [ DPM & PTSP | PADANG
dan Sistem Informasi Perizinan dan [penanaman modal berbasis teknolog
Non Perizinan Penanaman Modal Yang [informasi
Terintegrasi pada Tingkat Dacrah
Prov
Sub Kegiafan Pengelolan, Penyajian  |Data perkembangan penanaman modal |dokumen i 79,485,750 i 68,766,000 i 69,613,000 il 71,354,000 il 73,878,000 il F7417,000 il F7A17.000 | DPM & PSP | PADANG
dan Pemanfaatan Data dan Informasi Provinsi Sumatera Barat
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
PROGRAM PROMOSI [Jumiai ‘minat i 746,068,000 i 793,464,000 5 808,671,000 5| 823,321,000 5| 862,444,000 5 893,277,000 5 898,277,000 | DPM & PSP | PADANG
MODAL
Kegiafan Penyelenggaraan Promosi | Dokumen minaf investasi dari caion 4] 746,068,000 4] 793,454,000 5] 803,571,000 5] 823,321,000 5] 852,444,000 5] 893,277,000 5] 893.277,000 | DPM & PTSP | PADANG
Penanaman Modal yang Menjadi investor terhadap potensi dan peluang.
Daerah Provinsi investasi di Sumatera Barat
Sub Kegiafan Fenyusunan Sraiegi  [Tersedianya maieri promosi investas i 150,000,060 i 343,454,000 i 348,107,000 i 335,230,000 i 364257600 il 376516000 il 376516000 | DM & PSP | PADANG
Promosi Penanaman Modal | Sumatera Barat
Prov
Sub Keginian Yclnhs!mmn Kegiatan 'lcrlnhs!mmyn\ Keikutsertaan DPM & [Event 5] 596,068,000 5] 550,000,000 4 554,464,000 § 568,091,000 4 588,186,400 § 616,361,000 § 616.361,000 | "DPM & PTSP | PADANG
Promosi Penanaman Modal dalam Kegiatan Promosi Dalam
Kewenangan Provinsi Ncgcn dan atau Luar Negeri melalui
[pameran atau temu bisnis
 Terfasilitasinya calon investor kelokasi  [dokumen 1 1 1 1 1 1 1 DPM & PTSP PADANG
[ proyek investasi di Sumatera Barat laporan
[Terscharnya informasi penanaman aii 19| 19| 10) 10) 19| 10| 10| DPM & PISP | PADANG
modal melalui media massa
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM |Forsontase Keforsdinan Dokumen |% 100% 926,772,678 100%| 1,008,042,000 100%|  1,017,867,000 100%|  1,042,878,000 100%|  1,079,762,000 T00%| 1,151,484,000 T00%| 1,181,484,000 | DFM & PISP | PADANG
MODAL dan Regulasi
Modal
Regiafan Penctapan Pemberian Teriaksananya Pemberian Insentif dan  |dokumen i 1] 180,000,000| 1] 183.214.,000| 1] 187,718,000 1] 194,356,000 1] 203,667,000 1] 203,667,000 | DPM & PTSP | PADANG
Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman [Kemudahan Penanaman Modal
Modal Yang Menjadi Kewenangan
Dacrah Provinsi -
Sub Keginian chﬁmpan Kebijakan 'lcrtedmnyn peraturan Gubernur fig.  |Perafuran i i E 122,142,000 E 125,145,000 E 125,571,000 il 135,778,000 il 135,778,000 [ DPM & PTSP | PADANG
Dacrah dalam Per  pedor n tata cara pemberian | Gubernur
Fasilitas/Insentif dan xanmmn m.ennld»m kemudahan penanaman
Penanaman Modal modal -
[Teriaksananya Sosialisasi Kebijakan [Grang. 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50) DPM & PTSP | PADANG
Penanaman Modal -
[Tersedianya Keputusan Gubernur Keputusan il il il il il il il DPM & PISP | PADANG
tentang Pemberian Insentif dan | Gubernur
Kemudahan penanaman modal -




2 4 6 7 8 9 9 10 11 1z 13 14 18 186 17 18 19 21 22 24
Sub Kegiafan Evaliiasi Pelaksanaan | Tersedianya laporan cvaluasi cvaluasi  |laporan 1] 1] 60,000,000 1] 61,072,000 1] 62,573,000 1] 64,785,000 1] 67,889,000 1] 67,889,000 | DPM & PTSP | PADANG
Pemberian Fasilitas/Insentif dan [pemberian insentif dan kemudahan
Kemudahan Penanaman Modal penaniaman moda -
Kogiafan Pembiiatan Peta Potensi Perscniase kelersediaan arah kebijakan |5 100} B26.772,675| 100} 825042000 100} B34643,000] 100} §55.155,000] 100} 885,406,000 00| 927 817,000 00| 927,817,000 | DPM & PTSP | PADANG
Investasi Provinsi umum penanaman modal dan peta
[potensi investasi yang lengkap
Sub Kegiafan Penyusunan Rencana [ Tersedianya arah kebijakan dan Peraturan K B26.772,675| K 140,600,000| K 142,500,000 K 146,002,000 il 151,167,000 i 158,407,000 i 158:407.000 | "DPM & PTSP | PADANG
Umum Penanaman Modal Dacrah [panduan implementasi kegiatan Gubernur dan
Provinsi [ penanaman modal Dokumen
Dokiimen evaliasi Felaksanaan RUPMP [Dokimen ’ i ’ i i i DRV & FISF | FADANG
[Teriaksananya Konsolidasi Perencanaan [orang 80 80 80) 80 80) 80) 80) DPM & PISP | PADANG
Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiafan Penyediaan Peta Polensi [Jumiah aparatur kab/kota/provinsi [oring. K B26.772,675| 60} 685,042,000 K 692,143,060 60} 709,153,000 K 734,239,000 60) 769,410,000 60) 769:410,000 | DPM & PISP | PADANG
dan Peluang Usaha Provinsi [yang mengikuti Bimtck pemetaan
[potensi dan Peluang investasi
[jimiah study kelayakan proyek investasi [dokumen ] i i i i i i DPM & PTSP | PADANG
Fembinaan dan dukungan terhadap DPM & PTSP | PADANG
potensi investasi kab/kota. -
Data Status Tanah Ulayat Yang, [persil ] ] 3| ] 3| ] ] DPM & PTSP | PADANG
Berpotensi untuk Penanaman Modal -
[juimiah Profil Peluang Investasi [dokumen i i ] ] i ] ] DPM & PTSP | PADANG
S0 Barat -
|Jumlah pelaku usaha yang bermitra kesepakatan 5] - 5] 5] 5] 5] 5] 5] DPM & PTSP PADANG
Teriaksananya Sosialisasi dan Bimick  [orang 200 DPM & PTSP | PADANG
SivrTRA -
Meningkainya Porsoniase Porizinan yang % 85%) 85%) 86.62%) 86.38% 87.27% 88.15% 88.15% DFM & PISP | PADANG
Kualifas Pelayanan = Diterbifkan Topat Waktw
Terpadu Safu Pinfu
indoks Kepuasan Masyarakat Niiai / 82,60 / 82,60 / 82,607 82,76/ 82,90/ 83,06/ 83,20/ 83,20/ DFM & PISP | PADANG
- (IRM ) Rasio 5.31 5.40 . .40 5.41 5.43
PROGRAM PELAVANAN Porsoniase Porizinan yang % 85%| 8,108,740,186 8% 1,476,861,000 86.62%(  1,496,408,000 86.38%|  1,352,162,000 87.27%|  1,386,358,000 88.15%|  1,662,346,000 8815%|  1,662,346,000 DPM & PISF | FADANG
MODAL ‘Tepat Wakin
indoks Kepuasan Masyarakat Niai / 82,60 / 82,60/ 82,60/ 82,787 82,80/ 85,087 83,20/ 83,20/ DFM & PISP | PADANG
- CIRM ) Rasio 3.31 3.40 _ 3.40 .41 343
Regiafan Penanaman Modal yang indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 7 82,60/ 3,105,740,186 | 82,60 7 TA476,581,000 | 8275/ 1,495,408,000 | 82,90/ 1,532,162,000 | 83,05/ 1.586,358,000 | 8320 7 1,662,346,000 [ 83,207 662,346,000 | "DPM & PISP | PADANG.
| Menurut Ketentuan Perundang- (IKM) Rasio 3.40) 3.40| 3.41 3.43] 3.45] 3.47] 3.47]
Undangan Menjadi Kewenangan
Daerah Provins
Perscntase Periznan yang Dilcrbitkan  |% 86% 85%| 89.92% 86.38% 87.27% 88.15% 88.15%)
Teput Wakiu -
Sub Kegiafan Pemantaian [Teriaksananya Pengukuran indeks Rasio 82,607 181,550,000 | 82,60 7 88,595,000 | 8275/ 89,724,000 | 8250/ 51,931,000 | 83,05/ 95,183,000 | 83207 99,740,000 [ 83207 99,740,000 | DPM & PTSP | PADANG
Pemenuhan Komitmen Perizinan dan  |Kepuasan Masyarakat 3.40) 3.40| 3.41 3.43] 5| 47 47
Non Perizinan Penanaman Modal
Laporan Audit Mutu Pelayanan tahun  |laporan il il il il il 5] § DPM & PISP | PADANG
ke 4 -
 Terfasilitasinya NIB yang berkomitmen  |Jumlah NIB 10| 10| 10| 10| 10| 50| 60| DPM & PTSP PADANG
agar mereals 1y -
Sub Kegiafan Penyediaan Layanan | Terfasilitasinga izin SIPSAKATO yang  [lzn/non izn i8] 2.016,025,186 1] 487272060 i8] 193,485,000 i8] 505,613,000 i8] 523,498,000 BN 548,576,000 08| 548576000 | DPM & PISP | PADANG
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan  [tidak sesuai dengan SOP
Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
[ Terfasilitasinya/ termediasinya Pengaduan § 10| 10| 10| 10| 10| 50) DPM & PISP | PADANG
[pengaduan izin yang bermasalah yang
[dilaporakan langsung maupun dikanal
resmi Lapor SPAM -
[Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan ali i i i i i i 5] DPM & PTSP | PADANG
Pelayanan Perizinan -
Sub Kegiafan Koordinasi dan [Teriaksananya Koordinasi dan [ericmiian il 73826000 il 74,770,000 il 76,608,000 il 79317.000 il 83,117,000 il 83,117,000 | "DPM & PSP | PADANG
Sinkror Penetapan Pemberian [Sinkronisasi Penctapan pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah Fasilitas/insentif Daerah B
Sub Kegiafan Penyediaan Pelayanan  [Jumiah Lzin dan Non Lzin Yang izin/ Ton izin 1800} S11,165.000 1850} 826,885,000 1.500] 837,429,000 1950} 858,010,000 7000} 888360000 2,100 930,913,000 2,100 930,913,000 | DPM & PISP | PADANG
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Diterbitkan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Fersentase Perizinan Yang Diterbitkan  |% 5] 5] 8552 86.38] 8727 8813 8813 DPM & PTSP | PADANG
Tepat Wakiu -
[Adainya Sisim Pelayanan Feriznan [Ssicm i i i i i i i DRV & FISF | PADANG
[ Yang Berbasis Teknologi Informasi -
[Terlaksananya Forum PTSP [orang 80) - 80) 80) 80) 80) 80) 80) DPM & PTSP | PADANG
[ Meningkatnya B B |Nifai Akuniabiiitas Kinerja OFD  [Niiai / 807 80,0 / 817 81,50/ 8277 82,50 7 82,50 / DFM & PISP | PADANG
Organisasi Yang Kafegori Al Al Al
| Akuniabel
Melayani
Raia - Rafa Tingkat Kepuasen  [Nilai Baik Baik Baik Baik| Baik| Baik| Baik DFM & PISP | PADANG
Terhadap Pelayanan Inernal
Organisasi
Meningkainya - |Nilai Akuniabilifas Kinerjs OPD |Nilai / 80 81 82 83 84 88 88 DPM & PISP | PADANG
Akuniabititas Kin Rategori
Organisasi
Meningkainya - Tingkaf Kepuasan ferhadap | Nilai Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| DPM & PTSP | PADANG
Kualifas Pelayanan Layanan Umum
nfernal Organisasi




) 2 ) 10 11 1z 13 14 18 16 17 18 19 20 21 22 24
Tingkat Kepuasan (erhadep [Nifal Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| DFM & PISP | PADANG
Layansn Organise
‘Tingkat Kepuasan ferhadep Nifal Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| DFM & PISP | PADANG
L
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH [Persentase Reaiisasi Penumjang | % 95%| " 9,185,520,882 95%| " 9,251,788,000 95%| T 9,414,758,000 95%| " 9,600,043,000 95%| " 9,059,619,000 95%| " 10,415,739,000 96%| " 10,415,759,000|  DPM & FISF [ PADANG
DAERAH PROVINSI Urusan Pomeriniahan Daereh
% 85%) 508,000,000] 85%) 299,000,000 85%) 299,000,000 85%) §19,000,000] 85%) §82,000,000] 85%) 80,000,000 85%) §80,000,000|  DPM & PISP | PADANG
Evaluasi Kinerja Perangkat peroncanaan dan pelaksanaan
Daerat kinorja porangkal duerah
Sub Kegiatan Penyisunan Dokumen  [[1] Dokumen Perencanaan Perangkal | (1] dokumen 179 dokumen 150,000,000 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ | oRNT R FISE | PADANG
Perencanaan Perangkat Dacrah Dacrah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, (2] dokumen 2] 2 dokumen
RKA Pergescran, RKA Perubahan, DPA,
DPA Pergeseran, DPA Perubahan)
(2] Dokumen Renstra dan Renja yang
disusun
Sub Kegiatan Penyisunan Dokumen  [Jumiah Dokumen Rensira dan Renja |dokumen 2 dokimen |2 dokimen 75.000,000| 2 dokimen 75.000,000| 2 dokimen 95,000,000 2 dokumen 100,000,000 2 dokumen 150,000,000 2 dokumen 150,000000| PN & PISF | PADANG
Perencanaan Perangkat Dacrah [Vang Disusun (Renstra dan (Renstra (Renstra (Renstra (Renstra (Renstra (Renstra
Renja )| dan Renja )| dan Renja )| dan Renja )| dan Renja )| dan Renja )| dan Renja )|
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Dokiimen RKA DPMPTS Yang ~[dokiumen T dokumen T dokumen 12,500,000 1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 15,000,000 1 dokumen 15.000000| DM & ISP | PADANG
Penyusunan Dokumen RKA SKPD Disusun & (RKA & & (RKA & &
DEMPTSP) - DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP)
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Dokiumen Perubahian RKA dokimen T dokumen T dokumen 12,500,000 1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 13,000,000 T dokumen 15,000,000 1 dokumen 15.000000| DM & FISP | PADANG
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA [DEMPTSP Vang Disusun (RKA (RKA (RKA (RKA (RKA (RKA (RKA
SKPD Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP)
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Dokiumen DPA DPMPISP Yang ~[dokiumen T dokumen T dokumen 12,500,000 1 dokumen 13,000,000 T dokumen 13,000,000 1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 15,000,000 1 dokumen 15.000000| DM & FISP | PADANG
Penyusunan Dokumen DPA SKPD Disusun & (DPA DP. DP, (DPA DP, DP,
DEMPTSP) - DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP)
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Dokuimen Perubahian DPA doicimen T dokumen T dokumen 12,500,000 1 dokumen 13,000,000 T dokumen 13,000,000 1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 15,000,000 1 dokumen 15.000,000| DM & FISP | PADANG
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA. [DEMPTSP Vang Disusun (RKA (DPA (DPA (DPA (DPA (DA (DPA
SKPD Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
DEMPTSP) PMPTSP) PMPTSP) DEMPTSP) PMPTSP) DEMPTSP) DEMPTSP)
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Dokiimen Evaluasi yang Disusun| dokumen 3 dokumen 75.000,000| 3 dokumen 5,000,000 3 dokuumen 86,000,000 3 dokumen 86,000,000 3 dokumen 50,000,000 3 dokumen 50,000,000 3 dokumen 50,000,000 " DPM & PISP | PADANG
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LKE), (LAKIP, (LAKIP, (LAKIP, (LAKIP, (LAKIP, (LAKIP,
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LpPD )| LKE), LPPD ) LKE), LPPD ) LKE), LPPD ) LKE), LPPD ) LKE), LPPD ) LKE), LPPD)
Sub Kegiatan Evaluas Kinerja [l Dokiumen evaluasi kinerja dokimen ¥ dokumen 80,000,000 4 dolaumen) 85000000 4 dolaumen) §6000,000| 4 dolaumen) 86000000 4 dolaumen) 50,000,000 4 dolaumen) 50,000,000 4 dolaumen) §0,000,000| T DEM & ISP | PADANG
Perangkat Dacrah Triveulanan
Adminisirasi Kenangan Perangkat |Toriibuya Adminisérasi Keuangan [buian 12 buian| " 6,574,846,883| 12 bulan| 6,500,888,724| 12 bulan| 6,371,576,724| 1z buian| 6,423,101,724|  TZ'bulan| 6,394,378,300| 12 buian| 6,706,101,700| 1z bulan| 6,706,101,700| DM & PISF [ PADANG
Dacrat pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan  [Jumiah ASE dan Calon ASN Yang orang 52 orang| 5679288 082] 55 orang| 5871083.721] 55 orang| 5.935,196.721] 55 orang| 5979681.721] 55 orang| 6092958 300) 55 orang| 6.199,681.700) 55 orang| 6199681700 DEM & PISP | PADANG
Tunjangan ASN Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya
Sub Kogiatan Fenycdiaan [l ASN Vang Mendapatkan Honor  [orang, 15 orang| 61081 800) 15 orang| 250,920,000 15 orang| 250,920,000 15 orang| 250,920,000 15 orang| 300,920,000 15 orang| 300,920,000 15 orang| 300920000| DM & PISP | PADANG
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Laporan Keuangan DEVPISP  [dokiumen T dokumen| 93180000 T dolaumen 125000000 T dolaumen 127500000 T doleumen 127500000 T dolumen 150500000 T dolaumen 180500000 T dolaumen 180500000 " DPM & PISP | PADANG
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir ~[yang Disusun
Tahun SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Laporan Keuangan DEVPISP  [dokiumen 13 dokumen| B1,400,000| T3 dolaumen) 55,400,000| 1 dokumen| 57,400,000| 18 dokumen| 65.000,000| 1 dokumen| 76,000,000| 18 dokumen| 75.000,000| 1 dokumen| 75.000,000| " DPM & PISP | PADANG
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semester Yang
Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD |Disiapkan
Adminisirasi Barang Miltk foriibuya Adminisirasi Barang  [buian 45,420,000 12 buian 30,000,000 12 bulan| 30,000,000 12 bulan| 35,000,000 12 bulan| 35,000,000 12 bulan| 35,000,000 12 bulan| 26,000,000 DRV & PSP | PADANG
Dacrah pada Perangkat Daerah [ Milik Dacrah pada Perangkat
Dacrat
Sub Keglatan Kekonsiliasi dan [l Laporan Barang Milik Dacrah | Dokumen 2 dokiimen 5420000 2 dolaumen) 20,000,000 2 dolaumen) 20,000,000 2 dolaumen) 25000000 2 dolaumen) 25000000| 2 dolaumen) 25000000 2 dolaumen) 25000000 DPM & PISP | PADANG
Penyusunan Laporan Barang Milik [pada DEMPTSP
Dacrah pada SKPD
Adminisirasi Pendapatan Dusrah |Perseninse Toriibnya Administrasi [Persen 160%| - 160%| 35,000,000 160%| 35,000,000 160%| 36,000,000 160%| 50,000,000 160%| 50,000,000 160%| 50,000,000 "DFM & PISF | PADANG
Rewenangan Perangka Duerah  [Pendapaian Daerah
Sub Kogiatan Fendataan dan [l Dokuumen Daftar/Data Objek  [dokuumen ’ of T dolkumen 12500000( T dokumen| 12500000( T dokumen| 18,000000( T dokumen| 15,000000( T dokumen| 15,000000( T dokumen| 15,000000| DM & FISP | PADANG
Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah  |Retribusi Dacrah Vang Tersedia
Sub Kogiatan Pengolahan Dt [l Dokuimen Data Retribusi doicimen ’ of T dolkimen 12500000( T dokumen| 12500000( T dokumen| 18,000,000 T dokumen| 15,000,000 T dokumen| 15,000000( T dokumen| 15.000,000| DM & FISP | PADANG
Retribusi Dacrah Dacrah Kewenangan Perangkat Dacrah
Adminisirasi Kepegawaian Porsoniase Peningkaian disiphin | persen 60%) 389,582,000 60%) 380,500,000 60%) 505,500,000 60%) 550,500,000 60%) 565,000,000 60%) 415,600,000 60%) 415,000,000( DFM & PrSP | PADANG
Perangkat Daert dan kapasitas sumber days
aparatur
Sub Kegiatan Pengaduan Pakaian  [Jumiah Pengadaan Pakaian Dinas sici 62 el 93,000,000 55 stcl 40,500,000) 55 stcl 40,500,000) 55 stcl 50,500,000) 55 stcl 5,000,000) 55 stcl 5,000,000) 55 stcl 65,000,000|  DPM & PISP | PADANG
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Pendidikan din [l Aparatur Yang Mengikuti Dikiat [orang ’ ’ 40 orang] 100,000,000 2 orang] 105,000,000 5 orang] 115,000,000 5 orang] 125,000,000 6 orang] 150,000,000 6 orang] 150,000000| DPM & PISF | PADANG
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Sub Keglatan Bimbirigan Teknis [KSN Ving mengikuti Bimick oring 6 orang] 156,982,000 40 orang] 150,000,000 2 orang] 160,000,000 5 orang] 165,000,000 5 orang] 175,000,000 6 orang] 200,000,000 6 orang] 200,000000| DM & PISP | PADANG
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Adminisirasi Umum Perangkat | Toriibnya Adminisirasi Gmum 12 buian 734,248,735 12 buian 651,426,800 12 bulan 666,426,800 12 bulan 730,429,800 12 buian 750,750,000 12 buian 820,800,000 12 bulan 808,560,000( DFM & PISP | PADANG
Dacrah Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Penyclenggaraan Rapat [Jumiah Laporan Hasil Koordinasi dan |dokumen dokumen| 347,639,800 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ | oRM R EISE | PADANG
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi
Sub Kegiatan Penycdiaan Komponen [Komponen instalasi [iirik/penerangan  [jenis 20 jeniy| 91319933 20 jeniy| 29,040,000 20 jeniy| 29,040,000 20 jeniy| 7,010,000) 20 jeniy| 0,000,000 20 jeniy| 10,000,000 20 jeniy| 0000,000| T DPM & ISP | PADANG
Instalas Listrik/Penerangan Bangunan |kantor
Kantor
[l Penyediaan Peralatan dan lienis 12| 147250000 & jenis 87670000 & jenis 87670000 & jenis 97670000 10 ey 100,670,000 10 | 150500,000 10 ey 158000000 DPM & PISP | PADANG

Sub Kogiatan Penycdiaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor yang Disediakan




6 2 B ) D) 10 11 1z 13 14 18 16 17 18 19 20 21 22 24
Sub Kegiatan Fenycdiaam Bahan [Tt tulis Kantor yang disediakan (17 jen 13 jenis 80,004,000 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | ORM & PSP | PADANG.
Logistik Kantor [Makanan dan Minuman 2] Kotak 640 kotak
Sub Kegiatan Penyediaan baring  [Jumiah Penyediaan Barang cetakan dan [jenis 12| 35,000,000) 12 jeniy| 30,000,000) 12| 30,000,000) 12 jeniy| 0,000,000 12| 5,000,000 12 jeni| 50,000,000) 12| 50,000,000 DPM & PISP [ PADANG
Cetakan dan Penggandaan [pengeandaan yang disediakan
Sub Keglatan Penycdiaan Bahin Penyediaan baban bacaan/surat kabar ~ [jenis & jenis 20,000,000 & jenis 17.,080,000) & jenis 17.080,000) & jenis 15,080,000) & jenis 20,080,000 & jenis 25,000,000 & jenis 25.000000| " DPM & PISP | PADANG
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Sub Kegiatan Fenycdiaan Bahin [Aiat flis Kantor yang disediakan lienis ’ ’ i3 jeniy| 0960000 i3 jeniy| 15960000 i3 jeniy| 50.960,000) i3 jeniy| 60,000,000 5 jeniy| 60,000,000 5 jeniy| 0960000| DPM & ISP | PADANG
Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyclcnggaraan Rapat [[1] jumiah Laporan Hasil Koordinasi | 1] dokumen i dokumen [ES Ti6679 500) [ES 156,679 500) [ES 175679 500) [ES 185,000,000| [ES §95,000,000) [ES 95000000 DIV & PISP | PADANG
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi 2] Kotak 2] Kotak| dokumen kumen kumen kumen kumen kumen
2] Makanan dan Minuman 2] 650 kotal 2] 650 kotal 2] 650 kotal 2] 650 kotal 121 650 kotak| 121 650 kotak|
Rapat Pertemuan
Pongadaan Barang MIlik Daerah |Ferseniase berfungsinys sirana  |persen 49,250,000 100%) 65,000,000 100%) 118,000,000 100%) 80,000,000 100%) 118,000,000 100%) 164,046,600 100%) 175,886,600 "DPM & PISF | PADANG
Penunjang Urnsan Pemerinteh
Dacrah
Sub Kegiatan Pengadain Kendaraan  [Jjumiah kendaraan dinas/operasinal  [unit ’ ’ ’ ’ T it 5.000,000) it 5.000,000) it 5.000,000) it 5.000,000) it 5000,000] " DEM & PISP | PADANG
Dinas Operasional atau Lapangan [vang diadakan
Sub Kegiatan Fengadaan Mcbel [Mobilcr yang diadakan lienis & jenis 5,250,000) o jenis 10,000,000 10 ey 10,000,000 10 ey 50,000,000) 12 jeniy| 60,000,000 12 jeniy| 69,016,600 12 jeniy| GO#EG.00| DPM & ISP | PADANG
Sub Kegiatan Pengadian Gedung  [Gedungan Kantor dan Bangunan it ’ ’ T it 5,000,000) T it 50,000,000) T it 5,000,000) T it 5.000,000) T it 5,000,000) it 5000000 DPM & PSP | PADANG
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya
Sub Kegiatan Pengaduan Sarana dan [Jumiah perlengkapan yang diadakan  [jenis ’ ’ 5 jenis 20,000,000 5 jenis 20,000,000 5 jenis 56,000,000) 5 jenis 15,000,000 5 jenis 5,000,000 5 jenis 105,000,000 DEM & PIsP | PADANG
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Penyodiaan jasa Penunjang Porsoniase polayanan administrasi [persen T00%| " 1,061,800,267 100%™ 1,160,706,700 100%™ 1,160,706,700 To0%| ™ 1,184,706,700 T00%| " 1,285,700,000 T00%| " 1,510,000,000 T00%| 1,310,000,000 DPM & PSP | PADANG
Urusan Pomeriniahan Daerth kanforan
Sub Kegiatan Penycdiaan Jasa Surat  [Jumiah surat surai masuk dan surat- [surat 300 surai) 35.995.400) 400 surai) 31,706,700) 400 surai) 31,706,700) 50 surai) 35,706.700) 50 surai) 10,700,000 50 surai) 15,000,000 50 surai) 45000000 DPM & PISP | PADANG
Menyurat surat keluar datan 1 tabun
Sub Kegiatan Fenycdiaan Jusa ({17 jura tagiban istrik (17 41500kwH [{i] {17 41500kWH 217,197 300 [1] 41500KkWH 225,000,000 [1] 41500KWH 225,000,000 [1] 41500KWH 235,000,000 [1] 41500KWH 245,000,000 [1] 41500KWH 275,000,000 [1] 41500KWH 275000000 DEM & PISP | PADANG
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2] junlah tagihan (2] 8 telp 41500kWH 213 telp| 213 telp| 213 telp| 213 telp| 213 telp| 213 telp| 213 telp|
Listrik tetepon 2] 3 telp
Sub Kegiatan Fenycdiaan Jusa (17 Jasa pengamanan kantor orang buian 18 Grang| 801,607 567] 18 Grang| §01,000,000| 18 Grang| §01,000,000| 18 Grang| §11,000,000) 18 Grang| §50,000,000) 18 Grang| §90,000,000) 18 Grang| 990,000,000 DM & PISP | PADANG
Pelayanan Unum Kantor 2] Jasa sopir kantor
3] Petugas kebersihan kantor
Barang Miiik Porsoniase borfangsinys surana  [persen 100%) 594,584,000 100%) 438,804,776 100%) 451,804,776 100%) 481,304,776 100%) 491,780,700 100%) 554,780,700 100%) 664,760,700 DFM & PTSP | PADANG
Dacrah Penunjang Urusan ana aperatur
Pemorinfahan Daerah
Sub Kegiatan Penycdiaan Jusa Kendaraan dinas yang dipelibara it 11 uni| 255,000,000) 11 uni| 275,000,000) 11 uni| 275,000,000) 11 uni| 285,000,000) 11 uni| 285,000,000) 11 uni| 515,000,000 11 uni| 345000000|  DPM & PISP | PADANG
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemclinaraan Mebel [ Mobiler kantor yang dipelihara it 62 il 20,000,000 58 unil| 16000,000) 62 il 16000,000) 62 il 17500,000) 63 it 17500,000) 65 il 20500000 65 il 20500000| T DEM & ISP | PADANG
Sub Kegintan Pemelinaraan/ (17 Geduung kantor yang dipelihara  [(1] unit [ 60,000,000 071 it 60726.600 071 it 73,726600) 071 it §3726.600 071 it 50,450,000 071 it 50,450,000 071 it 90450000 DPM & PISF | PADANG
Rehabilitasi Gedung Kantor dan (2] Instalasi dan jaringan yang 2] bulan 2] bulan| 2]12 bulan| 2112 bulan| 2]12 bulan| 2]12 bulan| 2112 bulan| 2112 bulan|
Bangunan Lainnya dipelihara
(3] Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Sub Kogiatan Feralatan gedung kantor yang it 78 il 55.984.000) 78 it §7078.176 78 il §7078.176 78 it 95078.176 78 it 98810700 78 it 98810700 78 it 98810700 DPM & ISP | PADANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |dipelihara
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
JUMLAH 14,864,606,868 15,370,464,000 15,080,942,000 15,875,745,000 14,364,492,000 15,002,368,000 15,002,368,000
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TAMPIRAN 6.1 (T.C.27)
"PEMERTNTAH PROVINST SUMATERA BARAT
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDTKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIRATIF

TAHUN 2021 - 2026

KONDISI KINERJA PADA AWAL EASENKO R APROS RS ALAN FUERF I AND AN AR U FENDANANE KONDISI KINERJA PADA AKHIR
KINERJA TUJUAN, PERIODE RENSTRA SKPD (2021) PERIODE RENSTRA SKPD (2026) 'UNIT KERJA
j SKPD
TUJUAN' SASARAN T SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) SATUAN' 2022 2028 2024 2025 2026 ]
'DAN KEGIATAN (OUTPUT)
JAWAB
TARGET| ®p TARGET ®p TARGET =p TARGET =p TARGET =p TARGET =p TARGET =p
2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
PENANAMAN MODAL 4,118,669,000 4,171,184,000 4,278,702,000 4,424,878,000 4,636,829,000 4,636,829,000 [
Meningkatrya - - [Porsentase Peningkatan Insvostasi di €.00 €.00 8.00 .50 10.50 11,50 11,50 DPM & PTSP | B/
[Portumbuhan Investasi [Provinsi
Meningkatnya Realisasi > |Nilai Realisasi Investasi (FPMA dan
Investasi di Sumatera [PMDN )
Barat
Total (Rp. Triliun ) (juta Rp. ) 4,804,000 - 5.1 - 5.6 - 6.1 - 6.7 - 7.5 - 7.5 -| pDem&PIsP | Bt
[PROGRAM PENGENDATIAN [Nilai Realisasi Tnvostasi (PMA dan 821,100,375 774,826,000 784,705,000 808,992,000 832,431,000 872,308,000 872,306,000 | DPM & PISP | B/
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |EMDN )
|_ IEM (Rp, Triliun ) (juta Rp. ) 4,894,000 - 5.1 - 5.6 - 6.1 - 6.7 - 7.5 - 7.5 -| pemarrse | e
[ogiatan Pengendalian Pelaksanaan [Nilai Realisasi Invostasi (PMA dan 21,100, 74,826,000 781,705,000 803,992,000 832,431,000 305,000 305,000
Penanaman Modal Yang Menjadi [PMDN )
Kewenangan Dacrah Provinsi
Total (Rp. Triliun ) (juta Rp. ) 4,894,000 - 5.1 - 5.6 - 6.1 - 6.7 - 7.5 - 7.5 -| pDema&PrsP | ®
Sub Kegiafan Koordinasi dan [l PMDN dan UMKM yang Dilakukan | PMDN / UMKM| 7 507,467,000 7 108,475,000 7 70,800,000 E 9 116,510,310 1] 122,122,700 1] 122,122,700|  DPM&PISP | B
Si Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman
Penanaman Modal | Modal
Sub Kegiatan Koordinasi dan Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi perusahaan 5 240,159,875 5 402,927,000 o 447,105,300 7] 418,075,810 3| 432,864,120 9| 9| DPM & PISP P
Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan permasalahannya PMA/PMDN|
Penanaman Modal
Terlaksananya Bimtck/ Sosialisasi 80| 200| 400| B 400| - 400| - 400| B 200| B DPM & PISP P
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
[Modal -
Terlaksananya Forum Investasi Sumatera 100| 100| 100| B 100| B 100| - 100| B 00| B DPM & PISP P
Baral .
Sub Kegiatan Koordinasi dan |Jumlah perusahaan yang dilakukan PMDN / UMKM| 23] 73,473,500 23] 263,424,000 25| 266,799,700 30] 57,280 30] 283,026,540 30) 296,583,700 30] 296,583,700 | DPM & PISP P
Sinkronisasi Pengawasan Penanaman pengawasan
| Modal
[PROGRAM PENGELOTAAN DATA [Porsentase ketorscdiaan data % 20%) 79,485,750 20%) 68,766,000 40%) 69,643,000 60%) 71,354,000 80%) 78,878,000 100%| 77,417,000 100%| 77,417,000 | DPM & PISP | B/
[DAN SISTEM INFORMAST ponanaman modal berbasis toknologi
MODAL informasi
Eegimn Urusan Pengelolaan Data dan  |Persentase kefersediaan data penanaman %) 20%| 79,485,750 20%| 68,766,000 0% 69,643,000 60%| 80%| 73,878,000 T00%] 77,417,000 T00%| 77,417,000 | DPM & PISP P
Sistem Informasi Perizinan dan Non modal berbasis feknologi informasi
Perizinan Penanaman Modal Yang
Terintegrasi pada Tingkat Dacrah Provinsi
Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian Sistem Informasi dan Data perkembangan %) 20%| 20%| 68,766,000 20%| 69,643,000 60%| 80%| 73,878,000 T00%| 77,417,000 T00%| 77,417,000 | DPM & PISP P
dan Pemanfaatan Data dan Informasi penanaman modal Provinsi Sumatera Barat
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
[PROGRAM PROMOST PENANAMAN _|Jumlah pernyataan minat okumen 4 746,068,000 4 798,454,000 5 808,571,000 g 828,821,000 7 852,444,000 8 898,277,000 8 895,277,000 | DPM & PISP | B/
MODAL, pornyataan
‘minaf
[Regiatan Penyelenggaraan Promosi Dokumen minat investasi dari calon Dokumen 3 746,068,000 4 793,454,000 5 o 7] 852,444,000 3| 77,000 3| 893,277,000 | DPM & PISP P
Penanaman Modal yang Menjadi investor terhadap polensi dan peluang | pernyataan minaf
Kewenangan Dacrah Provinsi investasi di Sumatera Barat
Sub Kegiatan Penyusunan Siralegi Tersedianya materi promosi investasi “dokumen} 1] 150,000,000 1] 243,454,000 1] 149,107,000 1] 230,000 1] 264,257,600 1] 276,916,000 1] 276,916,000 | DPM & PISP P
Promosi Penanaman Modal Kewenangan  [Sumatera Barat
Provinsi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegialan Terlaksananya Keikutsertaan DPM & PTSP Even] 5 6,068,000 ,000,000 5| 654,464,000 o 568,091,000 o 588,186,400 o 616,361,000 o 616,361,000 | DEM & FISP P
Promosi Penanaman Modal Kewenangan  |dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan
Provinsi atau Luar Negeri melalui pameran atau
temu bisnis
Terfasilitasinya calon investor kelokasi | dokumen laporan| 4 1] 2] 2] 2] 2] 2| DPM & PTSP 1
proyek investasi di Sumatera Baral
Terscbarnya informasi penanaman modal Kalil 10| 10| 10| 10] 10] 10] 10] DPM & PISP P
melalui media massa
[PROGRAM PENGEMBANGAN TRIIM _|Persontase Keferscdiaan Dokumen % 100%| 926,772,675 100%[  1,005,042,000 100%[  1,017,867,000 100%|  1,042,875,000 100%[  1,079,762,000 100%[  1,181,484,000 100%|  1,181,484,000 | DPM & PTSP | B/
[PENANAMAN MODAL Porencanaan dan Regulasi
[Ponanaman Modal
[Kogiatan Fenctapan Pemberian Fasilitas/ laksananya Pemberian Insentif dan ‘dokumen| 0f ] 180,000,000 1] 183,214,000| ] 187,718,000 1] 194,356,000 ] 203,667,000 1] 203,667,000 | DPM & PISP P
Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang |Kemudahan Penanaman Modal
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Penctapan Kebijakan Tersedianya peraturan Gubernur (g, 1] 1] 180,000,000 ] 183,214,000 ] 125,145,000 ] 1 8,000 1] DPM & PISP P
Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif |pedoman dan tata cara pemberian insentif Gubernur|
dan Kemudahan Penanaman Modal | dan kemudahan penanaman modal
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Orang| 50) 50) 50) 50| 50| 50| 50) DPM & PISP P
Penanaman Modal -




rsedianya Keputusin Gubernur lentang, Kepulusan q ] 1 ] 1 ] 1 DPM&FISP | P
Pemberian Insentif dan Kemudahan Gubernur]
penanaman modal ~
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tersedianya laporan cvaluasi_pemberian Taporan| ] ] E ] - 1] 1] 1] 67,889,000 1] 67,889,000 | DPM & PISP B
Pemberian Fasilitas/ Insentif dan insentif dan kemudahan penanaman modal
Kemudahan Penanaman Modal -
| Kegiatan Pembuatan Peta Polensi Investasi |Persentase ketersediaan arah kebijakan %) 100 100 825,042,000| 100 834,643,000| 100 100| 885,406,000 100| 927,817,000 100| 927,817,000 DPM & PTSP P
umum penanaman modal dan peta polensi
investasi yang lengkap
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana T -dianya arah kebijakan dan panduan Peraturan -| -| 140,000,000 1] 500,000 -| 146,002,000 - 151,167,000 | 158,407,000 - 158,407,000 DPM & PTSP 1
Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi |implementasi kegiatan penanaman modal Gubernur dan
Dokumen Kajian
Dokumen cvaluasi Pelaksanaan RUPMP Dokumen| g K 1 g ] g DPM&FISP | P
Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan 80| 80| 80| 80| 80| 80| 30] DPM & PTSP 1
Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan Penycdiaan Pela Polensi  |Jumlah aparatur kab/ kota/ provinsi yang, ] 0| 685,042,000| 60| 692,143,000 60| 709,153,000 60| 734,239,000 60| 769,410,000 60| 769,410,000 | DPM & PISP B
dan Peluang Usaha Provinsi mengikuti Bimtek pemetaan potensi dan
Peluang investasi
[l study kelayakan proyek investasi Gokumen| g 1 1 1 1 1 1 DPM&FISP | P
Pembinaan dan dukungan terhadap pela ssten 1 1 1 1 1 1 DPM&FISP | P
polensi investasi kab/kola -
Data Status Tanah Ulayat Yang berpolensi e g 1 1 1 1 1 1 1 DPM&FISP | P
untuk Penanaman Modal B
[umlah Profil Peluang Investasi Sumatera Gokumen| K 1 g g 1 ] ] DPM&FISP | P
barat -
[umlah pelaku usaha yang bermitra kescpakatan E , E E E E E DPM&PISP | P
Terlaksananya Sosialisasi dan Bimick ng| ] 0| 0| 60| 0| 60| DEM & PISP P
SIMITRA B
Moningkafnya Kualtias [Porscntasc Perizinan yang %| 85%| 85%| 85.52%) 86.38%) 87.27%) 88.13%) 88.13%) DPM & PTSP | P
Pelayanan Terpadu Satu o Diterbitkan Tepat Waktu
Pintn. -
[Tndcks Kepuasan Masyarakat Nilai / 82,60/ 82,60 / 82,75/ 5.41 82,90/ 83,05/ 83,20/ 83,20/ DPM & PTSP | P/
o (TRM) Rasio 8.40 8.40 3.43 8.47
o 3.45 8.47
[PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN |Porscntase Perizinan yang %| 85%| 3,105,740,188 85%| 1,476,581,000 86.52% 1,495,408,000 86.38% 1,882,162,000 87.27% 1,586,358,000 88.15% 1,862,346,000 88.15% 1,862,346,000| DPM & PTSP | B/
MODAL Ditorbitkan Tepat Waktu
[Tndcks Kepuasan Masyarakat Nilai / 82,60 / 82,60 / 82,75/ 3.41 82,90/ 83,06/ 83,20/ 83,20/ DPM & PTSP | P/
o (TRM) 8.4 8.4 3.43 s.
. 8.45 .47
[Regiatan Penanaman Modal yang [ndeks Kepuasan Masyarakat C [ Nilai / 82,60 3,105,740,186 | 82,60 / T,495,408,000 [32,90, 1,552,162,000 |83,05, 20 83,20 1,662,346,000 | DPM & PISP B
Menurut Ketentuan Perundan IKM ) Rasio| 3.40] 8. 3.43 3.45 3.47 47
Menjadi Kewenangan Dacrah Provinsi
Persentase Perizinan yang Dierbitkan % 85%| 85%) 85.52%) 86.38%) B7.27% 88.15% 88.15%
Tepal Wakiu -
Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Terlaksananya Pengukuran Indeks Rasiof 82,60 184,550,000 82,60 / 162,424,000 164,494,000 [82,90, 91,931,000 | 83,05, 95,183,000 | 83,20 99,740,000 | 83,20 99,740,000 DPM & PTSP P
Komitmen Perizinan dan Non Perizinan  |Kepuasan Masyarakat 3.40| 8.4¢ 3.43 3.47 3.47
Penanaman Modal 341
Laporan Audit Mutu Pelayanan Taporan| 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] DPM & PISP B
Sub Kegiatan Penycdiaan Layanan Terfasilitasinya izin SIPS? O yang tidak Tzin/non izin| 18| 2,010,025,186 1| 487,272,000 18| 493,485,000 18| 505,613,000 18| 523,498,000 18| 576,000 18| 548,576,000 | DPM & PISP B
Konsultasi dan Pengelolaan Peng sesuai dengan SOP
Masyarakal terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan
Terfasilitasinya/ termediasinya pengaduan Pengaduan] 10) 10) 10) 10) 10| 10| 10| DPM & PISP B
izin yang bermasalah yang dilaporakan
ung maupun dikanal resmi Lapor
SPAN -
laksananya Sosialisasi Kebijakan Tl 1 1 1 1 1 1 1 DPM&FISP | P
Pelayanan Perizinan ~
Sub Kegiatan Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisast pertemuar ] - ] - ] 76,608,000 1] 79,317,000 1] 83,117,000 1] 83,117,000 | DPM & PISP B
Sinkronisasi Penctapan Pemberian Penetapan pemberian Fasilitas/ insentif
Fasilias/ Insentif Dacrah Dacrah -
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan [Jumlah Tzin dan Non Izin Yang Diterbitkan | Izin/ non izin| 1,800) 911,165,000 1.850) 826,885,000 1,900) 837,429,000 858,010,000 2,000| 888,360,000 2,100| 930,913,000 2,100| 930,913,000 | DEM & PISP B
Terpadu Perizinan dan Non Peri
tem Pelayanan Perizi
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Persentase Perizinan Yang Dilerbitkan 55 55 6.3 57.27] 8.1 EXE DPM&PISP | P
Tepal Wakiu -
[Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang, Sistem| 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] DPM & PISP B
Berbasis Teknologi Informasi -
Terlaksananya Forum PISP 30| - EE EE EE EE EE E DPM&FISP | P
Moningkafiya B B [Nilai Akuntabilitas Kinorja OPD Nilai / 80/ 80,50 / 81 / 81,60 / 82 / 82,50 / 82,50 / DPM & PTSP | B
Organisasi Yang Kategori| Al Al A Al
| Akuntabel dan Mclayani
Tingkat Kepuasan Terhadap Nilail Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| DPM & PTSP P/
[Pelayanan Incrnal Organisasi
Meningkatnya > |Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Nilai / 80 81 82| 83 84 85| 85| DPM & PISP | P/
| Akuntabilitas Kincrja Kategori
Organisasi
Meningkatya Kualitas B Tingkat Kepuasan Terhadap Nilai ‘Baik| ‘Baik| ‘Baik| ‘Baik| ‘Baik| ‘Baik| ‘Baik| DPM & PISP | B/
Pelayanan Internal [Pelayanan Internal Organisasi
Organisasi
[PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH _|Porscntasc Realisasi Ponumjang %| 95%|  9,099,091,682 96%|  9,771,885,000) 96%|  9,410,758,000) 96%|  10,120,188,000| 96%|  10,517,208,000| 95%|  10,088,459,000) 96%|  10,995,660,000] DPM&PISE | P
[ DAERAH PROVINST [Urusan Pemerintahan Dacrah




Implementasi Peraturan Perundang
Unda

gan

dan E3 85% 805,000,000 85% 295,000,000 85% 295,000,000 85% 295,000,000 85% 295,000,000 85% 295,000,000 85% 295,000,000  DPM & PISP v
[Evaluasi Kinerja Porangkat Dacrah  |perencanaan dan pelaksanaan
kinerja perangkat dacrah
Sub Kegiafan Fenyusunan Dokumen |1 Dokumen Perencanaan Perangkal 1] dokumen | (1] 9 dokumen 150,000,000] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 1 pevxrrse o
Perencanaan Perangkat Dacrah Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA [ (2] dokumen] (2] 2 dokumen|
Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DP;
Pergeseran, DPA Perubahan)
[2] Dokumen Renstra dan Renja yang
disusun
Sub Kegiafan Fenyusunan Dokumen _[Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkal dokumen| 2 dokumen ( [z dokumen 75,000,000]2 dokumen 1000,000[ 2 dokumen 1000,000 2 dokumen 1000,000[ 2 dokumen 1000,000( 2 dokumen 000,000 DPM & FISP o
Perencanaan Perangkat Dacrah Daerah Yang Disusun Renstra dan (Renstra dan (Renstra dan (Renstra dan (Renstra dan (Renstra dan (Renstra dan
Renja) Renja )| Renja )| Renja )| Renja )| Renja )| Renja)
Sub Kegiatan Koordinasi dan [Jumlah Dokumen RKA DPMPTSF Yang dokumen| 1 dokumen ( T dokumen 500,000[ T dokumen] 500,000 T dokumen 500,000 T dokumen 500,000 T dokumen 500,000 T dokumen 500,000  DPM & FISP o
Penyusunan Dokumen RKA SKPD RKA DPMPTSP) N «
Sub Kegiatan Koordinasi dan [umlah Dokumen Perubahan RKA dokumen| 1 dokumen ( T dokumen 12,500,000| T dokumen 00,000] 1 dokumen 00,000] 1 dokumen 00,000] 1 dokumen 00,000] 1 dokumen 00,000 DPM & PTSP o
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA [DPMPTSP Yang Disusun RKA Perubahan
DPMPTSP) - Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
Sub Kegiatan Koordinasi dan [umlah Dokumen DPA DPMPTSP Yang dokumen| 1 dokumen ( T dokumen 12,500,000| T dokumen 00,000] 1 dokumen 00,000] 1 dokumen 00,000] T dokumen 00,000] 1 dokumen 00,000 DPM & PTSP o
Penyusunan Dokumen DPA SKFD Disusun RKA DPMPTSP) . (DPA (DPA (DPA (DPA (DPA
Sub Kegiatan Koordinasi dan [umlah Dokumen Perubahan DPA dokumen| 1 dokumen ( T dokumen 12,500,000| T dokumen 12,500,000] 1 dokumen 12,500,000] 1 dokumen 12,500,000] 1 dokumen 12,500,000] 1 dokumen 12,500,000 DPM & PISP o
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA  [DPMPTSP Yang Disusun RKA Perubahan (DPA (DPA (DPA (DPA (DPA
DPMPTSP) - Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
Sub Kegiatan Koordinasi dan [umlah Dokumen Capaian Kinerja Yang, dokumen| 3 dokumen ( 75,000,000| 3 dokumen 85,000,000) 3 dokumen| 85,000,000| 3 dokumen 85,000,000| 3 dokumen 85,000,000| 3 dokumen 85,000,000| 3 dokumen 85,000,000  DEM & PISF o
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan [Disusun LAKIP, LKEJ, (LAKIP, LKF), (LAKIP, LKF), (LAKIP, LKF), (LAKIP, LKF), (LAKIP, LKF),
Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD LEFD ) LPFD )| LPFD ) LPFD )| LPFD )| LPFD )|
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkal [Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Dacrah dokumen] 4 dokumen| 80,000,000) 4 dokumen| 85,000,000) 4 dokumen| 1000,000| 4 dokumen| 1000,000| 4 dokumen| 1000,000| 4 dokumen| 1000,000| 4 dokumen] 000,000 DPM & FISP o
Daerah Yang D
|[Administrasi Reuangan Porangkat | Tortibnya Administrasi Rouangan ‘bulan| 12 bulan| 6,869,061,682 12 bulan| 6,681,273,724 12 bulan| 6,371,316,724 12 bulan| 6,801,521,724 12 bulan| 7,025,798,300 12 bulan| 7,187,621,700 12 bulan| 7,187,621,700|  DPM & PISP P
Dacrah pada Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Fenyediaan Gaji dan [Jumlal ASN dan Calon ASN Yang orang| 52 orang orang| 496, orang| 681, orang| orang| 6,199,681,700) orang| 6,199,681,700]  DPM & PISP o
Tunjangan ASN Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya
Sub Kegiatan Fenyediaan Administrasi _[Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor orang| 15 orang] 15 orang] 250,920,000) 15 orang] 250,920,000) 15 orang] 15 orang] 15 orang] DPM & FISP o
Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan [Jumlah Dokumen SPP, SPM dan dokumen] 15 orang] 461,051,800 15 dokumen 17,000,000| 15 orang] 250,920,000) 300,920,000) 300,920,000) 15 orang] 300,020,000  DPM & PTSP o
Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi [Pengesahan SBJ Yang Diterbitkan
Keuangan SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan [umlah Laporan Keuangan DPMPTSP yang dokumen] T dokumen 95,180,000 T dokumen 1000,000) T dokumen 100,000,000] T dokumen 127,500,000 T dokumen 180,500,000| T dokumen 180,500,000] T dokumen 180,500,000 DPM & PISP o
Penyusunan Laporan Keuangan
Tahun SKPD
Sub Kegiatan Pengelolaan dan [umlah Laporan Tindak Lanjut H dokumen] T dokumen 95,180,000) T dokumen 1000,000) T dokumen 10,500,000) T dokumen 127,500,000 T dokumen 180,500,000| T dokumen 180,500,000] T dokumen 180,500,000 DPM & PISP o
Penyiapan Bahan Tanggapan Femeriksaan [Pemeriksaan Yang Disiapkan
Sub Kegiatan Koordinasi dan umlah Laporan Keuangan DEMPTSE dokumen| 1 dokumen $1,400,000] 15 dokumen 400,000 15 dokumen 57,400,000] 13 dokumen 65,000,000] 15 dokumen 70,000,000] 15 dokumen 75,000,000 15 dokumen] 75,000,000  DPM & PISP o
Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/Semester Yang,
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Disiap!
|Administrasi Barang Milik Dacrahi | Tortibnya Administrasi Barang Milik ‘bulan| 45,420,000 12 bulan| 20,000,000 12 bulan| 20,000,000 12 bulan| 25,000,000 12 bulan| 25,000,000 12 bulan| 25,000,000 12 bulan| 25,000,000 DPM & FISP v
pada Perangkat Dacrah Dacrak pada Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan _[Jumlah dokumen usulan RKEMD dokumen] 2 dokumen| ,000| 2 dokumen| 20,000,000) T dokumen 7,500,000 2 dokumen| ,000,000| 2 dokumen| 1000,000| 2 dokumen| 1000,000| 2 dokumen| 000,000 DPM & FISP o
Kebutuhan Barang Milik Dacrah Pengadaan, Pemeliharaan, Femanfaatan
dan Penghapusan Serta Perhitungan
Standar Kebutuhan Yang Disusun
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan umlah Laporan Barang Milik Dacrah pada dokumen] 2 dokumen| 2 dokumen| 20,000,000) 2 dokumen| 2 dokumen| ,000,000| 2 dokumen| 1000,000| 2 dokumen| 1000,000| 2 dokumen| 000,000 DPM & FISP P
Penyusunan Laporan Barang Milik Dacrah [DPMPTSP
pada SKPD
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik_|Jumlah Barang Milik Dacrah Yang uni 3 dokumen| 3 dokumen| 20,000,001 3 unil 3 dokumen| 3 dokumen| 3 dokumen| 3 dokumen| 000,001 DPM & FISP o
Daerah Diasuransikan
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang _|Jumlah Laporan Fenalausahaan Barang dokumen] 4 dokumen] 4 dokumen] 20,000,002 4 dokumen| ,000,007 4 dokumen] 1000,002 4 dokumen| 1000,002 4 dokumen] 000,002 DPM & FISP o
Milik Daerah pada SKPD [ Milik Daerah SKPD dokumen|
inisfrasi Dacrah nya i Porsen| 100% - 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 26,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 DPM & PTSP | P/
[Rewenangan Perangkat Dacrah Pendapatan Dacrah
Sub Kegiatan Pendataan dan [Jumlah Dokumen Daftar/Data Objek dokumen] , ol T dokumen 12,500,000 T dokumen 12,500,000) T dokumen 18,000,000) T dokumen 15,000,000 T dokumen 15,000,000) T dokumen 15,000,000 DPM & PTSP o
Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Retribusi Daerah Yang Tersedia
Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi [Jumlah Dokumen Dala Retribusi Dacrah dokumen] ] ol T dokumen 12,500,000) T dokumen 12,500,000) T dokumen 18,000,000) T dokumen 5,000,000 T dokumen 5,000,000 T dokumen 5,000,000 DPM & PISP o
Daerah Kewenangan Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan _[Jumlah Dokumen Perencanaan dokumen] ] ol T dokumen 12,500,000] T dokumen ol T dokumen 13,000,000] T dokumen 15,000,000 T dokumen 15,000,000) T dokumen 15,000,000 DPM & PTSP o
Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Kewenangan
Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Analisa dan [umlah Dokumen Analisa dan dokumen] ol T dokumen 12,500,000) T dokumen ol T dokumen 18,000,000] T dokumen 15,000,000 T dokumen 15,000,000) T dokumen 15,000,000 DPM & PISP o
Pengembangan Retribusi Dacrah serta |Pengembangan Retribusi Kewenangan
Penyusunan Kebijakan Retribusi Dacrah |Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Penyuluhan dan [Jumlah Sosialisasi atau Penyebarluasan Tl ] ol T dokumen 12,500,000) Tkl ol T dokumen 18,000,000] T dokumen 15,000,000 T dokumen 15,000,000) T dokumen 15,000,000 DPM & PISP o
Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Informasi Yang Dilakukan Oleh Perangkat
Daerah Daerah Pemungut Retribusi
ini Porangkat i disiplin dan persen| 60% 382,982,000 60% 831,000,000 60% 305,500,000 60% 381,000,000 60% 430,000,000 60% 480,000,000 60% 480,000,000 DPM & PTSP | P/
Dacrah kapasitas sumber daya aparatur
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas _[Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta el 62 stc]| 93,000,000) 40,500,000 st 40,500,000 500,000] 65,000,000) 65,000,000) 65,000,000 DEM & PISF o
Beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Fendalaan dan Pengolahan [Jumlah dokumen Administra dokumen] 62 stc]| 95,000,000) 55 ste]| 40,500,000 T dokumen ol 50,500,000) 65,000,000) 65,000,000) 65,000,000 DEM & PISF o
K K Yang Dikelola
[umlah Dokumen Kepegawaiaan Yang dokumen] T dokumen
Disusun ( seperti Anjab, ABK )
Sub Kegiatan Fendidikan dan Pelatihan _[Jumlah Aparatur Yang Meng; ] ] 40 orang| 100,000,000] 30 orang 105,000,000] 45 orang| 115,000,000 1000,000| 46 orang| 150,000,000] 46 orang| 150,000,000 DPM & PTSP o
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  [Pendidikan dan Pelatihan
[Jumlal ASN dan Non ASN yang Mengil orang|
Capacity Building
Sub Kegiatan bimbingan Tekn [ASN yang mengikuti Bimick 66 orang| 196,952,000 150,000,000] 30 orang 160,000,000] 45 orang| 165,000,000| 175,000,000] 200,000,000) 46 orang| 200,000,000 DPM & PTSP o




Administrasi Umnm Porangkat Tertibnya Administrasi Umum 12 bulan| 871,493,733 12 bulan| 739,009,800 12 bulan| 666,420,800 12 bulan| 818,099,800 12 bulan| 851,420,000 12 bulan| 971,600,000 12 bulan| 066,060,000 DEM & PISP | B/
Dacrah [Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen |Komponen instalasi listrik/ penerangan jeniy 20 jeni 94,349, 20 jeni 29,040,000) 20 jeniy 29,040,000) 20 jeniy 37,040,000) 20 jeniy 40,000,000) 20 jeni 40,000,000) 20 jeni 40,000,000]  DEM & PISF o
Instala k/Penerangan Bangunan  [kantor
Kantor
Sub Kegiafan Penyediaan Peralatan dan _|Jumiah Penyediaan Feralatan dan jeniy 12 jeniy 147,250,000 & jeniy| $7,670,000) 8 jeniy| 87,670,000) 8 jeniy| 97,670,000 10 jeniy 100,670,000 10 jeniy 150,800,000 10 jeniy 155,000,000 DPM & PISP o
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan [umlah Peralatan Rumah Tangga Yang, jeniy 12 jeniy 50,000| & jeniy| 87,670,000 Tjeniy ] 8 jeniy| 97,670,000 10 jeniy 100,670,000 10 jeniy 150,800,000 10 jeniy 155,000,000 DPM & PISP o
Rumah Tangga Disediakan
Sub Kegiatan Fenyediaan Barang [Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan jeniy 12 jeniy 1000,000| 12 jeniy 30,000,000) 12 jeniy 30,000,000) 12 jeniy 40,000,000) 12 jeniy 45,000,000) 12 jeni 50,000,000) 12 jeni 50,000,000]  DEM & PISF o
Cetakan dan Penggandaan penggandaan yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Gahan Bacaan | Penyediaan bahan bacaan, surat kabar & jeniy| ,000,000| 17,080,000) & jeniy| 17,080,000) 6je 19,080,000)  joni| 20,080,000) & jeniy| 1000,000| & jeniy| 000,000 DPM & FISP o
dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan Fenyediaan Bahan Logistik [Alat tulis kantor yang disediakan jen ] ] 40,960,000 43 jen 45,960,000) 43 jen 50,960,000) 43 jeniy| 60,000,000) 45 jen 60,000,000) 45 jen 40,960,000]  DEM & PISF o
Kantor
Sub Kegiatan Fenyelenggaraan Rapal (1] Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan | (1] dokumen | (1] dokumen 446,679,800 (1] 52 dokumen 456,679,800 [1] 52 dokumen 52 dokumen 485,000,000 (1] 52 dokumen 495,000,000 (1] 52 dokumen 5,000,000 DPM & PISP o
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsulta 2] Kotak] 2] Kotak] 2] 650 kotal 2] 650 kotak|
(2] Makanan dan Minuman Rapat

Pertemuan
[Pengadaan Barang Milik Dacrah [Persentase berfungsinya sarana dan persen 49,250,000 100% 65,000,000 100% 115,000,000 100% 90,000,000 100% 115,000,000 100% 164,046,600 100% 175,886,600) DPM & PISP | P/
Perunjang Urnsan Pemerintah prasarana aparatur
[Dacrah
Sub Kegiafan Pengadaan Kendaraan _|Jumiah kendaraan perorangan dinas alau uni , ] , ] Tuni ] Tuni 5,000,000 Tuni 5,000,000 Tuni 5,000,000 Tuni 5,000,000]  DPM & PISP o
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  |Kendaraan Dinas Jabatan Baru
Jabatan
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan _[Jumlah kendaraan dinas operasinal atau uni ] ] ] ] Tuni] 5,000,000 Tun 5,000,000 Tuni 5,000,000 Tuni 5,000,000 Tuni 5,000,000]  DPM & PISP o
Dinas Operasional atau Lapangan lapangan baru
Sub Kegiatan Fengadaan Mebel [umlah Mebel yang diadakan jeniy 9 jenis 50,000 9 jeniy| 40,000,000 10 jeniy 40,000,000) 10 jeniy 50,000,000) 12 jeniy 60,000,000) 12 jeni 69,016,600 12 jeni 60,886,600]  DEM & PISF o
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kanlor [Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan uni ] ] Tuni 5,000,000 Tuni 50,000,000) Tuni 5,000,000 Tuni 5,000,000 Tuni 5,000,000 Tuni 5.000,000]  DEM & ISP o
atau Bangunan Lainnya Lainnya Yang Dibangun
Sub Kegiafan Fengadaan Sarana dan _[Jumlah perlengkapan yang diadakan jen ] ] 20,000,000) 5 jeniy| 20,000,000) 30,000,000) 5 jeniy| 45,000,000) 5 jeniy 85,000,000) 105,000,000 DPM & PTSP o
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
[Penycdiaan Jasa Penunjang Urusan | Perscntase pelayanan administrasi porsen| 100% 1,061,800,267] 100% 1,160,706,700) 100% 1,160,706,700) 100% 1,184,706,700) 100% 1,285,700,000] 100% 1,810,000,000] 100% 1,810,000,000( DPM & PTSP | B/
[Pemerintahan Daerah perkantoran
Sub Kegiatan Fenyediaan Jasa Sural [Jumlah surat surat masuk dan sural-surat sura 300 sural 31,706,700) 400 sura 31,706,700) 450 sura 5,706,700 450 sura 40,700,000) 450 sura 45,000,000) 450 sura 45,000,000]  DEM & PISP o
Menyura keluar dalam 1 tahun
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 1] jumlah tagihan I [1] 41500KWH | (1] 41500KWH 217,197,500] (1] 41500KWH 5,000,000 [1] 41500KWH 2] ,000,000( (1] 41500KWH 5,000,000( (1] 41500KWH 245,000,000] (1] 41500KWH ,000,000( (1] 41500KWH 000,000 DPM & FTSP o
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2] jumlah tagihan telepon 215 telp 215 telp 215 telp 3telp 3l 215 telp 215 telp 215 telp 215 telp

[3] jumlah tagihan internet [3] Mb 3] Mbps| 3] Mbp| Mbp| 3] Mb [3] Mbps| [3] Mbps| 3] Mbps|
Sub Kegiatan Fenyediaan Jasa Peralatan _[Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor uni uni ] uni ] uni ] uni ] uni ] uni ] uni | pevxrrse o
dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara
Sub Kegiatan Fenyediaan Jasa Pelayanan [[1] Jumlah Jasa pengamanan kantor 18 orang] 904,000,000) 18 orang] 904,000,000) T8 or 914,000,000) 950,000,000) 18 orang] 990,000,000) 990,000,000 DPM & PTSP o
Umum Kant (2] Jumlah Jasa sopir kantor

[3] Jumlah Petugas kebersihan kantor
[Pemeliharaan Barang Milik Dacrah | Porscntasc berfungsinya sarana dan porsen| 100% 414,984,000 100% 454,804,776 100% 451,804,776 100% 498,804,776 100% 509,280,700 100% 575,200,700 100% 575,200,700 DPM & PTSP | P/
[Perunjang Urusan Pemerintahan prasarana apara
Dacrah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa [umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau uni TT uni ,000,000| TT uni 5,000,000] Tuni , Tlun 285,000,000| TT uni 285,000,000) 1T uni 345,000,000) TT uni 345,000,000  DPM & PTSP o
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak [Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara
dan Perizinan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau uni TT uni 000,000 TT uni 5,000,000] 10 uni 1000,000| TT uni 285,000,000) TT uni 285,000,000) TT uni 345,000,000) TT uni 000,000 DPM & FISP o
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak  [Lapangan yang Dipelihara
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemelinaraan Mebel umlah Pemeliharaan Mebel Yang uni 62 uni 20,000,000 58 uni 16,000,000) 55 unif 16,000,000) 62 uni 17,500,000) 65 uni 17,500,000) 65 unif 20,500,000) 65 uni 20,500,000]  DEM & PISF o

Dipelihara
Sub Kegiatan Pemelinaraan Feralatan _|Jumiah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin uni 62 uni 20,000,000 uni 16,000,000) 55 unif ] 62 un 65 uni 500,000) 5 unil 20,500,000) 65 uni 20,500,000 DPM & PISP o
dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi |[1] Gedung kantor yang dipelihara 1] ur 1] uni 60,000,000) 1] Tun 60,726,600 1] 1 uni 1] Tun 85,726,600) 1] T uni 90,450,000) 1] 1 uni 90,450,000) 1] T uni 90,450,000  DEM & PISF o
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2] Instalasi dan jaringan yang dipelihara (2] bulan (2] bulan [2] 12 bulan [2] 12 bulan [2] 12 bulan [2] 12 bulan [2] 12 bulan [2] 12 bulan

(3] Rehabilitasi sedang/berat gedung,
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi |Peralatan gedung kanlor yang dipelihara uni 78 unif 59,984,000 78 unif 87,078,174 55 unif 87,078,174 78 un 95,078,176 78 unif 98,840,700) 78 unif 98,840,700) 78 unif 98,810,700 DPM & PISP o
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

JUMLAH 15,679,158,668 13,800,854,000 18,581,042,000 14,308,835,000 14,942,082,000 15,625,288,000 15,682,488,000

Kepala DEM & PISP
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LAMPIRAN 6.1 (1.0.27)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOR SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2021 - 2026

mvestasi

Sumafora Barai

|Nilai Realisnsi Investasi ( PMA
N)

Tofal ( Rp. Triliun ) (uis Rp. ) 4,625,000 | 4,894,000 - 51 - 5.6 - 6.1 - 67 - 75 - 75 -| pPm & PSP | PADANG
PROGRAM TRLIM |Forseniase % 100%| 926,772,678 100%| 1,008,042,000 100%| " 1,017,867,000 100%| 1,042,875,000 100%| 1,076,762,000 T00%| 1,181,484,000 100%| 1,191,484,000 | DFM & FISF | FADANG
MODAL dan Regulasi
Modal
Regiafan Penctapan Pemberian [ Teriaksananya Pemberian Insentif dan dolumen ol K 180,000,000| 1] 183.214.,000| K 187,718,000 1] 194,356,000 ] 203,667,000 1] 203,667,000 | DPM & PTSP PADANG.
Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman [Kemudahan Penanaman 1
Modal Yang Menjadi Kewenangan
Dacrah Provinsi -
Sub Kegiafan Penctapan Kebijakan  [Tersedianya peraturan Gubernur fig. Peratiran i i 186,000,000] E 183,214,000 E 125,145,000 E 129,571,000 il 135,778,000 il 135,778,000 | " "DPM & PTSP PADANG
Dacrah dalam Pemberian pedoman dan tata cara pemberian Gubernur
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan insentif dan kemudahan penanaman
Penanaman Modal modal -
[Teriaksananya Sosialisasi Kebijakan Orang, 50) 80) 80) 80) 80) 80) 80) DPM & PTSP PADANG
Penanaman Modal -
(Tersedianya Keputusan Gubernur Keputusan | g il g il g il DPM & PTSP PADANG
tentang Pemberian Insentif dan Gubernur
Kemudahan penanaman modal -
Sub Kegiafan Evaiuasi Pelaksanaan [ Tersedianya laporan cvaiuasi faporan K K E K B il 62,573,000 il 64,785,000 i 67,889,000 i 67,889,000 | DPM & PTSP PADANG
Pemberian Fasilitas/Insentif dan pemberian insentif dan kemudahan
Kemudahan Penanaman Modal penanaman modal -
Kogiatan Pembiiatan Peta Poiensi Perscniase kelersediaan arah kebijakan £ 100} 926,772,675 100} 825042000 100} §34.643,000] 100} §55.155,000] 00| 885,406,000 00| 927 817,000 00| 7817,000 | DPM & PISP PADANG
si umum penanaman modal dan peta
potensi investasi yang lengkap
Sub Kegiafan Penyisinan Rencana [ Tersedianya arah kebijakan dan Peraturan K 926,772,675 K 146,600,000| il 142,500,000 K 146,002,000 K 151,167,000 ] 158,407,000 i 158407,000 | "DPM & PTSP PADANG
Umum Penanaman Modal Dacrah panduan implementasi kegiatan Gubernur dan
Provinsi penanaman modal Dokumen
Dokimen evaliiasi Felaknaan RUPVE | Dokumen ’ 3 i ’ ’ ’ BV & FISF [ FADANG
[Teriaksananya Konsolidasi Perencanaan orang 80) 80) 80) 80) 80) 80) 80) DPM & PTSP PADANG
Pelaksanaan Penanaman Moc
Sub Kegiafan Penyediaan Peta Polensi [Jumiah aparatur kib/kota/provinsi orang, g 926,772,675 ol 685,042,000 60l 692,143,000 60l 709,153,000 60l 734,239,000 60| 769,410,000 60| 769:410,000 | DPM & PTSP PADANG
dan Peluang Usaha Provinsi [vang mengikuti Bimick pemetaan
potensi dan Peluang investasi
[jumiah study kelayakan proyek investasi | dokumen ] il il il il il il DPM & PTSP PADANG
Fembinaan dan dukungan terhadap Sistem il il il il il il DPM & PTSP PADANG
potensi investasi kab/kota -
Data Status Tanah Ulayat Yang, persil ] il il il il il il DPM & PTSP PADANG
Berpotensi untuk Penanaman Modal -
[juimiah Profil Peluang Investasi dokumen 9| il ] ] il ] ] DPM & PTSP PADANG
[Sumatera Barat -
|Jumiah Pelaku Usaha yang Bermitra kesepakatan 5] ” 5] 5] 5] 5] 5] 5] DPM & PTSP PADANG.
Teriaksananya Sosialisasi dan Bimick orang 00| 00| 00| 00| 00| 00| DPM & PTSP PADANG
SivrTRA -
[Terlaksananya Forum Komunikasi 00| 00| 00| 00| 00| 00| DPM & PTSP PADANG
Pelaku Usaha Daerah
PROGRAM PROMOST PENANAMAN ~[Jumiah pernyaiasn minat Dokumen 4| 746,068,000 4| 793,464,000 8| 808,571,000 8| 828,521,000 8| 862,444,000 8| 898,277,000 8| 899,277,000 | DFM & FISF | PADANG
MODAL iyt
‘minaf
iaan Promosi  |Jumiah ‘minat Dokumen i 746,068,000 i 793,454,000 5] 803,571,000 5] 823,321,000 5] 852,444,000 5] 893,277,000 5 893.277,000 | DPM & PTSP PADANG.
Penanaman Modal yang Menjadi pernyataan
Dacrah Provinsi minat
Sub Kegiafan Penyusunan Strategi [ Tersedianya materi promosi investasi dolumen i 150,000,000 i 243,454,000 i 149,107,000 i 755,230,000 i 364,257,600 il 376,916,000 il 376,916,000 | DPM & PTSP PADANG
Promosi Penanaman Modal | Sumatera Barat
Provinsi
Sub Kegiafan Pelaksanaan Kegiatan [ Terlaksananya Keikutsertaan DPM & Event 5] 596,068,000 5] 550,000,000 5] 654,464,000 § 568,091,000 G 588,186,400 § 616,361,000 § G16.361,000 | "DPM & PTSP PADANG
Promosi Penanaman Modal PTSP dalam Kegiatan Promosi Dalam
Kewenangan Provinsi [Negeri dan atau Luar Negeri melalui
pameran atau temu bisnis
erfasilitasinga calon investor kelokasi dokumen 4] il 3] 3] 3] 3] DPM & PTSP PADANG
proyek investasi di Sumatera Barat laporan
[Terscharnya informasi penanaman Kali 10 10 10 10 10 10 10 DPM & PTSP PADANG.
modal melalui media massa
PROGRAM PENGENDALIAN |Nilai Roaiisnsi investasi ¢ PMA 821,100,578 774,826,000 784,708,000 805,992,000 852,451,000 872,308,000 872,306,000 | DPM & PISF | PADANG
PELARSANAAN PENANAMAN PMDN )
MODAL
Total ( Rp. Trilivn ) (uia Rp. ) 4,525,000 | 4,894,000 - 5.1 - 5.6 - 6.1 - 6.7 - 75 - 75 -| pPmM&Prse | PADANG
Regiafan Pengendalian Pelaksanaan  Nilai Renlisaei investasi ( PMA 821,100375 774,826,000 784,705,000 803,992,000 832,431,000 872,305,000 872,305,000
Penanaman Modal Yang Menja n P!
Daerah Provinsi
Total (Rp. Triliun ) (juia Rp. ) 4,625,000 | 4,894,000 - 5.1 - 5.6 - 6.1 - 6.7 - 75 - 75 -| pPmaPrsP | PADANG




Sub Kegiafan Koordinasi dan [juimiah PMDN dan UMKM yang PMDN 7 UMKM| 7] 7] 7] 70,800,000 §] 9] 116,540,340 10] 10] DM & PISP PADANG
Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan | Dilakukan Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal
o Koordinasi din Ferusahaan PMA/PMDN yang perisahaan 5 Zio1 § 7 E 61,120 § 5600 § 5600 | DPM & PISP | PADANG
Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan  |difasilitasi permasalahannya PMA/PMDN
Penanaman Moda
[Teriaksananya Birtek/Sosialisasi Grang 5 0] 0] 0] 0] 0] 0] DPM & PISP | PADANG
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
[eriaksananya Forum Investasi Grang 100) 100) 100) 100) 100) 100) 100) DEM & PISP | PADANG
Sumatera Barat
Sub Kegiafan Koordinasi dan [itimia pertisaaan yang dilakikan PMDN / UMKM | 73| 73| 30| 30| 30| 30| DM & PISP PADANG
Sinkronisasi Pengawasan Penanaman | pengawasan
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA [Perseniase Eefersodinan data % 20%| 79,485,760 20%| 68,766,000 4o%| 69,643,000 60%| 71,364,000 80%| 78,878,000 100% 77,417,000 100% 77,417,000 | "DPM & PYSP | PADANG
DAN SISTEM INFORMASI penanaman modal berbasis
MODAL teknologi informasi
Regiatan Urusan Pengelolaan Data  |Data Penanaman Modal yang berbasis dokumen i i 68,766,000 i 69,643,000 i 71,354,000 i T3R78,000 i 77417.000 i 77,417,000 | DPM & PTSP PADANG
dan Sistem Informasi Perizinan dan [teknolog
Non Perizinan Penanaman Modal Yang
‘Terintegrasi pada Tingkat Dacrah
Provinsi
Sub Kegiatan Pengeloluan, Penyajian  [Sistem Informasi dan Data Sistem i i 68,766,000 i 69,643,000 i 71,354,000 i TERTEH00 i T7A417.000 i 77,417,000 | DPM & PTSP PADANG
dan Pemanfaatan Data dan Informasi | perkembangan penanaman modal
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis |Provinsi Sumatera Barat
stem Pelayanan Perizinan Berusaha
ntegeasi Secara Elektronik
Moningkainya Porsoniase Porizinan yang % 85%| 85%| 89.52% 86.38% 87.27% 88.15% 88.15% DFM & PISP | PADANG
Kuslias Pelayanan = Diterbitkan Topat Wkt
Terpadu Safu. Pinfw g
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai / 82,60 / | 82,60 / 82,60 / 82,76/ 82,80/ 83,20 / 83,20 / DFM & PTSP PADANG
- CIRM) Rasio 5.4 540 .41 83,00/ .47
s.31 - 543 349 347
PROGRAM PELAYANAN Ferseniase Perizinan yang % 86%|3,106,740,186 86%| " 1,476,581,000 86.52%| " 1,496,408,000 86.38%| " 1,652,162,000 87.27%| " 1,586,368,000 88.15%| " 1,662,346,000 88.15%| " 1,662,346,000| "DPM & PISP | PADANG
MODAL Tepat Waktw
Indeks Kepuasan Magyarakat Nilai / 82,60 / 82,60 / 82,60 / 82,80/ 83,06/ 83,20 / 83,20 / DPM & PTSP PADANG
= (IRM) Rasio 3.51 3.40 3.40
545 548 3.47 547
Kegiatan Penananan Modal yang  [Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai / 26 82,60 / 176,581,000 1,495,408,000 | 82,90/ 1532,162000 |83.05/ 1586858000 |8820 7 2346,000 346000 | DPMEPISP | PADANG
Menurut Ketentuan Perundang. (kM) Rasio 3.40) 340 3.43 345 3.47
Undangan Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi
Persentase Periznan yang Ditcrbitkan % 85%) 85%) 85.62%) 86.38%) 87.27%) 88.15%) 88.15%
Tepat Wakiu
Sub Kegiafan Pemantaian [Teriaksananya Pengukiiran indeks Rasio 0,000 | 82,60 7 164,494,000 91,931,000 §3,000 740,000 | 83,2077 99,740,000 | DPM & PTSP PADANG
Pemenuhan Komitmen Perizinan dan  |Kepuasan Masyarakat 3.4 3.43| 3.45| 3.47] 3.47]
Non Perizinan Penanaman Modal 341
Laporan Audit Muti Pelayanan Taporan i i i i i i i DEM & PISP | PADANG
Sub Kegifan Penyediaan Layanan  [Terfasilitasinya izin SIPSAKATO yang Tzin/non izin I 1| i8] i8] 505,613,000 i8] i8] 1| DM & PISP PADANG
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan |tidak sesuai dengan SOP
Masyarakat terhadap Pelayanan
‘Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
ferfasilitasinya/ termediasinya Pengaduan 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| DM & PISP PADANG
pengaduan izin yang bermasalah yang
dilaporakan langsung maupun dikanal
resmi Lapor SPAN
[Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan i i i i i i i i DEM & PISP | PADANG
Pelayanan Perizinan
Sub Kegiafan Koordinasi dan [Teriaksananya Koordinasi dan pertemuan 76,608,000 i 79317.000 i 83,117,000 i 83,117,000 | DPM & PISP PADANG
nkronisasi Penetapan Pemberian nkronisasi Penetapan pemberian
Fasilitas/Insentif Dacrah Fusilitas/nsentif Dacrah
Sub Kegiafan Penyediaan Pelayanan  [Jumiah Lzin dan Non Lzin Yang zin/ Hon izin 1800] 1850} 2000} 837,429,000 858,010,000 7400} 888,360,000 2500} 930,913,000 930,913,000 | DPM & PISP PADANG
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [ Diterbitkan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Fersentase Perizinan Vang Dilerbitian % &5 638 7.7 8813 88113 DPM & PISP | PADANG
Tepat Wakiu
[Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Sistem i i i i i i i DEM & PISP | PADANG
Yang Berbasis Teknologi Informasi
[Terlaksananya Forum PTSP Grang 5 75 75 75 75 75 DPM & PISP | PADANG
Moningkainya E E |Nilai Akuninbilifas Kinerja OFD | Nilai / 807 80,607 817 81,607 8277 82,507 82,507 DFM & PISP | PADANG
Kafegori A A A A Al A A
el dan
Molayani
Tingkat Kepuasan Terhadap ‘Nilai Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| DPM & PTSP PADANG
Pelayanan Infernal Organisasi
Meningkainya - |Nilai Akuniabilifas Kinerja OFD | Nilai / 80 81 82 83 84 88 88 DFM & PISP | PADANG
Akuniabilifas Kinerjs Rafogori
Organis
Meningkainya - Tingkat Kepuasan Terhadap ‘Nilai Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| Baik| DPM & PTSP PADANG
Kualifas Pelayanan Pelayanan Infernal Organisasi
nfernal Organisasi
URUSAN Porsoninse Realisasi Fenunjang % 100%| " 9,099,561,682 100%|®,779,845,000 100%| 9,354,768,000 100%|9,626,455,200 100%| 10,027,208,000 100%| 10,528,459,000 100%| 10,608,169,000|  DEM & PisP | PADANG
DAERAH PROVINSI Urusan Pemerinighan Daergh
dan % 85%) 508,000,000] 85%) 507,500,000] 85%) 290,500,000 85%) 260,000,000 85%) 260,000,000 85%) 260,000,000 85%| 507,600,000|  DPM & PISP | PADANG
Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan dan pelakssnaan
Dacrah kinerja perangkat dasrah
Sub Kegiafan Penyusunan Dokumen  [[1] Dokumen Perencanaan Perangkat [T dokumen e 156,000,000] DM & PISP PADANG
Perangkat Dacrah Dacrah (RI PK Perubahan, RKA, | [2] dokumen dokumen
RKA Pergescran, RKA Perubahan, DPA, 2] 2 dokumen
DPA Pergeseran, DPA Perubahan)
) Dokuumen Renstra dan Renja yang
disusun




Sub Kegiatan Fenyiisunan Dokumen  [Jumiah Dokimen Perencanaan dokimen 2 dokimen 75,000,000] 2 dokirmen 2 dokimen 75,000,000] 2 dokimen 75,000,000] 2 dokimen 75,000,000] 2 dokimen 75.000,000] " DPM & PISP | PADANG
Perencanaan Perangkat Dacrah Perangkat Dacrah Vang Disusun (Renstra (Renstra (Renstra (Renstra (Renstra (Renstra
dan Renja ) dan Renja ) dan Renja ) dan Renja ) dan Renja ) dan Renja )
Sub Kegiatan Koordinasi dan [y Dokiumen RKA SKPD Vang dokiimen T dokumen 12500000 T dokumen 12500000( " DFM & ISP | PADANG
Penyusunan Dokumen RKA SKPD Disusun RKA DPMPTSP) S (RKA
Sub Keglatan Koordinasi din [l Dokuimen Perubahan RKA SKPD | dokaumen T dokumen ( T dokumen 12500000 T dokumen 12500000| " DPM & IS | PADANG
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA | Yang Disusun
D Perubahan Perubahan Perubahan
Sub Kegiatan Koordinasi dan [y Dokiumen DPA SKD Vang dokiimen T dokumen ( T dokumen 12500000 T dokumen DEM & PISP | PADANG
Penyusunan Dokumen DPA SKPD Disusun RKA DPMPTSP) (DPA (DPA
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Dokiumen Penganggaran dokiimen T dokumen ( T dkimen 12300000( 4 dokumen| 15,000,000 4 dokumen| 15,000,000 4 dokumen| 15,000,000 4 dokumen| 15,000000( 4 dokumen| DEM & PISP | PADANG
Penyusunan Dokumen DPA SKPD Peranghat Dcrah (Dokumen RKA RKA DPMPTSP)
SKPD, RKA Perul OPA SKPD
DPA Ferubahan SKFD ) \m Disusun
S5 Kegiaan Koordias dar [l Dokuimen Perubahan DPA SKPD | dokumen T dokumen ( T dokumen 12500000 T dokimen DPM & PISP | PADANG
enyusunan Dokumen Perubahan DPA |Yang Disusun (DPA
et Perubahan Perubahan Perubahan
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Dokiumen Capaian Kinerja dokiimen 3 dokumen ( 75.000,000| 3 dokumen §5,000,000) 3 75.000,000| 3 dokumen 5000000 3 dokumen §5,000,000| 3 dokumen §5.000,000| 3 dokumen 5000000 T DEM & ISP | PADANG
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |SKDVang Disusun LAKIP, LKE], (LAKIP, dokumen| (LAKIP, (LAKIP, (LAKIP, (LAKIP,
dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD D) LKE), LPPD ) LKE), LPPD ) LKE), LPPD ) LKE), LPFD ) LKE), LPPD )
s intan Evaluasi Kincrja [l Dokiimen evaluasi kinerja dokimen ¥ dokumen 80,000,000 4 dokumen| §5,000,000) i 75.000,000| 4 dokumen| 5.000000| 4 dolaumen) §5.000,000| 4 dokumen| §5.000,000| 4 dokumen| 5000000 DPM & ISP | PADANG
Perangkat Dacrah Dacrah Yang Disusun dokumen|
Adminisirasi Keusngen Perangkat |Perseninse Toriibnya Administrasi % 100%|6,869,061,683 100%| " 6,687,273,724 100%|6,108,995,311 100%| " 6,801,921,724 100%| " 7,028,798,300 100%| " 7,187,821,700 100%| " 7,187,821,700| " DEM & PisP | PADANG
Dacrah Reuanganc
Sub Keglatan Fenyediaan Gaji dan  [Jumiah ASN dan Calon ASN Vang Grang Grang| 5.679.238.082 Grang| 74,033,721 55 orang] 5668173511 5 orang| 5979681721 Grang| 6092958 300) 55 orang| 6.199,681.700) 5 orang| 6199681700 DEM & PISP | PADANG
Tunjangan ASN Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya
Sub Kegiatan Penycdiain [y ASN Vang Méndapatkan Honor Grang 15 orang| A61051800[ 15 orang] 50.520,000) 15 orang| 0,000 5 orang] 50.920,000) 15 orang| 300,920,000 15 orang| 300,520,000 5 orang] 300920000( " DPM & ISP | PADANG
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan Felaksanain [l Dokuimen SPF, SPM dan dokiimen 5 orang| 161051800 5 orang| 50,620,000 15 dolumen 17,000,000 5 orang| 50.920,000) 5 orang| 300,520,000 15 orang| 300,520,000 5 orang| 300920000( DPM & ISP | PADANG
Penatausahaan dan Pengujian/ Pengesahan SF] Yang Diterbitkan
Verifikasi Keuangan SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Laporan Keuangan SKPD yang | dokumen T dokumen| 93,180,000 dokumen| 125000000 T dolaumen 100,000,000 T dolumen 127500000 T dolaumen 180500000 T dolaumen 180500000 T dolaumen 180500000 " DPM & PISP | PADANG
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Disusun
Tahun SKPD
Sub Kegiatan Fengelolaan dan [l Laporan Tindak Lanjut Hasil dokimen T dokumen| 93,180,000 dokumen| 125000000 T dolaumen 10500000| T dokumen| T dokumen| 180500000 T dolaumen 130500000 T dolaumen 180500000 " DPM & ISP | PADANG
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Yang Disiapkan
Pemeriksaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan [l Laporan Keuangan dokiimen 18 dokumen| 81,400,000 13 dokumen| 55,400,000| 13 dokumen| 57,400,000| 13 dokumen| 5,000,000 1 dokumen| 70,000,000| 13 dokumen| 75.000,000| 1 dokumen| 75.000,000| DPM & PISP | PADANG
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semester Yang
Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD |Disiapkan
Adminisirasi Barang Mtk Porsoniase Toriibnya Administrast % 100%| 45,420,000 100%| 30,000,000 100%| 69,800,000 100%| 28,000,000 100%| 28,000,000 100%| 28,000,000 100%| 26,000,000 DFM & PISP | PADANG
Dacrah pada Perangkat Dacrali  [Barang Milik Daerah
Sub Keglatan Penyusunin [l dokumen usulan RKBMD dokuumen 2 dokimen 15,420,000) Z 7,500,000) Z 5000000 Z 000,000) Z 25,000,000) Z 5000000 DPM& PISP | PADANG
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik ~[Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dokumen| dokumen| dokumen| dokumen| dokumen|
Daerah dan Penghapusan Serta Perhitungan
Standar Kebutuhan Yang Disusun
Sub Keglatan Pengamanan barang  [Jjumiah Barang Milik Dacrah Yang it 3 dokumen 15420001 i 30.000,000| 8 dokumen| 30,000,000| 8 dokumen| 30,000,000| 8 dokumen| 30,000,000| 8 dokumen| 30000000 DPM & PISP | PADANG
Milik Dacrah Diasuransikan
Sub Kegiatan Pombinaan, [l Dokiumen Hasil Pemantauan dokiimen T dokumen| T dokumen| 17300000 T dokumen| T dokumen| T dokumen|
Pengawasan dan Pengendalian Barang [dan Penertiban
Milik Dacrah pada SKPD
[l Pengelolan Barang Milik Grang Z orang] Z orang] Z orang] Z orang]
Dacrah SKPD Yang Dibayarkan
Honornya
Sub Kegiatan Kekonsiliasi dan [l Dokiumen Laporan Barang dokiimen dokiimen| 15,420,000 2 dokumen| 20,060,000) Z 7,500,000 2 dokumen| 5000000 dokiimen| 500,000| 2 doleumen 5000000 2 dokumen| 5000000 DPM & ISP | PADANG
Penyusunan Laporan Barang Milik  [Milik Dacrah dokumen|
Dacrah pada SKPD
Sub Kegiatan Penatausahian Barang [Jumiah Laporan Penatausahaan barang | dokumen ¥ dokmen 5,420,002 ¥ dokumen| 26,000,002 iz 7,500,000 4 dokumen| 5.000002| 4 doleumen) 25000,002| 4 dokumen| 25000,002| 4 dokumen| 5000002 DPM & ISP | PADANG
Milik Dacrah pada [ Milik Dacrah skPD dokumen|
Adminisirasi Pendapatan Duerah |Perseninse Teriibnya Administrast % 160%| - 160%| B 160%| 57,500,000 160%| 18,000,000 160%| 18,000,000 160%| 18,000,000 160%| 18,000,000 "DFM & PISF | PADANG
Kewen-u,gm Perangkat Daerth  |Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Percncanaan [l Dokiumen Perencanaan dokuumen 9 T dokumen| 10,000000[ T dokumen| 18000000( T dokumen| 15,000000( T dokumen| 15,000000( T dokumen| 5000000) " DPM & PISP | PADANG
Pengelolaan Retribusi Dacrah Pengelolaan Retribusi Kewenangan
Perangkat Dacrah
Sub Keglatan Analisa dan Dl Dokuumen Anlisa dan dokimen o T dokumen| 7500,000] T dokumen| 18,000,000 T dokumen| 15,000,000 T dokumen| 15,000000| T dokumen| 15,000000| " DPM & IS | PADANG
Pengembangan Retribusi Dacrah serta [Pengembangan Retribusi Kewenangan
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Penyuluhan dan [l Sosialisasi atan Penyebarluasan i o 1| T dokumen| 18,000,000 T dokumen| 15,000000( T dokumen| 15,000000( T dokumen| 15,000000( DM & ISP | PADANG
Penyebarluasan Kebijakan Retribusi | Informasi Yang Dilakukan Oleh
Daerah Perangkat Dacrah Pemungut Retribusi
Sub Kegiatan Fengolahan Dt [l Dokuumen Data Retribusi dokimen o T dokumen| 7500,000] T dokumen| 18000,000| T dokumen| 15,000000| T dokumen| 15,000,000 T dokumen| 15,000000| " DPM & ISP | PADANG
Retribusi Dacrah Dacrah Kewenangan Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan Pelaporan Fengelolaan [Jumiah Dokumen Laporan Pengelolaan | dokiumen o T dokumen| 7500000 T dokumen| 18,000,000 T dokumen| 15000000 T dokumen| 15,000,000 T dokumen| 15,000000( DM & ISP | PADANG
Retribusi Dacrah Retribusi Dacrah
Porsoniass Tortib % 160%| 582,983,000 160%| 290,500,000 160%| 338,000,000 160%| 581,000,000 160%| 430,000,000 160%| 480,000,000 160%| 480,000,000( DFM & PISF | PADANG
Perangkat Dacrah Repegawaian Perangkat Daerait
Sub Kegiatan Pengaduan Pakaian  [Jumiah Pengadaan Pakaian Dinas sl 93,000,000) 40,500,000) sl 40,500,000) 55 stcl 50,500,000) 5,000,000) 5,000,000) 55 stel 65,000000] DPM & PISP | PADANG
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Fendataan dan [l dokimen Administrast dokimen §3,000,000) T dokumen| 7,500,000) i 500,000 5,000,000) 5,000,000) i 000,000 " DEM & PiSP | PADANG
Pengolahan Administrasi Kepegawaian _|Kepegawaian Yang Dikelola
[l Dokiumen Kepegawaiaan Yang | dokumen T dokumen|
Disusun (seperti Anjab, ABK )
Sub Kegiatan Pendidikan din [l Aparatur Yang Mengikuti Grang 0 orang] 100,000,000 30 orang] 140,000,000 5 orang] 115,000,000 5 orang] 125,000,000 6 orang] 150,000,000 6 orang] 150000000 " DPM & PISP | PADANG
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas |Pendidikan dan Pelatihan
dan Fungsi
[y ASN dan Non ASN yang Grang 60 orang]
[Mengikuti Capacity Building
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis [l Bimmick yang Dilaksanakan i 66 orang] 196,982,000 40 orang] 150,000,000 30 orang] 5,000,000) 5 orang] 165,000,000 5 orang] 175,000,000 6 orang] 200,000,000 6 orang] 200000000 DM & ISP | PADANG

Implementasi Peraturan Perundang.
Undangan




Adminisirasi Umam Ferangkat | Fersoniase Teriib Administrasi % 100%) 871,493,783 100%) 780,069,800 100%) 796,129,800 100%) 542,420,000 100%) 566,420,000 100%) 476,600,000 100%) 471,560,000] DFM & FISF | FADANG
Dacrah um Perangkat Dacrah
Sub Kegiafan Penyediaan Komponen  [Jumiah Komponen nstalasi enis 20 jenis] 91,319,933 20 jenis] 29,040,000| 20 jenis] 28,040,000| 20 jenis] 37,040,000| 20 jenis] 40,000,000| 20 jenis] 40,000,000 20 jenis] 40,000,000 DPM & PISP PADANG
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Listrik/Pencrangan Kantor yang
Kantor Discdiakan
Sub Kegifan Penyediaan Peralatan  [Jumiah Penyediaan Peralatan dan 12 jenis) 147,250,000| 6 jenis| §7,670,000| 8§ jonis| 87,670,000| &jen §7,670,000| 10 jenis] 100,670,000| 10 jenis) 150,800,000] 10 jenis] 158,000,000~ DPM & PISP PADANG
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiafan Penyediaan Peraiatan  [Jumiah Peralatan Rumah Tangga vang 12 jenis] 147,250,000| 6 jenis| §7,670,000| T jenis| 75,000,000| 8 jen §7,670,000| 10 jenis) 100,670,000] 10 jenis) 150,800,000] 10 jenis] 158,000,000~ DPM & PISP PADANG
Rumah Tangga Discdiakan
Sub Kegiafan Penyediaan Bahan [ Alat Tulis Kantor yang Disediakan enis 43 jenis) 40,960,000| DM & PISP PADANG
Logistk Kantor
Sub Kegiafan Penyediaan Bahan At Tulis Kantor yang Disediakan enis 43 jenis) 40,960,000| 860,000] 43 jenis) 50,960,000| 43 jenis) 60,000,000 60,000,000 enis| 40,960,000 DPM & PISP PADANG
Logistik Kantor
[l Rapat Koordinasi Internal et feyer feyer 10 feyer fLyer DRV & FISF | FADANG
Perangkat Ducrah Yang Dilakukan
Sub Kegiafan Penyediaan Barang [juimiah Barang Cetakan dan 12 jenis) 5,000,000] 12 jenis) 30,000,000| 2 jenis/30 30,000,000 T2 jenis/30 40,000,000 2 jenis/30 45,000,000 2 jenis/30 50,000,000| 1% jenis/ 30 50,000,000 DPM & PISP PADANG
Cetakan dan Penggandaan penggandaan yang Disediakan embar] Tembar] Tembar] lembar lembar
infan Penyediaan Bahan Penyediann Bahan Bacaan dan enis & jenis| 26,000,000 & jenis| 17,080,000 6 jenis| 17,080,000 6 jenis| 19,080,000 6 jenis| 20,080,000| 6 jenis| 35,000,000| 6 jenis| 5,000,000 " DPM & PISP PADANG
Bacaan dan Peraturan Perundang: Peraturan Perundang-Undangan Yang,
undangan Discdiakan
Sub Kegiafan Penyelenggaraan Rapat [[1] Jumiah Laporan Hasil Koordinasi  |11] dokumen [T dokumen i 146,679,800 s i i s 1] DM & PISP PADANG
Koordinasi dan Konsulfasi SKP dan Konsultasi 2] Kotak. 2] dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
(2] Makanan dan Minuman Kotak| 2] 650 kotal 2] 650 kotal 2] 650 kotal 2] 650 kotal 2] 650 kotal 2] 650 kotal
Rapat Pertemuan
Sub Kegifan Penyelenggaraan Rapat |[1] Jumiah Laporan Hasil Koordinasi [T dokumen [T dokumen| 446,679.:800| 11752 dokumen| A16,679.:800| 11752 dokumen| 475,679,800 11752 dokumen| 485,000,000 11752 dokumen} 495,000,000 1] 495,000,000 " DPM & PSP PADANG
Koordinasi dan Konsulfasi SKPD dan Konsultasi dokumen dokumen
0 kotak|
Sub Keginian Ponatunsaliian Arsip  [Juniah Acsip Dinamis SKPD yang Aip 100) 16579500 165793500 16,675,800 16579800 DIV & FISF | FADANG
Dinamis pada SKPD Dikelola
Sub Kegiafan Dukungin Pelaksanaan [Jumiah Tenaga IT yang Dimanfaatian orang 3 orang) 54,700,000| DM & PTSP PADANG
Sistem Pemerintahan Berbusis
Elcktronik puda SKPD
[l Sarana Prasarana yang Timiai i
Dimanfaatkan
[jiais Apiikasi / Modu yang “iplikast/modul aplikas]
Dikembangkan
Pongadaan Barang Milik Dusrah |Porsoniase Keforsdinan Barang % 100% 49,260,000 100% 85,000,000 100% 168,000,000 100% 120,000,000 100% 160,000,000 100% 249,046,600 100% 280,886,600| DFM & FISF | FADANG
Penunjang Urnsan Pemerintgh  [Milik Dacrah Sesuai dengan
Daerah Perencanaan
Sub Kegiafan Pengadaan Kendaraan  [Jumiah kendaraan perorangan dinas unit T uni 1,000,000] T uni] 5,000,000} T unif 5,000,000] T uni 5,000,000] T uni 500,000 DPM & PISP PADANG
Perorangan Dinas atau Kendaraan  [atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru
Dinas Jabatan
Sub Kegiafan Pengadaan Kendaraan  [Jumiah kendaraan dinas operasinal init T unit 1,000,000] T uni 5,000,000] T uni 5,000,000 T imi 5,000,000] T uni 5,000,000 " DPM & PTSP PADANG
Dinas Operasional atau Lapangan  atau lapungan baru
Sub Kegiafan Pengadaan Mebel [itimia Mcbel nit 9 jenis| 9 jenis| 40,000,000 10 jenis| 40,000,000 10 jenis| 50,000,000 12 jenis] 60,000,000 i2 69,046,600| 12 jenis] 60,886,600 DPM & PISP PADANG
Sub Kegiafan Pengadaan Peralatan  [Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya nit 10 jenis] 100,000,000]
dan Mesin Lainnya
Sub Kegiafan Pengadaan Geding [itimia Gediing Kantor dan Bangunan nit Tmi] 5.000,000] Tmi] 1.0006,600] Tuni 5,000,000] Tuni 5,000,000] Tuni 5,000,000] T uni 5,000,000 DPM & TSP PADANG
Kantor atau Bangunan Lainnya Luinnya Yang Dibangun
Sub Kegiafan Pengadaan Sarana dan  [Jumiah Sarana dan Prasarana Gedung nit 5 jenis| 26,000,000| 5 jenis| 30,000,000 5 jenis| 45,000,000| §5,000,000| 5 jenis| 105,000,000 " DPM & PISP PADANG
Prasarana Gedung Kantor dan Kantor Baru
Bangunan Lainnya
Sub Kegiafan Pengadaan Sarana dan  [Jumiah Pengadaan Baru Sarana dan nit 5 jenis| 26,600,000 5 jenis| 26,000,000| 5 jenis| 30,000,000| 5 jenis| 45,000,000| 5 jenis| §5,000,000| 5 jenis| 105,000,000 " DPM & PISP PADANG
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
FPonyodiaan jasa Penunjang Porsoninse polayanan administrasi | porsen 100%|  1,061,800,267 100%|  1,160,706,700 100%|  1,187,080,118 100%|  1,184,706,700 100%|  1,238,700,000 100%|  1,870,000,000 100%|  1,370,000,000( DFM & FISF | FADANG
Urusan Pemerintahen Daersh  |perkantoran
Sub Kegiafan Penyediaan jasa Surat  [Jumia surat suraf masuk dan surat surat 500 sura 59,595,400| 400 suraf 51,706,700) 400 sura 51,706,700) 450 sura 450 sura 40,700,000) 450 sura 45,500,000) 450 sura 45,500,000| " DPM & PISP | PADANG
Menyurat surat keluar dalam 1 tahun
Sub Kegiafan Penyediaan Jasa (1] jumlah tagihan listrik [1741500KVA [ [1] 41500KVA [[1] 41500KVA 217,197,300([1] 41500KVA ,000,000( [1] 41500KVA ,000,000| [1] 41500KVA 5,000,000] [1] 41500KVA 245,000,000 [1] 41500KVA 275,000,000 [1] 41500KVA 5,000,000 DPM & PTSP PADANG
Komunikasi, Suniber Daya Air dan (2] jumlah tagihan telepon (213 telp 1213 telp| (2] 3 telp (2] 3 telp 2] 3 telp| 1215 telp) 1213 telp) 2] 3 telp| 1213 telp)
Listik 3] Mbp| 18] Mbpy|
Sub Kegiafan Penyediaan jasi [itimiah Peralatan dan Perlengkapan nit tini] ni] ni] ni] 26323413 ni] ni ni ni] DPM & PTSP PADANG
Peralatan dan Perlengkapan Kantor |Kantor yang Dipelihara
Sub Kegiafan Penyediaan jasi {17 Jumiah Jasa pengamanan kantor oring, orang] T8 orang] T8 orang] 504,000,000 T8 orang] 504,000,000 T8 orang] 914,000,000 T8 orang] 950,000,000 T8 orang] 990,000,000 T8 orang] 990,000,000 " DPM & PSP PADANG
Pelayanan Umum Kantor (2] Jumlah Jasa sopir kantor
Jumilah Petugas kebersihan kantor
Pomeiiharann Barang Milik Porsoniase Barang Milik Dsrah porsen 100% 414,584,000 100% 494,804,776 100% 495,804,776 100% 498,804,776 100% 508,260,700 100% 575,260,700 100% 575,200,700 DFM & FISF | PADANG
Dacrah Penunjang Urusan Vang Berkondisi Baik
Daerah
Sub Kegiafan Penyediaan jasi [itimiah Kendaraan Perorangan Dinas nit 11 uni 55,000,000 11 uni 275,000,000 3 uni 42,000,000| 3 uni 285,000,000 3 uni 285,000,000 3 unif 345,000,000 3 uni 345,000,000 DPM & PSP PADANG
Pemliharaan, Biaya Pemeliharaan,  |yang Dipelihara
Pajak dan Perizinan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
[jiials Kendaraan Dinas Jabatan Yang i T T T T T i
Dipelihara
Sub Keglatan Penycdiaan Jusa (i Kendaraan Dinas Operasional s T 500,000) 11 uni 500,000) 10 35,300,000 T 5.506,500) T 555,300) T 345,300,000 Ty 5,000,000 DV & ISP | FADANG
Pemliharaan, Biaya Pemeliharaan,  atau Lapangan yang Dipelihara
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiafan Pemeliaraan Mcbel  [Jumiah Pemelinaraan Mebel nit 62 i 20,000,000 58 i 16,000,000| 55 unif 16,000,000| 62 uni 63 uni 17,500,000| 65 uni 30,500,000| 65 uni 30,500,000 DPM & PISP PADANG
Sub Kegiafan Pemeliharaan Peralatan [Jumiah Pemelinaraan Peralatan dan nit 62 i 20,000,000 i 16,000,000| 40,000,000 2 i 63 uni 17,500,000| 65 uni 30,500,000| 5 uni 1500,000| " DPM & PSP PADANG
dan Mesin Lainnya [Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pemclibaraan/ (il Gedin Kantor dan Banguman i umit [ 60,000,000 111 1 wnif 6:726,600) i1 1 unil F3726,600) i1 1 uni §3.726600) 07 1 i 90,450,000) 07 1 i 90,450,000) 07 1 i §0:450,000| " DFM & ISP | FADANG
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Luinnya Yang Dipelihara/Rehab 2] bulan 2] bulan| 2]12 bulan| 12]12 bulan| 2]12 bulan| 2]12 bulan| 2]12 bulan| 2]12 bulan|
Bangunan Lainnya
Sub Keginfan [jtimiai Sarana dan Prasarana Geding nit 78 unit 59,984,000| 78 unit §7,078,176| 55 uni 95,078,176| 78 unit 98,840,700| 78 uni 98,840,700| 78 uni 98,840,700 DPM & PISP PADANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan |Kantor Yang Dipelihara / Reha
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
[jiiais Savana dan Prasarana i 55 i TR I7 55078174 & i SEi0,700) 78 i SEi0,700) 78 i SREI0700| T DIM & ISP | FADANG

an
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Pendukung Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /
Rehab




JUMLAH

#N/A]

[ 13,898,614,000 |

[ 13,526,842,000 |

[ 13,800,166,200 |

[ 14,452,082,000

16,160,268,000

[ 15,238,888,000

Kepala DEM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

Pembina Utama Muda
NIP. 19730 1001
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BAB
VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

ndikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang akan
dicapai oleh organisasi sebagai sebuah komitmen guna mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Indikator kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Review RPJMD Provinsi

Sumatera Barat.

Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun
guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur

untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau
kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja ” Nilai Realisasi Investasi “ . Peningkatan realisasi
investasi di Sumatera Barat selama periode 2022-2026 diperkirakan pada
awal periode adalah sebesar 6% dan diperkirakan akan terus meningkat
pada akhir periode RPJMD sebesar 11,50%, dengan harapan
pertumbuhan dan berkembangnya sektor strategis yang menjadi sektor
unggulan dan fokus pembangunan gubernur dan wakil gubernur terpilih
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di bidang Pertanian secara keseluruhan, UMKM dan Pariwisata sudah

jelas akan meningkatkan realisasi investasi dimasa mendatang.

2. Indikator ”Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Untuk mengetahui
tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan kepada investor, dilakukan
survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
penanaman modal dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan penanaman modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat
pengguna layanan DPM&PTSP yaitu masyarakat yang melakukan
pengurusan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan
membagikan atau menyebarkan kuisioner terhadap pelayanan.
Diharapkan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu
dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah sebesar 82,60/3,40 pada
awal periode RPJMD dan 83,20/3,47 pada kondisi akhir periode RPJMD.

3. Indikator “Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu”. Dalam
rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang
pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala
DPM Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247
jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Perkiraan capaian realisasi untuk
perizinan tepat waktu ini adalah 85% dan akan terus meningkat pada akhir
periode RPJMD, dengan adanya peningkatan kualitas SDM serta sarana dan
prasarananya, perkiraan capaian realisasi untuk indikator ini sebesar
88,13%.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah
daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama
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yang ditetapkan dimana indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera harus diselaraskan
untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke
depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam
Tabel 7.1. (T.C.28 )sebagai berikut:
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN
No TUJUAN SASARAN KINERJA TUJUAN / | SATUAN 2022 2023 2024 2025 2026
SASARAN
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
1. Meningkatnya ~ Persentase )
Pertumlquhan P.enmgl.(atz.a_n Investasi % 6% 8% 9,50% 10,50% 11,50%
Investasi di Provinsi
Meningkatnya Realisasi | Nilai Realisasi Investasi
Investasi di Sumatera PMA dan PMDN
Barat Total Juta Rp. 5.187.640 5.602.670 6.134.882 6.779.050 7.558.550
PMA (ribu US $) ribu US § 143.100 154.550 169.230 187.000 208.500
PMDN (juta Rp.) juta Rp. 3.127.000 3.377.150 3.697.970 4.086.250 4.556.150
Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Nilai / 82,60 / 82,75/ 82,90 / 83,05/ 83,20 /
Pelayanan Terpadu Satu | Masyarakat (IKM) Rasio 3,40 3,41 3,43 3,45 3,47
Pintu
Kepala DPMPTSP

Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19730413 199703 1 001
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7.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam
penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja
pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini
ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan
dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan
(outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat
dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih
indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian
indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas

ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021~
2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu
daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan
daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam
rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur
kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah

Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA OPD TERKAIT TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SUMATERA BARAT
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
TUJUAN / SASARAN 2022 2023 2024 2025 2026
2 4 5 6 8 9 10 11 12
Meningkatnya ~ Persentase Peningkatan Investasi di
Pertumbuhan Provinsi % 6% 8% 9,50% 10,50% 11,50%
Investasi
1. Meningkatnya Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Rp. Triliun 5,1 5,6 6,1 6,7 7,5
Investasi di Sumatera Total
Barat
2. Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai / 82,60 / 82,75 / 82,90/ 83,05/ 83,20 /
Pelayanan Terpadu Satu Rasio 3,40 341 3,43 3,45 3,47
Pintu
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Nilai/Kategori 80,60/ A 81/A 81,50/ A 82/A 82,50/ A
Organisasi yang
Akuntabel dan -
Melayani
3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Nilai / 80,50 / 81/ 81,50/ 82/ 82,50/
Akuntabilitas Kinerja Kategori A A A A A
Organisasi
Kepala DPMPTSP

Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730413 199703 1 001
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BAB
VIII

PENUTUP

encana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat periode 2021 — 2026
merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini disusun memuat visi, misi,
tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dan
merupakan acuan kinerja sekaligus langkah awal untuk melakukan
peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat
yang telah didispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-
2026. Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis
ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Barat.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat. Karena itu Rencana Strategis ini harus menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta digunakan sebagai bahan

penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Harus dipastikan
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bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan
target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target
kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat yang telah dijabarkan dalan Renja dan RKA Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini akan
menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (mproving)
pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat dimasa yang datang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang
kondusif, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi
dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur dan berkesinambungan guna
mewujudkan good governance dan clean government sebagai bagian dari

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih baik bekerja dari semua
pihak adalah kunci sukses pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat ini.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan — tahapan yang telah

ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadi lembaga yang mampu
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mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing dan Menuju Sumatera

Barat menjadi Daerah Tujuan Investasi.

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19730413 199703 1 001
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JIn.Setia Budi No.15.Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbarprov.go.id
PADANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 2%9/SK/DPMPTSP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026, di pandang
perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat;

Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu
ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;






KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2021;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di
perlukan.

MASWAR DEDI, AP\M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

S 0 BN et

Arsip.

Gubernur Sumatera Barat,
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
Yang bersangkutan untuk diketahui;



LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

SUMATERA BARAT

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI

NOMOR |: 9 /¢ /pomprse / 2024
TANGGAL P01 ApnlL. 202
NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
T 2 3.
1. | Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Ketua Tim
I. SEKRETARIAT
Sekretaris DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Sekretaris
2. | Kasubag Program dan Keuangan DPM & PTSP Anggota
Provinsi Sumatera Barat
3. | Kasubag TU dan Perlengkapan DPM & PTSP Anggota
Provinsi Sumatera Barat
4. | Staf pada Sekretariat DPM & PTSP Provinsi Anggota
Sumatera Barat. ( NOVA SISKA, SE, M.Si)
5. | Staf pada Sekretariat DPM & PTSP Provinsi Anggota
Sumatera Barat.( DEWI MARDIA SARI, SE)
6. | Staf pada Sekretariat DPM & PTSP Provinsi Anggota

Sumatera Barat.( NOVLI YANTI, A.Md)

II. KELOMPOK KERJA 1 (MISI 4 RPJMD 2021-2026 RENSTRA DPM & PTSP Provinsi

Sumatera Barat)

Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan SIPM

Koordinator Kelompok Kerja
( Misi 4 RPJMD 2021-2026)

2. | Plt. Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Anggota
Penanaman Modal
3. | Plt. Kabid Promosi Penanaman Modal Anggota
4. | Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Anggota
5. | Plt. Kasi Pemantauan dan Pengawasan Anggota
Penanaman Modal
6. | PIt. Kasi Pengolahan Data dan SIPM Anggota
7. | Kasi Perencanaan Penanaman Modal Anggota
8. | Kasi Deregulasi Penanaman Modal Anggota
9. | Kasi Pemberdayaan Usaha Anggota
10. | Kasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal Anggota
11. | Kasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Anggota
12. | Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Anggota

Modal

III. KELOMPOK KERJA 2 (MISI 7 RPJMD 2021-2026 RENSTRA DPM & PTSP Provinsi

Sumatera Barat)

2

Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan

Koordinator Kelompok Kerja
( Misi 7 RPJMD 2021-2026)

2. | Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Anggota
Layanan
3. | Kasi Pelayanan Perizinan | Anggota
4. | Kasi Pelayanan Perizinan 11 Anggota
5. | Kasi Pelayanan Non Perizinan Anggota
6. | Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan Anggota
7. | Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan Anggota
8. | Plt. Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Anggota

Ditetapkan di : Padang

AR DEDI, AR, M.Si

Pembina Utama

ya

NIP. 19740618 199311 1 001
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MENINGKATNYA ORGANISASI YANG
AKUNTABEL DAN MELAYANI

IK. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA
ORGANISASI

Nilai Akuntabilita.s Kinerja OPD

POHON KINERJA

MENINGKATNYA
PELAYANAN UMUM

MENINGKATNYA

MENINGKATNYA
KAPASITAS SDM
ORGANISASI
IK.
Jumlah SDM yang
mengikuti
Pengembangan
Kompetensi

TERSUSUNYA
DATA
KEBUTUHAN

PENGEMBANG
AN SDM

Dokumen Data
Riwayat
Pengembangan
Kapasitas SDM yg
tersusun

DOkumen
Rencana
kebutuhan
Pengembangan
Kapasitas SDM
¥ tersusun

DAN KEPEGAWAIAN PENGS'I;‘([’)LAAN
IK.
SRR MENINGKATNYA MENINGKATNYA PENEMPATAN R ——— K.
KUALITAS KUALITAS PENGAWASAN PEGAWAI SESUAI Layanan 1. Persentase BMD
PERENCANAAN PELAPORAN olgéiﬁ:‘silél DE?S;:T:ﬁTA Administrasi dalam Kondisi
ORGANISASI ORGANISASI Kepegawaian Baik
K. K. o IK. IK. Perst_entase sesuai SOP 2. Persentase
Nilai Komponen Nilai Komponen g'lall Ko_n'llponenl Pzzg?nwztﬁzga 2. Persentase Pemenuhan
Perencanaan pada Perencanaan pada V:dl;aé'v:rfe’:;ia —_— e depn o Igeta Layanan Surat Kebutuhan
Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP B e ? Menyurat sesuai Sarpras
SAKIP abatan SOP Pendukung
3. Persentase Kinerja
Layanan Sesuai
SOP
KESELARA
SAN o
DOKUMEN MENINGKATN AT
PERENCANA MENINGKAT T MENINGKAT YA RETERSEDIASS R s NYA
AN NYA NYA PEMANFAAT AT PENGAMANAN
TERSUSUN TERSUSUN
JERSUSUN PERANGKAT IMPLEMENTASI NYA KESESUAIAN AN LAPORAN AT T NYA ASN YANG KETERSEDIAA ANALISA DIADAKAN BMD SESUAI
NYA DOKUMEN DOKUMEN NYA URAIAN NYA DAN
DAERAH DOKUMEN LAPORAN TERHADAP NYA KUALITAS NYA TINDAK JABATAN dan REGULASI
PERENCANAAN PELAPORAN RENATADSA TAN MENGISI N DATA TUGAS ASN DOKUMEN MENINGKAT DIPELIHARA
PERANGKAT DENGAN PERENCANAAN ORGANISASI DENGAN EERENCANS LHKPN/ KEPEGAWAI FETA JABATAN SESUAI SOP SESUAI NYA K K.
DOKUMEN PERANGKAT PEDOMAN AN HAAN LHKASN TEPAT AN YANG YANG SESUAI " 1. Persentase Aset
DAERAH TEPAT PEMERIKSAAN DENGAN DENGAN KAPASITAS 1. Jumlah Aset
TEPAT WAKTU PERENCANA DAERAH WAKTU PENYUSUNAN PERANGKAT KEUANGAN WAKTU AKURAT DENGAN REGULASI REGULASI SDM e Yang Sudah
AN DAERAH K. LAPORAN DAERAH K. IK. K. IK. REGULAS! ! ang Diadakan Diinventari
K. 1K e K. IK. 1K Persentase Persentase . . Ik : s s e 2. Jumlah Aset "
Jumlah Dokumen g Perentons = - g s Jumiah ASN Persentase L B A Dokumen Dokumen Jumiah SDM Yang
Perangkat Persentase esesuaian D g r ) b’ Yang Mengisi Ketersediaan . o Uraian Tugas SOP Yang layanan yang Dipleihara 2. Persentase Data
Dokumen Dokumen Kesesuaian Hasil Evaluasi Hasi $ LHKPN/ Data g sesuai dg E i Aset Yang Sudah
Daerah Yang Pelaporan Ve Verifikasi Y. Tindak lasi Yang Sesuai Sesuai kompeten 3.Persentase ¢
; Perencanaan Perangkat oran Laporan dengan yang Ditindak erifikasi ang Tindal LHKSN T K i regulasi ] Direkon
Disusun Tepat Organisasi 9 L Keuangan Lanjuti epat epegawaian 2. Dok Pet dengan Dengan Aset yang tidak
Waktu Perangkat Daerah dengan yang Disusun Pedoman Lanjuti Dalam g i Wakiu . Dokumen Peta R Regulasi e 3. Persentase Aset
Daerah Yang Dokumen e Penyusunan okumen Jabatan yg sesuai o Yang Sudah
Selaras dengan Penganggaran 2 Laporan Perangkat dg regulasi yang sudal Diasuransi
Dokumen Daerah abeptelan
Perencanaan
Daerah
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MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI

IK. 1. Persentase Peningkatan Investasi di CASCADING KINERJIA
Provinsi
|
1
MENINGKATNYA REALISASI INVESTASIDI
SUMATERA BARAT
1IK. 1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
]
] |
MENINGKATNYA MINAT CALON INVESTOR DI SUMATERA 'MENINGKATNYA KOMITMEN PERUSAHAAN
BARAT MEREALISASIKAN INVESTASINYA
Jumlah Pernyataan Minat Calon Investor Yang Menanamkan Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Merealisasikan
Modalnya Investasinya
]
I I 1 |
ENINGRATNYARRUATITASFERENCAN SN DANTRE LI MENINGKATNYA FASILITASI CALON MENINGKATNYA MATERI PROMOSI
INVESTASI MENINGKATNY. INVESTOR INVESTAST
X PROMOSI INVESTAST = b
fessn g Ketersedia'an Disfaniingil st ehii IK. . . 1. Jumlah Fasilitasi Calon Investor ke 1. Jumlah Materi Promosi Sesuai Proyrk
Regulasi Penanaman Modal 1, Jumlah Promosi Yang Diikuti Lokasi Proyek Investasi Investasi Prioritas Daerah
| | 1 | 1 1
MENINGKATNYA KUALITAS PETA MENINGKATNYA PENYELESAIAN
MENINGKATNYA KUALITAS DATA DAN
PERMASALAHAN
ROTENSIDEN PEI%’ANG [ANESTAST TERSEDIANYA REGULASI UNTUK TERSEDIANYA DATA KEMITRAANN PHMENW, KSANG,KA, rTNY, m’\, API§N, ,G"A,W”::gg v Pm“s'mvm SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MEMUDAHKAN INVES PELAKU USAHA MODAL
1. Jumlah Dokumen Kajian Potensi dan K asl K. KECIE IK. IK. X
Peluang Investasi o . 1. Persentase Perusahaan PMA dan PMDN 1. Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN 1. Dokus Data dan Sistem Inf 5

2. Terbangunnya Sistem Informasi Pefang 1. Jumlah Regulasi Penanaman Modal 1. Jumlah Pelaku Usaha Yang Bermitra Yang Dilakukan Pengawasan Yang Difasilitasi I"ermasalahan . Pina;n:r?lana;oc?:l \;;;;H:n (;[:I""is‘

dan Peluang Investasi Investasinya
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MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI

IK. 1. Persentase Peningkatan Investasi di CASCADING KINERJA
Provinsi
|
|
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
IK. 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
|
I ]
MENINGKATNYA KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SARANA DAN PRASARANI; aAn\(IANAN SATU PINTU YANG
IK.
1. Persentase Kerkurangnya Pengaduan Pengguna Layanan s L.
Terhadap Layanan 1. Persentase Sarana dan Pra;arina Pelayanan Dalam Kondisi
ail
I
I ] I I
TERFASILITASINYA PENGADUAN R AR AN YA SOSTALISAS MENINGKATNYA INOVASI LAYANAN
MENINGKATNYA IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU LAYANAN PERIZINAN KEBJAKAN LAYANAN PERIZINAN DAN PERIZINAN
IK. K NON PERIZINAN =
1. Persentase Perizinan Yang Dlterbitkan Tepat Waktu 1. Jumlah Pengaduan Layanan Perizinan Lo e 1. Jumlah Inovasi Layanan Perizinan dan
7ot —— o 1. Jumlah Sosialisasi Kebijakan Layanan . .
Yang Difasilitasi / Mediasi .. .. Non Perizinan yang Implementatif
Perizinan dan Non Perizinan
] ] | ] 1
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM LRSE AN T4 T8 LM [LERSEDIANVAST INDOR OFFRASIONA PEMBANGUNAN SARANA DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
SR PENYELENGGARAAN IZIN BERBASIS PROSEDUR ( SOP) DAN STANDAR PRASARANA PRASARANA
TEKNOLOGI INFORMASI PELAYANAN ( SP) TENTANG
IK. K PELAYANAN IK. IK.
1. Persentase SDM Pemberi Layanan Yang . - . 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang
Diberi Pelatih 1. Jumlah Sistem Penyelenggaraan Izin 1K. Dibaneun Dipelihara
LR R Yang Berbasis Teknologi Informasi 1. Jumlah SOP dan SP Terkait Pelayanan g pell
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